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RIYAD FEBRIAN ANWAR (B11110480), Aturan Pergerakan Bebas 
Barang Perdagangan Menurut Perspektif the Treaty on the Functioning Of 
European Union 2007 Dan the Asean Trade in Goods Agreement 2010 
(Suatu Kajian Perbandingan). Dibimbing oleh Muhammad Ashri dan 
Birkah Latif. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam 
atas konten aturan TFEU dan ATIGA serta nilai-nilai yang dapat 
diperbandingkan di antara keduanya. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode ”library research” atau melalui studi kepustakaan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1). 
Ketika dikaji dengan menggunakan pendekatan perbandingan, penulis 
menemukan bahwa TFEU dan ATIGA secara tidak langsung merupakan 
representasi perbedaan tingkatan integrasi ekonomi bagi EU dan ASEAN. 
2) Jika dibandingkan dengan TFEU, ATIGA tidak mengenal konsep hak 
dan kewajiban atas entitas privat di dalam penerapan arus bebas barang 
di masyarakat ASEAN. 3) Upaya untuk menafsirkan ATIGA masih sangat 
minim, ini dikarenakan satu-satunya mekanisme untuk menafsirkan 
ATIGA, yaitu ASEAN-PEDSM diyakini memakan waktu dan biaya serta 
kurang dapat dipercaya oleh negara-negara ASEAN. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai 
berikut: 1). Krisis penafsiran ATIGA dapat terselesaikan dengan 
memperluas mandat Appellate Body ASEAN-PEDSM yang 
memungkinkan badan ini memberikan penafsiran ATIGA dalam bentuk 
putusan awal (preliminary ruling) berdasarkan permintaan pengadilan 
nasional negara-negara ASEAN. 2). ATIGA kedepannya harus didukung 
oleh aturan lain yang mampu melahirkan prinsip “efek langsung” yang 
akan mengakui adanya hak dan kewajiban penerapan arus bebas barang 
bagi entitas privat, baik badan swasta maupun individu di dalam 













Ibu merupakan kata tersejuk yang dilantunkan oleh bibir -
bibir manusia. Dan "Ibuku" merupakan sebutan terindah. 
Kata yang semerbak cinta dan impian, manis dan syahdu 
yang memancar dari kedalaman jiwa. 
Ibu adalah segalanya. Ibu adalah penegas kita dilaka lara, 
impian kita dalam rengsa, rujukan kita dikala nista. Ibu 
adalah mata air cinta, kemuliaan, kebahagiaan dan toleransi. 
Siapa pun yang kehilangan ibunya, ia akan kehilangan 
sehelai jiwa suci yang senantiasa merestui dan 
memberkatinya. 
Alam semesta selalu berbincang dalam bahasa ibu. Matahari 
sebagai ibu bumi yang menyusuinya melalui panasnya. 
Matahari tak akan pernah meninggalkan bumi sampai malam 
merebahkannya dalam lentera ombak, syahdu tembang 
beburungan dan sesungaian. 
Bumi adalah ibu pepohonan dan bebungaan. Bumi 
menumbuhkan, menjaga dan membesarkannya. Pepohonan 
dan bebungaan adalah ibu yang tulus memelihara bebuahan 
dan bebijian. Ibu adalah jiwa keabadian bagi semua wujud. 
Penuh cinta dan kedamaian. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perjanjian internasional telah dikenal sejak lama sebagai salah satu 
acuan sumber hukum di dalam bidang hukum internasional.1 Seiring 
perkembangan, perjanjian dianggap sebagai salah satu sumber hukum 
internasional yang dominan. Sejarah dunia dalam beberapa ratus tahun 
terakhir ini telah menjadi saksi atas perubahan dramatis dari peningkatan 
jumlah perjanjian internasional yang disepakati negara ataupun dengan 
subyek hukum internasional lainnya.2 
Perjanjian Internasional telah membuka jalan perkembangan 
hukum internasional yang secara tradisional hanya mencakup hubungan 
antar negara seperti pengaturan hukum peperangan dan navigasi 
internasional hingga ke hampir seluruh kegiatan manusia. Hukum 
internasional yang sekarang telah memiliki banyak variasi aturan dari 
pembatasan tembakau hingga larangan penggunaan senjata kimia, dari 
perlindungan hak anak hingga hak perempuan, dan dari pengaturan pakta 
militer regional antar negara hingga ke pengaturan pembebasan 
pergerakan barang perdagangan di suatu kawasan regional. Perjanjian 
internasional telah menjadi alat bagi negara-negara di dalam penyusunan 
                                                          
1 Lihat ICJ, Statute of International Court of Justice, 1945, Pasal (Selanjutnya 
disingkat “Psl.”) 38(1)(a). 
2 Duncan B. Hollis, 2005, A Comparative Approach to Treaty Law and Practice, 
National Treaty Law and Practice Series, The American Society of International Law, 





hak dan kewajibannya mereka masing-masing di ranah hukum 
internasional.  
Pergerakan bebas barang perdagangan merupakan perangkat 
yang harus ada di dalam globalisasi ekonomi yang telah memberi banyak 
manfaat kepada umat manusia. Di Eropa sendiri, Pergerakan bebas 
barang perdagangan merupakan salah satu dari empat ‘kebebasan’ yang 
diusung dalam pasar internal Uni Eropa (European Union) yang mana 
telah menjadi kisah sukses dalam proyek pengembangan Uni Eropa.3 
Kebebasan ini membantu warga Eropa untuk dapat merasakan manfaat 
ekonomi dari pembangunan pasar internal yang merupakan jantung dari 
kebijakan Uni Eropa. 
Pasal 28(1) dalam Treaty on the Functioning of the European 
Union [TFEU] tahun 2007 mengatur bahwa: 
 “Serikat ini akan terdiri atas Serikat Pabean yang akan melingkupi 
semua perdagangan barang dagangan dan akan mengikut 
sertakan larangan antar negara anggota untuk mengenakan biaya 
bea impor dan ekspor dan semua biaya lainnya yang memiki 
dampak setara, dan untuk mengadopsi Tarif Bea Bersama 
(Common Customs Tariff) dalam hubungan mereka dengan negara 
pihak ketiga.” 
Pasal 28(1) pada TFEU mendesak negara anggota TFEU untuk 
menghilangkan semua hambatan-hambatan nasional terkait pergerakan 
bebas barang dagangan. Dengan demikian, Pasal 28(1) TFEU telah 
menjadi salah satu fondasi dasar di dalam proses perkembangan pasar 
internal Uni Eropa. Hingga hari ini, pasar internal Serikat ini telah 
                                                          
3 European Commission, 2010, Free Movement of Goods: Guide to the 





memudahkan proses jual dan beli barang bagi 28 (dua puluh delapan) 
negara anggotanya yang jumlah populasinya mencapai kisaran 507 juta 
jiwa.4 Pasal secara tidak langsung dapat dianggap telah memberikan 
perluasan pilihan produk barang bagi konsumen begitu pula memudahkan 
mereka dalam mencari tawaran barang terbaik ketika berbelanja. 
Di saat yang bersamaan, pergerakan bebas barang perdagangan 
baik untuk perkembangan bisnis. Selain itu perdagangan bebas telah 
memberikan kontribusi positif pada dunia bisnis, hal ini bisa dilihat pada 
kenaikan perdagangan pada bulan Agustus 2013 hingga Oktober 2013 
dimana perdagangan barang antar negara anggota Uni Eropa 
berkontribusi sebanyak 78% terhadap total aktivitas perdagangan di 
kuartal tersebut5 dan telah meraup keuntungan dagang sebesar 2,5 juta 
Euro.6 Pasar tunggal Eropa mendorong bisnis-bisnis Uni Eropa dalam 
membangun kerangka bisnis yang kuat untuk menghadapi pasar terbuka 
(open market)7, beragam dan kompetitif. Pasar terbuka juga membantu 
pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di Uni Eropa ditambah lagi 
dapat memberikan pendapatan dan sumber daya yang dibutuhkan Uni 
Eropa untuk mencapai keberhasilannya di era persaingan pasar global 
                                                          
4 European Commission, EU Population Table, 2014, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&
pcode=tps00001, diakses pada 17/11/2014.  
5 Portugal Instituto Nacional de Estatistica, 2013, Destaque Press Release: 
International Trade Statistics of October 2013, 2013, hlm. 2, http://bit.ly/1EuPghj, diakses 
pada 17/11/2014.   
6 Portugal Instituto Nacional de Estatistica, 2013, Ibid., hlm. 4. 
7 Pasar tunggal, pasar internal dan pasar tunggal, walaupun penamaannya 





ini.8 Berdasarkan argumentasi di atas, maka pasar terbuka yang berfungsi 
dengan baik adalah salah satu elemen utama untuk menjamin kemapanan 
Uni Eropa di masa kini dan di masa yang akan datang.9 
Sebagai penganut proteksionisme di masa lalu, negara-negara di 
Uni Eropa secara bertahap mulai menghilangkan hambatan nasional 
perdagangan mereka dan membentuk pasar tunggal atau disebut juga 
‘pasar internal’. Komitmen untuk membuat wilayah perdagangan Eropa 
tanpa batas telah mendorong Serikat ini menjadi salah satu pemain 
berpengaruh dalam aktivitas perdagangan global, bersama dengan 
Amerika Serikat dan Jepang.10 
Namun, setelah bertahun-tahun mendirikan pasar perdagangan 
internal, Uni Eropa masih saja menghadapi sejumlah rintangan dalam 
mendistribusikan barang dagangnya secara bebas. Kendala yang 
dihadapi antara lain: 
- Halangan perdagangan barang lintas negara akibat beragamnya 
aturan perlindungan konsumen,11 
- Tantangan untuk melindungi hak cipta barang antar sesama negara 
Uni Eropa, 12  
                                                          
8 European Commission, 2010, Op.Cit., hlm. 8. 
9 European Commission, 2010, Ibid. 
10 European Employment Services Iceland, Free Movement of Goods,  
www.eures.is/english/work-in-iceland/moving-to-iceland/, diakses pada 17/11/2014. 
11 Law Society of England and Wales, 2013, Balance of Competences - 
Consultation Response Internal Market: Free Movement of Goods, diterbitkan Agustus 
2013, paragraf (Selanjutnya disingkat “para.”) 28, hlm. 7. 
12 Lihat (Dalam Bahasa Prancis) French Cour de Cassation, Redoute v. Tod's 





- Tantangan politis seperti sulitnya Serikat ini menghasilkan 
kebijakan atas setiap permasalahan ekonominya seiring dengan 
perluasaan keanggotaan negara baru di Uni Eropa.13  
Berdasarkan hambatan pelaksanaan diatas maka perlu dilakukan 
pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah semua masalah di atas 
terjadi dikarenakan implikasi dalam lapangan daripada TFEU (das sein) 
ataupun akibat adanya kekosongan (lacunae) dalam ketentuan TFEU (das 
sollen).  
Dibelahan dunia lain, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia 
Tenggara (Association of Southeast Asian Nations [ASEAN]) yang 
didirikan pada tahun 1967 memiliki salah satu tujuan besar yaitu 
memakmurkan kesejahteraan ekonomi negara anggota ASEAN. Tujuan ini 
selanjutnya menjadi pendorong pembentukan Wilayah Perdagangan 
Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area) di tahun 1992. Demi untuk 
mencapai prestasi di bidang sosio-ekonomi, pemerintah ASEAN juga 
memyusun aturan yang dapat mempromosikan proses harmonasasi 
hukum terutama aturan hukum di bidang perdagangan internasional. 
                                                                                                                                                               
2014, http://goo.gl/ZXczyE, diakses pada 17/11/2014. Deskripsi Kasus: Perusahaan 
Katalog Pengecer, La Redoute, menjual sebuah model sepatu ‘flip-flop’ yang diyakini 
oleh perusahaan mode Italia, Tod’s, sebagai imitasi daripada sepatu ‘flip-flop’ mereka 
yang berlabel ‘Fiji’, sepatu tersebut menurut Tod’s telah dijual di Prancis sejak tahun 
2003. Berdasarkan pembuktian La Redoute, sepatu tersebut di produksi di Italia dan 
dijual kepada La Redoute oleh perusahaan produksi Italia. Tod’s mengajukan gugatan 
pelanggaran hak cipta kepada La Redoute dalam Pengadilan Perdagangan Paris (Paris 
Tribunal de Commerce) di mana perkara ini dimenangkan oleh pihak penggugat, La 
Redoute; Lihat juga IPKat Online, Rebecca Gulbul, These Shoes are Made for Freely 
Walking: Copyright Protection and Free Movement of Goods, 2014, 
http://ipkitten.blogspot.com/2014/10/these-shoes-are-made-for-freely-walking.html, 
diakses pada 17/11/2014. 





Maka di tahun kedepannya, negara anggota ASEAN telah menyepakati 
sejumlah kesepakatan perdagangan seperti Framework Agreement on 
Enhancing ASEAN Economic Cooperation tahun 1992, Agreement on the 
Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade 
Area [CEPT-AFTA] tahun 1992 dan Agreement on ASEAN Preferential 
Trading Arrangements tahun 1997. 
Berdasarkan ASEAN Economic Community Blueprint [AEC 
Blueprint] di tahun 2007, ambisi kesejahteraan ekonomi ASEAN akan 
dicapai melalui pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 
Community) di tahun 2015,14 rencana pendirian ini ternyata lebih cepat 
dari rencana ASEAN sebelumnya dalam Declaration of ASEAN Concords 
II yaitu di tahun 2020.15 ASEAN Economic Community Blueprint 
menggaris bawahi rencana aksi (action plan), yang merupakan rangkaian 
misi beserta jangka waktu untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN pada tahun 2015. 
Namun pada kenyataannya hingga akhir tahun 2011, hanya 67.5% 
dari seluruh poin-poin ‘keberhasilan mewujudkan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN’ yang berhasil dicapai oleh negara-negara ASEAN. Dengan hanya 
menyisakan kisaran waktu (timeline) 4 tahun untuk mencapai seluruh 
poin-poin keberhasilan tersebut, Luke Hunt beranggapan bahwa, “dari 
                                                          
14 Lihat ASEAN, ASEAN Economic Community Blueprint, 2007, Klausa 
Mukadimah III. 





sudut pandang politik, kisaran waktu yang ditetapkan mungkin terlalu 
ambisius mengingat ketidakstabilan di kawasan ini”.16  
Terlepas dari telah dijadwalkannya penghapusan tarif oleh negara 
anggota, pasar tunggal dan basis produksi barang seperti Masyarakat 
Ekonomi ASEAN membutuhkan lebih dari sekedar penghapusan tarif 
impor. Penghilangan hambatan bukan tarif seperti standar teknis dan 
keselamatan, perbedaan prosedur pemeriksaan pabean, sistem 
transportasi transit barang, hingga ketentuan asal dan penerapan tes 
kelayakan. Proses-prose di atas merupakan penghalang terbesar dalam 
mewujudkan Masyarakat Ekonomi ini.17 
Oleh karena itu, ASEAN menyadari bahwa kesepakatan 
perdagangan mereka terdahulu tidaklah cukup memadai untuk mengatur 
aktivitas perdagangan di ASEAN. ASEAN tentunya membutuhkan aturan 
yang lebih terpadu dan secara holistik mengatur pendirian pasar tunggal 
serta basis produksi bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 
Community). Untuk mencapai ini, para menteri ekonomi negara anggota 
ASEAN akhirnya sepakat untuk memperkuat CEPT-AFTA melalui suatu 
instrumen hukum yang komprehensif. Kesepakatan mereka akhirnya 
dituangkan dalam wujud instrumen hukum yaitu ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA) tahun 2009 yang selanjutnya diberlakukannya di 
tahun 2010. 
                                                          
16 The Diplomat, Luke Hunt, Cambodia Leads Doubts Over AEC, diterbitkan 
07/04/2014, http://thediplomat.com/2014/04/cambodia-leads-doubts-over-aec/, diakses 
17/11/2014. 
17 The Diplomat, Ibid., http://thediplomat.com/2014/04/cambodia-leads-doubts-
over-aec/; Lihat juga Siow Yue Chia, The ASEAN Economic Community: Progress, 





Salah satu ketentuan utama terkait arus bebas barang 
perdagangan ASEAN dapat ditemukan pada Pasal 19(1) ATIGA yang 
mengatur pengurangan atau penghilangan pajak impor, yang berbunyi: 
 “Terkecuali telah ditentukan lain dalam Kesepakatan ini, negara 
anggota akan menghilangkan pajak impor untuk semua produk 
yang didagangkan antara negara anggota terhitung tahun 2010 
untuk ASEAN-6 dan terhitung tahun 2015, dengan fleksibilitas 
hingga tahun 2018, untuk CLMV.” 
Pasal-pasal lain dalam ATIGA mengandung unsur-unsur yang 
menjamin realisasi arus bebas barang perdagangan ASEAN yang antara 
lain: pengaturan ketentuan asal barang (rule of origin), fasilitasi 
perdagangan (trade facilitation), bea masuk (custom duties), standarisasi 
dan kesesuaian barang (standard and conformance), pengaturan sanitasi 
dan phytosanitary18 serta penghilangan hambatan bukan tarif.19 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menganalisis 
apakah aturan-aturan arus bebas barang dalam ATIGA dapat 
menyelesaikan hambatan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. 
Di sisi lain, sebagai pionir terdepan dalam liberisasi perdagangan 
regional, Uni Eropa beranggapan bahwa proses integrasi ekonomi ASEAN 
akan menguntungkan negara-negara ASEAN dalam persaingan pasar 
global. Persepsi ini didukung dengan ulasan rutin yang dilakukan oleh 
beberapa universitas di Eropa terkait proses integrasi di ASEAN serta 
                                                          
18 ASEAN, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), 2010, Latar Belakang, 
Klausa III. 





melalui kesediaan Uni Eropa menjadi mitra sekaligus pendonor terbesar 
untuk Sekretariat ASEAN.20 
Diperkirakan bahwa bantuan fiskal langsung Uni Eropa dalam 
proses integrasi ASEAN berjumlah sebanyak 65.9 juta Euro pada periode 
2007 – 2013 di mana tiap tahunnya ASEAN mendapatkan bantuan hampir 
sebesar 10 juta Euro dengan potensi untuk bertambah di periode 
berikutnya yaitu 2014-2020.21 Oleh karena itu, kita bisa mengidentifikasi 
bagaimanakah best practices bagi ASEAN terkait penerapan aturan arus 
bebas barangnya dengan turut serta memahami pengalaman 
menguntungkan Uni Eropa di dalam membangun dan mengembangkan 
kerangka hukum pergerakan bebas barang perdagangan mereka.  
Terkait pentingnya mengulas pergerakan bebas barang 
perdagangan, Perišin mencatat bahwa: 
 “Dalam setiap sistem yang mencoba mewujudkan perdagangan 
bebas, sangatlah perlu untuk menyeimbangkan antara tujuan (goal 
of free trade) dengan perlindungan nilai-nilai lainnya. Dikarenakan 
keseimbangan ini tidak hanya berdampak besar terhadap 
persaingan dan perkembangan ekonomi, tetapi juga 
mempengaruhi kondisi otonomi, konstitusionalisme dan kedaulatan 
suatu negara.”22 
Walau telah banyak dimuat tulisan yang mengulas fenomena pasar 
tunggal antara Uni Eropa dan ASEAN, sangatlah minim tulisan yang 
                                                          
20 Lihat European External Action Service, The EU - ASEAN Relationship in 
Twenty Facts and Figures, 2013, hlm. 2, http://goo.gl/wMRbLy, diakses 17/11/2014. 
21 European External Action Service, Ibid., hlm. 2. 
22 Tamara Perišin, Balancing Sovereignty With The Free Movement Of Goods In 
the EU And the WTO; Non-Pecuniary Restrictions on the Free Movement of Goods, 





mencoba menerapkan pendekatan perbandingan hukum (comparative 
law) terhadap kedua rezim organisasi regional ini terutama terkait 
kerangka perjanjian hukumnya yang mengatur pergerakan bebas barang 
perdagangan.  
Pendekatan perbandingan hukum seharusnya tidak dipandang 
sebelah mata karena secara tradisional pendekatan ini bertujuan untuk 
mendapatkan pemahaman atas suatu sistem hukum jika diperbandingkan 
dengan sistem hukum lainnya, sehingga kita dapat menciptakan kritikan 
dan masukan konstruktif kepada sistem masing-masing.23 
Berdasarkan temuan Hoecke, Secara umum aparat negara-negara 
di dunia ternyata sangat jarang memanfaatkan pendekatan perbandingan 
hukum dalam menerapkan kebijakan maupun keputusan yudisial masing-
masing. Terkait dengan pentingnya perbandingan hukum, Hoecke 
percaya bahwa pendekatan perbandingan hukum akan berguna ketika 
aparat negara tidak dapat menemukan acuan hukum yang dapat 
diandalkan dalam aturan negara tersebut terutama di saat menghadapi 
suatu fenomena sosial yang baru, sehingga pendekatan perbandingan 
hukum akan berfungsi untuk memberikan argumentasi tambahan dalam 
mendukung dasar pertimbangan hukum yang telah ada di negara 
tersebut.24 
Berdasarkan semua pertimbangan di atas, penulis terdorong untuk 
menulis masalah ini dalam tugas akhir kuliahnya. Pentingnya tulisan ini 
                                                          
23 Mark van Hoecke, Epistemology and Methodology of Comparative Law 
(Portland, OR: Hart, 2004), hlm. 253. 





adalah untuk melihat bagaimana upaya dari Uni Eropa untuk 
mempertahankan efektivitas pasar internalnya serta di saat yang 
bersamaan bagaimanakah ASEAN dapat mempersiapkan diri dalam 
menghadapi semakin dekatnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 
2015. 
B. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan pergerakan bebas barang perdagangan 
berdasarkan TFEU dan ATIGA tahun 2010? 
2. Bagaimanakah potensi adaptasi pergerakan bebas barang 
perdagangan yang diatur dalam TFEU tahun 2007 dengan konsep 
pergerakan bebas barang perdagangan yang dianut oleh 
Masyarakat Ekonomi ASEAN? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan 
sebagai berikut, antara lain: 
1. Untuk menganalisis interpretasi dan penerapan aturan pergerakan 
bebas barang perdagangan berdasarkan TFEU tahun 2007 dan  
ATIGA tahun 2010. 
2. Untuk mengetahui kemungkinan pengadaptasian nilai-nilai 





tahun 2007 kepada aturan arus bebas barang perdagangan di 
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai studi perbandingan perjanjian internasional terkait 
pergerakan bebas barang perdagangan berdasarkan TFEU tahun 
2007 dan ATIGA tahun 2010. 
2. Sebagai panduan akademis dalam melalukan penelitian mengenai 
praktik pergerakan bebas barang perdagangan. 
3. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan penulis terkait 
penerapan hukum Uni Eropa dan hukum internasional di tingkat 



















A. Perjanjian Internasional 
1. Pengertian Perjanjian Internasional 
Perjanjian Internasional telah didefinisikan oleh beberapa para 
ilmuwan hukum serta dituangkan dalam konvensi internasional seperti 
Vienna Convention on the Law of Treaties [VCLT 1969] tahun 1969 dan 
Vienna Convention on the Law of Treaties between States and 
International Organizations or between International Organizations [VCLT 
1986] tahun 1986. Definisi-Definisi tersebut antara lain sebagai berikut: 
- Schwarzenberger mengartikan perjanjian internasional sebagai 
“suatu kesepakatan internasional antara subyek hukum 
internasional yang menciptakan kewajiban-kewajiban mengikat 
berdasarkan hukum internasional”.25 
- Definisi perjanjian internasional menurut Lauterpacht 
merupakan “suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan 
hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang 
mengadakannya.”26 
                                                          
25 George Schwarzenberger, A Manual of International Law, Vol. 1, (London, 
Inggris: Stevens and Sons, Ltd., 1967) hlm. 26, seperti yang dikutip dalam Edy Suryono, 
Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, (Bandung, Indonesia: Remadja 
Karya, 1984) hlm. 4. 
26 Hersch Lauterpacht Oppenheim, International Law, Vol. 1, Edisi Ke-7, 
(London, Inggris: Longmans, Green and Co., 1961) hlm. 877, seperti yang dikutip dalam 





- Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan perjanjian 
internasional sebagai “perjanjian yang diadakan antarbangsa 
yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum 
tertentu.”27 
Selain itu, terdapat pula definisi historis yang dibuat terkait 
perjanjian internasional. Salah satu definisi tersebut adalah definisi yang 
disusun dalam Draft Convention on the Law of Treaties pada tahun 1950. 
Naskah ini mengidentifikasi perjanjian internasional ke dalam 3 (tiga) 
poin,28 antara lain: 
a. Sebuah ‘Perjanjian’ merupakan instrumen dalam kesepakatan di 
mana dua atau lebih negara menetapkan atau mencoba untuk 
menetapkan hubungan berdasarkan hukum internasional di antara 
mereka; 
b. Istilah ‘Perjanjian’ tidak termasuk untuk kesepakatan yang didasari 
oleh nota pertukaran; 
c. Istilah ‘Perjanjian’ tidak termasuk untuk instrumen di mana entitas 
lain selain negara adalah pihak dalam perjanjian. 
Vienna Convention 1969 menggabungkan tiga pasal di atas 
kedalam satu definisi dalam Pasal 2(1)(a) Konvensi, yang tertulis sebagai 
berikut: 
                                                          
27 Muhammad Ashri, Hukum Perjanjian Internasional, (Makassar, Indonesia: 
Arus Timur, 2012), hlm. 3.  
28 Lihat International Law Commission, Draft Convention on the Law of Treaties, 





"Perjanjian berarti suatu perjanjian internasional dibuat antara 
negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, 
baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua 
atau lebih instrumen terkait dan apapun penunjukannya.” 
Dalam perkembangan selanjutnya, Vienna Convention 1986 
memperluas ruang lingkup definisinya dengan mengikutsertakan 
perjanjian-perjanjian yang melibatkan organisasi internasional sebagai 
pihak dalam perjanjian.29 
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional 
Umumnya diketahui bahwa perjanjian internasional dapat disusun 
berdasarkan jumlah para pihaknya yakni dua pihak (bilateral) dan tiga 
atau lebih (multilateral). Ada pula bentuk lain perjanjian seperti:30  
- Perjanjian Plurilateral, di mana perjanjian ini dibentuk oleh 
segelintir negara dengan kepentingan yang sama dengan hak 
reservasi yang minim;31  
- Perjanjian Konstituen, perjanjian yang menetapkan anggaran 
dasar sebuah organisasi internasional;  
- Perjanjian Universal, perjanjian yang berlaku kepada semua 
negara; dan  
                                                          
29 United Nations (Selanjutnya disingkat ‘UN), Vienna Convention on the Law of 
Treaties (Selanjutnya disingkat ‘the 1969 VCLT’), 1969, Psl. 1.  
30 Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, (Cambridge, Inggris: 
Cambridge University Press, 2000), hlm. 112. 
31 Lihat UN, the Estonia Agreement, 1890 UNTS 176 (No. 32189), 1995, seperti 





- Perjanjian Regional, perjanjian yang berlaku kepada negara-
negara dalam suatu organisasi regional.32 
Perjanjian Internasional memiliki banyak variasi istilah, perjanjian 
dapat disebut sebagai ‘Traktat’, ‘Konvensi’, ‘Kesepakatan’, ‘Protokol’, 
‘Nota Pertukaran’, ‘Piagam’, ‘Pakta’, ‘Nota Kesepakatan’, dan istilah 
lainnya yang tidak menutup kemungkinan akan muncul di masa akan 
datang. Perlu dicatat bahwa istilah yang digunakan atas perjanjian 
tidaklah berpengaruh terhadap status hukumnya,33 selama perjanjian 
secara esensi bertujuan untuk melahirkan hubungan hukum di antara 
pihak-pihak yang meyepakati perjanjian tersebut.34  
Bahkan menurut Shaw, ketika suatu kesepakatan disebut 
perjanjian, namun para pihak perjanjian yang melakukan tidak 
menginginkan adanya hubungan hukum atau kewajiban maupun hak 
mengikat berdasarkan hukum internasional, maka kesepakatan tersebut 
tidak bisa dianggap sebagai perjanjian internasional, meskipun perjanjian 
tersebut tentu saja memiliki efek politik yang dapat dipertimbangkan.35  
 
 
                                                          
32 Anthony Aust, Op.Cit., hlm. 52. 
33  Richard Gardiner, International Law, (London, Inggris: Longman, 2003), hlm. 
58. 
34 Lihat Malcolm Shaw, International Law, Edisi ke-6, (Cambridge, Inggris: 
Cambridge University, 2008), hlm. 905. 





3. Karakteristik Perjanjian Internasional 
Sebagai tambahan, tidak terdapat syarat spesifik dalam hukum 
internasional untuk menciptakan sebuah perjanjian.36 Tetapi, untuk dapat 
dikatakan “perjanjian” dalam makna umumnya, suatu instrumen harus 
memenuhi beberapa karakteristik, antara lain: 
- Perjanjian Internasional Disepakati Antara Negara Pihak:  
Vienna Convention 1969 mendefinisikan bahwa instrumen yang 
masuk dalam ruang lingkup Vienna Convention 1969 adalah 
instrumen yang disepakati antara negara. Oleh karenanya, 
sebuah kesepakatan antarnegara dan perusahaan 
multinasional, seperti konsensi minyak negara, bukanlah 
sebuah perjanjian internasional,37 bahkan jika dijelaskan bahwa 
kesepakatan akan ditafsirkan berdasarkan aturan hukum 
internasional yang relevan.38 Ruang lingkup ini selanjutnya 
                                                          
36 Lihat sebagai contoh Canadian Arbitral Tribunal, Newfoundland v. Nova Scotia 
Arbitration (Second Phase) (Tribunal Award) [2001], para. 3.15, diakses 17/11/2014, 
http://goo.gl/i2go1j; Lihat juga ICJ, the Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. 
Turkey) (Interim Protection) [1978] ICJ Rep. 60, para. 39, seperti yang dikutip dalam 
Malcolm Shaw, 2008, Op.Cit., hlm. 905. 
37 ICJ, Anglo-Iranian Oil Company Case (United Kingdom v. Iran) (Preliminary 
Objections) [1952] ICJ Rep. 507, 19 ILR 507, hlm. 89, para. 112. Deskripsi Kasus: Kasus 
ini terkait pandangan Inggris bahwa Undang-Undang Nasionalisasi Minyak Iran (Iranian 
Oil Nationalization Act) tahun 1951 bertentangan dengan Kesepakatan yang disepakati 
antara British Petroleum (yang dahulu adalah Anglo Persian Oil Company) dan 
Pemerintah Iran (yang dahulu adalah Pemerintah Kerajaan Persia) di tahun 1933. Pada 
tahun 1951, Inggris dan Iran sepakat membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional, 
di mana Inggris meminta agar Kesepekatan di tahun 1933 dijunjung tinggi dan Iran harus 
membayar kerugian dan memberikan konpensasi atas terganggunya produksi British 
Petroleum. 
38 Lihat C. Greenwood, ‘The Libyan Oil Arbitrations’, British Yearbook of 
International Law 27–81, 1982, hlm. 57, seperti yang dikutip dalam Anthony Aust, 2002, 





diperluas oleh Vienna Convention 1986 dengan memasukkan 
perjanjian antara negara dan organisasi internasional ataupun 
perjanjian antara organisasi internasional dan organisasi 
lainnya.39 
- Dalam Bentuk Tertulis: Vienna Convention 1969 dan Vienna 
Convention 198640 mengharuskan perjanjian diterbitkan dalam 
wujud tertulis. Walau teks asli perjanjian biasa diketik atau 
dicetak, teks perjanjian dapat pula ditulis dalam telegram, telex, 
mesin fax atau email, atau dimungkinkan melalui pertukaran 
berkas oleh para pihak.41 
- Berdasarkan Hukum Internasional: Berdasarkan keputusan 
Mahkamah Internasional (International Court of Justice [ICJ]) 
pada kasus Anglo-Iranian Oil Company tahun 1952, suatu 
kesepakatan yang dapat dianggap sebagai perjanjian 
internasional “harus memiliki niat untuk menciptakan kewajiban 
berdasarkan hukum internasional”.42 Niat dapat diketahui 
dengan melihat istilah-istilah dalam kesepakatan serta 
                                                          
39 Lihat UN, Vienna Convention on the Law of Treaties between States and 
International Organizations or between International Organizations (Selanjutnya disingkat 
‘the 1986 VCLT’), 1986, Psl. 1. 
40 Yang membedakan Vienna Convention 1969 dan Vienna Convention 1986 
adalah lingkup para pihak perjanjian di mana Vienna Convention 1969 mengatur 
perjanjian internasional antara negara dan Vienna Convention 1986 mengatur perjanjian 
internasional antara negara dan organisasi internasional ataupun antarsesama 
organisasi internasional. Bandingkan UN, the 1969 VCLT, Psl. 1 dan UN, the 1986 VCLT, 
Psl. 1(a).  
41 Anthony Aust, Op.Cit., hlm. 53. 





kesimpulan oleh para pihak dan bukan dari pendapat para 
pihak setelah disepakatinya perjanjian.43 
4. Penafsiran Perjanjian Internasional 
Menurut Yudha B. Adhiwisastra, adalah tugas penting bagi 
ilmuwan hukum untuk menyesuaikan aturan hukum dengan hal-hal nyata 
di masyarakat dan apabila aturan hukum tidak dapat dijalankan menurut 
arti katanya, ilmuwan hukum harus ada untuk menafsirkannya.44 
a. Pengertian Penafsiran 
Menurut Dharma Pratap, penafsiran atau interpretasi merupakan 
penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian 
ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang 
berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti 
apapun terhadap istilah tersebut.45 Dalam arti sederhana oleh Yudha B. 
Adhiwisastra, penafsiran adalah “suatu kegiatan dalam usaha memberikan 
penjelasan atau pengertian atas kata atau istilah yang kurang jelas 
maksudnya sehingga orang lain dapat memahaminya”.46 
 
                                                          
43 C. Greenwood, ‘The Libyan Oil Arbitrations’ , British Yearbook of International 
Law 27–81, 1982, hlm. 57, seperti yang dikutip pada Anthony Aust, Op.Cit., hlm. 53. 
44 Lihat Yudha B. Adhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, (Bandung, 
Indonesia: Alumni, 2008) hlm. 8. 
45 Dharma Pratap, Interpretation of Treaties, yang dikutip oleh Agrawalia, S.K., 
Essay on the Law of Threaties, (New Delhi, India: Orient Longman, 1972) hlm. 44, seperti 
yang dikutip dalam Yudha B. Adhiwisastra, Op.Cit., hlm. 18. 





b. Tujuan Penafsiran 
O’Connell berpendapat bahwa tujuan utama penafsiran dalam 
perjanjian internasional adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya 
dari para pihak perjanjian atau merupakan suatu kewajiban memberikan 
penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-
kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang 
mengelilinginya.47  
Senada dengan pendapat di atas, Schwarzenberger juga 
menyatakan bahwa “interpretation is the process of establishing the legal 
character and effects of a consensus achieved by the parties”48 yang jika 
diartikan berarti menganggap penafsiran sebagai proses pendirian 
karakter hukum beserta pengaruh daripada kesepakatan konsensus yang 
dicapai oleh para pihak. 
c. Sumber Penafsiran 
Secara umum, negara-negara dan organisasi internasional akan 
mengacu pada teks perjanjian dengan mencari ketentuan dalam 
perjanjian yang mengatur hal-hal seperti penafsiran perjanjian,49 prosedur 
                                                          
47 Lihat O’Connell, International Law, Edisi Ke-1, (London, Inggris: Stevens and 
Sons Ltd, 1970) hlm. 251, yang dikutip dalam Yudha B. Adhiwisastra, Op.Cit., hlm. 19. 
48 Budiono K., Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi WIna 1969 
tentang Perjanjian Internasional, (Bandung, Indonesia: Binacipta, 1986) hlm. 25, yang 
dikutip dalam Yudha B. Adhiwisastra, Op.Cit., hlm. 19. 
49 Untuk contoh klausul ‘instruksi penafsiran’, lihat UN, International Covenant on 
Civil and Political Rights, 1976, Psl. 5 dan 47; UN, International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, 1976, Psl. 5, 24 dan 25; UN, Convention on the Limitation 





penafsiran50 ataupun institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa 
terkait penafsiran.51 
Jika suatu perjanjian internasional dianggap tidak mengatur tata-
cara penafsirannya, maka para pihak yang menyepakati perjanjian bisa 
memanfaatkan Aturan Umum Penafsiran (General Rule of Interpretation) 
yang diatur dalam Vienna Convention 1969 untuk segala perjanjian 
antarnegara serta Vienna Convention 1986 untuk perjanjian yang 
disepakati oleh organisasi internasional. 
Gambar 1: Pasal Bersama, Pasal 31 VCLT 1969 dan VCLT 1986 terkait 
‘Aturan Umum Penafsiran’ 
Article 31 - General Rule of Interpretation 
  
1) A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be 
given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. 
2) The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to 
the text, including its preamble and annexes: 
a) Any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in 
connection with the conclusion of the treaty; 
b) Any instrument which was made by one or more parties in connection with the 
conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related 
to the treaty. 
3) There shall be taken into account, together with the context: 
a) Any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the 
treaty or the application of its provisions; 
b) Any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the 
agreement of the parties regarding its interpretation; 
c) Any relevant rules of international law applicable in the relations between the 
parties. 
4) A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended. 
Sumber: UN, Vienna Convention 1969, Psl. 31; UN, Vienna Convention 1986, Psl. 31. 
                                                          
50 Untuk contoh klausul dengan ‘prosedur penafsiran’, lihat UN, Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1987, 
Psl. 30; UN, Convention against Corruption 2004, Psl. 66; UN, Convention against 
Transnational Organized Crime, 2004, Psl. 35. 
51 Untuk contoh klausul dengan ‘pemberian wewenang penafsiran’, lihat UN, 
Convention relating to the Status of Refugees, 1954, Psl. 38; UN, Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1981, Psl. 29; UN, Convention 





Selain daripada sumber di atas, komunitas Internasional kerap kali 
menerima tafsiran perjanjian berdasarkan hasil penafsiran perjanjian lain 
yang relevan dengan perjanjian yang akan ditafsirkan ataupun 
berdasarkan soft law (sebagai contoh Deklarasi, Resolusi Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rekomendasi serta instrumen hukum 
internasional lainnya yang sifatnya tidak mengikat) yang dibuat untuk 
membantu penafsiran perjanjian tersebut. French menjelaskan bahwa 
sumber lain di luar perjanjian hanya digunakan untuk menambahkan 
penjelasan atas hasil penafsiran oleh pengadilan internasional atau badan 
penafsir perjanjian tersebut yang telah melalui proses analisis isi teks 
daripada perjanjian itu sendiri.52 
d. Metode Penafsiran 
Fitzmaurice pada tahun 1951 mencoba membagi metode 
penafsiran perjanjian ke dalam 3 (tiga) mazhab pemikiran (school of 
thought) yang antara lain:53 
- Mazhab Niat Para Pihak (Intentions of Party School) atau 
Mazhab Para Pendiri (The Founder School): Mazhab ‘niat 
para pihak’ beranggapan bahwa dasar utama yang paling tepat 
dalam memberikan penafsiran adalah niat para pihak, baik itu 
                                                          
52 Duncan French, 2006, Treaty Interpretation and the Incorporation of 
Extraneous Legal Rules, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 55, April 
2006, hlm. 282 
53 Sir Gerald Fitzmaurice, the Law and Procedure of the International Court of 
Justice: Treaty Intepretation and Certain Other Treaty Points, 28 British Yearbook of 
International Law, 1951, seperti yang dikutip pada David Harris, Case and Materials on 





negara anggota maupun organisasi internasional. Seringkali 
kita dapat juga memahami niat perjanjian dengan mengacu 
pada draf persiapan (travaux préparatoires54) oleh panitia 
penyusun perjanjian.55  
- Mazhab Tekstual (Textual School) atau Mazhab Makna 
Biasa pada Kata’ (Ordinary Meaning of Words School): 
Pada mazhab ‘makna biasa dan isi tekstual perjanjian’, tujuan 
utama mazhab adalah menyepakati maksud dalam teks 
berdasarkan penggunaan makna biasa pada istilah-istilah 
perjanjian. Pendekatan ini menekankan kajian dan analisis 
pada isi teks. Pentingnya penafsiran berdasarkan teks juga 
ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus 
Territorial Dispute tahun 1994 di mana dinyatakan bahwa 
“penafsiran perjanjian harus paling utama berdasarkan teks dari 
perjanjian”.56 
- Mazhab Teleologis (Teleological School) atau Tujuan dan 
Fungsi’ (Aims and Objects School): Mazhab ‘tujuan dan 
fungsi’ berpendapat bahwa tujuan umum dari penjanjian yang 
                                                          
54 Yang dimaksud dengan draf persiapan adalah dokumen yang secara langsung 
terkait dengan penyusunan suatu perjanjian. Lihat Ulf Linderfalk, On The Interpretation of 
Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on 
the Law of Treaties, (Dordrecht, Belanda: Springer, 2007), hlm. 17. 
55 Lihat UN, the 1969 VCLT, Psl. 32; Lihat juga ICJ, Territorial Dispute Case 
(Libyan Arab Jamahiriya v. Chad) (Judgment) [1994] ICJ Rep. 6, para. 21–22. Deskripsi 
Kasus: Pada tahun 1990, Chad melayangkan gugatan kepada Libya terkait Framework 
Agreement dan Pasal 8 dalam Franco-Libyan Treaty of Friendship and Good 
Neighborliness tahun 1955. Chad dan Libya juga meminta Mahkamah Internasional 
untuk ‘menentukan batas perbatasan antara Chad dan Libya. 






harus diperhitungkan adalah dengan pertimbangan bahwa 
pada titik tertentu tujuan perjanjian haruslah tidak berbeda 
daripada niat awal penyusunnya. Mieke Komar berpendapat 
bahwa melalui penafsiran aliran ini suatu perjanjian dapat 
diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama 
masih sesuai atau sejalan dengan tujuan umum tersebut 
sehingga bisa saja terdapat perbedaan antara kehendak semua 
pihak dengan para pihak pembuat perjanjian.57 
Mazhab pemikiran Fitzmaurice inilah yang sangat mendekati 
konsep dasar Aturan Umum Penafsiran pada Pasal 31(1) dari Vienna 
Convention 1969 dan 1986. 
Vienna Convention 1969 sendiri telah mengatur aturan dasar 
penafsiran di mana aturan tersebut dalam perkembangannya dianggap 
sebagai salah satu pencerminan kebiasaan hukum internasional 
(customary international law).58 Tetapi aturan tersebut tidak lebih dari titik 
awal bagi penafsir perjanjian dalam menawarkan beragam metode 
interpretasi.59 
                                                          
57 Lihat Mieke Komar, Beberapa Masalah Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum 
Perjanjian, (Bandung, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1992) hlm. 42, 
yang dikutip dalam Yudha B. Adhiwisastra, Op.Cit., hlm. 25. 
58 Lihat ICJ, Territorial Dispute Case. Op.Cit., para. 21; Lihat juga ICJ, Maritime 
Delimitation and Territorial Questions Case (Qatar v Bahrain) (Jurisdiction and 
Admissibility) [1995] ICJ Rep. 6, para. 18. Deskripsi Kasus: Kasus ini terkait gugatan 
Qatar untuk menyelesaikan perselisihan perihal kepemilikan beberapa pulau dan hak 
berdaulat atas sejumlah pesisir laut serta penetapan batas laut antara Qatar dan Bahrain, 
di mana Bahrain mempertanyakan kompetensi Mahkamah Internasional dalam mengadili 
perkara ini. 
59 Duncan French, Treaty Interpretation and the Incorporation of Extraneous 





e. Aturan Umum Penafsiran 
Perlu dipahami bahwa Vienna Convention 1969 dan 1986 
menerapkan pasal bersama pada Aturan Umum Penafsiran mereka. Jika 
kita membaca dengan seksama kedua perjanjian, kita bisa menjabarkan 
unsur-unsur kunci dalam penafsiran berdasarkan Pasal 31 dari kedua 
Konvensi ini, yang antara lain: 
1) Itikad Baik (Good Faith) - Pasal 31(1) 
Pasal 31(1) dari kedua Konvensi memberikan penghargaan tinggi 
dalam kalimat pembukanya yang menganggap itikad baik atau ‘bona fides’ 
sebagai salah satu asas yang menjamin keberlangsungan kewajiban 
hukum.60 Ketika menafsirkan perjanjian, asas itikad baik akan mendorong 
asumsi bahwa setiap istilah dalam perjanjian dimaksudkan untuk suatu 
makna, dan bukanlah tanpa makna.61  
Lebih lanjut, asas itikad baik memerlukan para pihak perjanjian 
untuk bertindak jujur, adil dan beralasan serta menjauhi tindakan mencari 
                                                          
60 ICJ, Nuclear Tests Case (New Zealand v. France) (Judgment) [1974] ICJ Rep. 
268, para. 46. Deskripsi Kasus: Kasus ini terkait perselisihan Australia dan Selandia Baru 
terhadap Perancis. Australia dan Selandia Baru meminta Prancis untuk menghentikan uji 
coba Nuklir di udara pada bagian selatan Samudra Pasifik. Australia dan Selandia Baru 
membawa gugatan mereka ke Mahkamah Internasional dan meminta Perancis untuk 
segera menghentikan uji coba nuklirnya. 
61 Lihat Iran-US Claims Tribunal, Minority Opinion in Iran-US Claims Arbitration 
(1981), ILR 62 (1982) para. 603; Seperti yang dikutip pada Mark E. Villiger, Commentary 
on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (Leiden, Belanda: Martinus 
Nijhoff, 2009), hlm. 425. Deskripsi Kasus: Pengadilan Klaim Iran dan Amerika Serikat 
(Iran-US Claims Tribunal) merupakan pengadilan Ad-hoc yang didirikan untuk 
menyelesaikan dari permasalahan hukum antara Iran dan Amerika serikat terkait krisis 
penyanderaan pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran tahun 1979 yang 





keuntungan yang tidak adil.62 Villinger dalam bukunya ‘Commentary on 
the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties’ menekankan bahwa 
Pasal 31 pada Vienna Convention 1969 melihat itikad baik sebagai pusat 
dari penerapan Aturan Umum Penafsiran. Asas ini akan berlaku 
sepanjang proses penafsiran.63 
2) Arti Umum Berdasarkan Konteksnya – Pasal 31(1) 
Berdasarkan Pasal 31 kedua Konvensi, suatu perjanjian akan 
ditentukan “sesuai dengan arti biasa.” Arti biasa merupakan titik awal dari 
proses penafsiran. Di mana istilah tersebut masih diartikan dengan 
menggunakan arti umum yang telah dipahami oleh masyarakat.  
Namun perlu diingat bahwa suatu istilah mungkin saja memiliki 
beberapa arti yang bahkan dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk 
mengetahui apa batasan dalam menafsirkan arti biasa dalam suatu 
perjanjian, Mahkamah Internasional dalam kasus South West Africa tahun 
1962 menyatakan bahwa penafsiran arti biasa akan bertitik balik bila “arti 
tersebut tidak sesuai dengan semangat, tujuan dan konteks dari klausul 
atau instrumen di mana istilah tersebut terkandung.”64 
                                                          
62 Lihat Iran-US Claims Tribunal, the Interpretation of the Algerian Declarations of 
19 January 1981 (1981), ILR 62 (1982) para. 605. 
63 Mark E. Villinger, Op.Cit., hlm. 425. 
64 ICJ, South West Africa Case (Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections) 
[1962], ICJ Rep. 1962, para. 335. Deskripsi Kasus: Kasus ini terkait kelangsungan 
Mandat Perwalian atas Afrika Selatan Barat (South West Africa) yang sekarang 
merupakan Namibia, serta kewajiban dan kinerja Afrika Selatan sebagai pemegang 
Mandat. Perkara ini diajukan oleh Pemerintah Etopia dan Liberia pada tahun 1960 di 
mana Afrika Selatan mempertanyakan kompetensi Mahkamah Internasional untuk 





Oleh karena itu, istilah-istilah dalam suatu perjanjian tidak 
seharusnya disusun secara terpisah sehingga arti istilah tersebut bisa 
dengan mudah dipahami dengan melihat teks perjanjian secara 
keseluruhan. 
3) Tujuan dan Fungsi - Pasal 31(1) 
Arti biasa suatu istilah perjanjian akan ditentukan berdasarkan 
“tujuan dan fungsinya”. Pendekatan ini perlu menggabungkan keseluruhan 
perjanjian dengan mengikutsertakan tujuan perjanjian dan sifat perjanjian. 
Pasal 31 tidak menjelaskan di mana tujuan dan fungsi dapat ditemukan 
dalam suatu perjanjian, tetapi secara tradisional penafsir dapat mengacu 
pada mukadimah perjanjian ataupun pasal awal pada perjanjian yang 
umumnya menjelaskan tujuan dari perjanjian tersebut.65   
4) Aturan Hukum Internasional Lainnya – Pasal 31(3)(c) 
Kedua konvensi menganggap bahwa penerapan perjanjian harus 
berdasarkan dengan latar belakang hukum internasional. Oleh karenanya, 
makna dalam istilah perjanjian harus sesuai dengan aturan hukum 
internasional yang relevan dengan hubungan para pihak yang 
menyepakati perjanjian. Aturan-aturan ini tidak perlu memiliki hubungan 
khusus dengan perjanjian tersebut selain untuk membantu penafsiran 
makna di dalamnya. Mahkamah Internasional dengan Pendapat 
                                                          
65 Lihat ICJ, Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan Case (Indonesia 
v. Malaysia) (Judgment) [2002] ICJ Rep. 652, para. 51. Deskripsi Kasus: Kasus ini terkait 
persengketaan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau kecil yang berada di 
Selat Makassar yaitu pulau Sipadan (luas: 50.000 meter²) dengan koordinat 4°6′52,86″LU 






Nasehatnya (Advisory Opinion) pada International Status of South-West 
Africa tahun 1950 mencoba mengulas masalah di atas, dengan 
memutuskan bahwa; 
“Walaupun penafsiran suatu perjanjian harus disesuaikan 
berdasarkan niat para pihak pada saat perjanjian disepakati, 
Pengadilan juga harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi 
selanjutnya, dan penafsiran tidak dapat tetap tidak terpengaruh 
oleh perkembangan hukum, melalui Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan melalui perubahan kebiasaan hukum internasional.”66 
5) Arti Khusus – Pasal 31(4) 
Pasal 31(4) mengatur bahwa ‘arti khusus’ akan diberikan terhadap 
suatu istilah apabila telah ditetapkan bahwa para pihak perjanjian 
menyepakatinya. ‘Arti khusus’ sesungguhnya telah melampaui bahkan 
tidak lagi berhubungan dengan pengertian biasa pada suatu istilah 
maupun kata. ‘Arti khusus’ sering ditemukan pada konteks teknis atau 
historis perjanjian ataupun di dalam sebuah perjanjian khusus.67 Sering 
pula perjanjian memasukkan ‘arti khusus’ ke dalam katalog definisi 
mereka, sebagai contoh adalah Pasal 2 pada Vienna Convention 1969 di 
mana semua istilah dengan arti khusus dituliskan dalam pasal tersebut. 
5. Analisis Penafsiran Perjanjian pada TFEU dan ATIGA 
                                                          
66 ICJ, International Status of South-West Africa (Advisory Opinion) [1950] ICJ 
Rep. 1950, hlm.21-22. Deskripsi Kasus: Pendapat Nasihat ini didasari pada situasi pasca 
Perang dunia ke-2, di mana Persekutuan Afrika Selatan (Union of South Africa) 
berpendapat bahwa mereka tetap dibenarkan untuk menegang kendali pemerintahan di 
wilayah South West Africa, walaupun mandat pemegang administrasi Union of South 
Africa telah dinyatakan berakhir melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UN General Assembly)  no. 2145 (XXI) tahun 1966. UN General Assembly pada 
tahun 1971 lalu mencoba meminta Pendapat Nasihat Mahkamah Internasional terkait 
legalitas keberlangsungan pendudukan Union of South Africa di South West Africa.  





Perlu diketahui bahwa TFEU tidak memiliki klausul terkait aturan 
umum dalam penafsiran perjanjiannya dan begitu pula sumber-sumber 
hukum utama Uni Eropa lainnya yang umumnya dikenali sebagai 
‘Perjanjian-Perjanjian’ (the Treaties) seperti Treaty on European Union 
[TEU] tahun 2007 dan European Union Charter on Fundamental Rights 
tahun 2000. Lebih lanjut Uni Eropa memproyeksikan Mahkamah Keadilan 
Eropa (European Court of Justice) sebagai otoritas berwenang dalam 
penafsiran sumber hukum utama Uni Eropa di dalam tiap putusan 
awalnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dari TFEU bahwa: 
 “Mahkamah Keadilan Eropa akan memiliki yurisdiksi untuk 
memberikan putusan awal terkait: a) Penafsiran Perjanjian-
Perjanjian; dan b) Validitas dan penafsiran tindakan-tindakan 
institusi-institusi, badan-badan, kantor-kantor dan lembaga-
lembaga milik Perserikatan.” 
Ketika terjadi sengketa antarnegara, Pasal 273 dari TFEU 
mengatur bahwa: 
 “Mahkamah Keadilan akan memiliki yurisdiksi terhadap semua 
sengketa di antara negara anggota yang terkait dengan subyek 
Perjanjian-Perjanjian jika sengketa terkait diserahkan di bawah 
kesepakatan khusus oleh para pihak.” 
Mahkamah Keadilan Eropa pada prinsipnya dapat dengan bebas 
memilih metode penafsiran yang mereka anggap paling sesuai dengan 
karakter hukum Uni Eropa, ini dikarenakan tidak terdapatnya ketentuan 





melaksanakan metode penafsiran tertentu.68 Dalam hal ini, beberapa 
akademisi berpendapat bahwa metode penafsiran Makhamah Keadilan 
Eropa tidak jauh berangkat dari metode penafsiran klasik yakni penafsiran 
arti biasa, kontekstual dan teleologis, yang bukan hanya diakui 
penerapannya di tingkat internasional namun juga di tingkat hukum 
nasional negara-negara anggota Uni Eropa. 69 
Namun perlu diketahui bahwa di antara ketiga metode tersebut, 
para analis di European University Institute menunjukkan bahwa adalah 
metode teleologis yang memiliki peranan penting di dalam menentukan 
pertimbangan penafsiran Makhamah Uni Eropa. Hal ini tidak lain 
dikarenakan perjanjian utama Uni Eropa mengandung banyak unsur 
teleologis di dalamnya.70 
Berdasarkan pengamatan Pescatore, ketika menafsirkan sumber 
hukum utama Uni Eropa, Makhamah Keadilan Eropa memprioritaskan 
metode penafsiran ini dibandingkan metode lainnya. Menurutnya, fungsi-
fingsi yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian utama Uni Eropa 
bersifat “purpose driven functionalism” 71 atau dengan kata lain, tiap pasal 
                                                          
68 Itzcovich observes that ‘there is no provision concerning the interpretation of 
[EU] law, there is no explicit legal norm on the matter.’, Lihat Giulio Itzcovich, 2009, The 
Interpretation of Community Law by the European Court of Justice,10 German Law 
Journal 537, hlm. 539 
69 Lihat Vienna Convention, Psl. 31 , Lihat juga David Harris, 2010, Op.Cit., hlm. 
674 
70 Koen Lenaerts dan José A. Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is: 
Methods of Interpretation and the European Court of Justice, AEL 2013/9 Academy of 
European Law Distinguished Lectures of the Academy, EUI Working Papers, hlm. 47 
71 Lihat Pierre Pescatore, 1972, the Right of Integration: Emergence of a New 
Phenomenon in international Relations According to the Experience of the European 
Communities, Leiden, Belanda: Sijthoff, dalam W.J. Ganshof van der Meersch, 1972, 





di dalamnya memiliki tujuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam 
penerapan pasal-pasal tersebut.  
Perjanjian-perjanjian Uni Eropa secara resmi hanya bisa ditafsirkan 
oleh Makhamah Uni Eropa. Ini penting bagi Uni Eropa karena dengan 
adanya penafsiran yang seragam dapat secara langsung menanggulangi 
perbedaan tafsiran di antara negara anggota Uni Eropa untuk 
mewujudkan pasar ekonomi tunggal.72 Sehingga, TFEU menghimbau 
negara anggota untuk menahan diri untuk menafsirkan Perjanjian-
Perjanjian diluar dari forum yang memiliki kewenangan dalam penafsiran 
perjanjian tersebut.73 
Hampir serupa dengan TFEU, ATIGA tidak memiliki aturan dalam 
menafsirkan perjanjiannya. Perjanjian ini lebih mengusulkan negara 
anggotanya untuk mengarahkan segala perselisihan penafsiran untuk 
diselesaikan di bawah Protokol Peningkatan Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa ASEAN (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement 
Mechanism [ASEAN-PEDSM]) tahun 2010.74 Bahkan ketika kita 
mengamati ASEAN-PEDSM, protokol ini tidak memiliki aturan instruktif 
terkait penafsiran dan hanya mengatur forum yang dapat menyelesaikan 
semua sengketa negara anggota terkait penafsiran segala perjanjian yang 
di rangkum dalam protokol ini. Forum tersebut antara lain Forum 
                                                                                                                                                               
Presentation to Mr WJ van der Ganshof Meersch, Vol. 2,Brussels, Belgium: University in 
City of Brussels, hlm. 325-363 
72 Cansu Korkmaz, 2012, Free Movement Of Goods in European Union Member 
States, Istanbul, Turkey: Kadir Has University, hlm. 6 
73 Lihat European Union (EU), Treaty on the Functioning of the European Union 
(TFEU), 2007, Psl. 344. 





Konsultasi (Consultation Forum),75 Pendirian Panel (Panel 
Establishment)76 dan pelaksanaan Ulasan Banding (Appellate Review) 
untuk mengulas laporan dari Panel serta mengulas penafsiran yang 
dikembangkan dalam Panel.77 
Jika TFEU dan ATIGA tidak memberikan aturan-aturan penafsiran 
dalam perjanjian masing-masing, pertanyaan besar pun muncul terkait 
dasar penafsiran yang otoritas penafsir gunakan untuk mengartikan 
perjanjian-perjanjian ini kepada negara anggota. Tentu saja forum 
penafsiran di Uni Eropa dan ASEAN bisa menggunakan Aturan 
Penafsiran Umum pada Pasal 31 Vienna Convention 1969 ketika 
diketahui bahwa negara anggota yang terlibat perselisihan merupakan 
negara anggota daripada Vienna Convention 1969 dan Vienna 
Convention 1986 jika organisasi internasional dilibatkan.  
Bahkan ketika negara anggota atau organisasi internasional terkait 
bukanlah pihak-pihak dalam kedua konvensi, status non-pihak tersebut 
tidak mencegah penerapan Aturan Penafsiran Umum pada Vienna 
Convention, dikarenakan penafsiran tersebut telah mencerminkan 
kebiasaan hukum internasional. Mahkamah Internasional dalam kasus 
Kasiliki/Sedudu Island menyatakan bahwa:  
 “Pasal 31 dari Vienna Convention tentang penafsiran telah 
mencerminkan kebiasan hukum internasional sehingga dapat 
diterapkan terlepas dari fakta bahwa kedua belah pihak (dalam hal 
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ini Botswana dan Namibia) bukanlah pihak-pihak dalam Vienna 
Convention dan juga perjanjian yang dipermasalahkan telah 
berlaku sebelum disepakatinya Vienna Convention (dalam hal ini 
tahun 1890).”78 
B. Pergerakan Bebas Barang Perdagangan 
1. Pengertian Pergerakan Bebas Barang Perdagangan  
Penulis mencoba mendefinisikan pergerakan barang bebas dengan 
menggunakan 2 (dua) analisis, yaitu berdasarkan terminologi dan 
berdasarkan definisi oleh TFEU dan ATIGA. 
a. Pengertian Berdasarkan Terminologi 
Sejauh pemahaman penulis, pergerakan bebas barang 
perdagangan tidak memiliki pengertian tunggal. Pergerakan bebas barang 
perdagangan terdiri dari 3 (tiga) istilah kunci yakni ‘Barang’, ‘Distribusi 
Barang’ dan ‘Perdagangan Bebas’. 
- ‘Barang’ atau ‘Barang perdagangan’ merupakan benda yang 
dikonsumsi dan berguna bagi masyarakat dengan jumlah yang  
terbatas, jika dibandingkan dengan permintaannya yang tidak 
terbatas, sehingga upaya manusia diperlukan untuk 
                                                          
78 ICJ, Kasiliki/Sedudu Island Case (Botswana v. Namibia) [1999] ICJ Rep. 1999, 
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mendapatkannya.79 Untuk memenuhi kebutuhan manusia, 
barang perdagangan perlu saling ditukarkan satu sama lain; 
- ‘Distribusi barang’ didefinisikan sebagai jalan atau arah 
pergerakan barang di seluruh dunia atau penempatan barang 
dalam rantai pasokan global;80 dan 
- ‘Perdagangan bebas’ merupakan penghapusan larangan 
pemerintah pada distribusi lintas perbatasan atas barang dan 
jasa.81 
b. Pengertian oleh TFEU dan ATIGA 
Kedua perjanjian, yaitu TFEU dan ATIGA mengindikasikan 
pergerakan bebas barang perdagangan sebagai asas kunci dalam 
pembentukan dan pengembangan pasar internal.82 Secara singkat, asas 
ini mendorong penciptaan pasar tunggal, yang merupakan wujud blok 
perdagangan dengan melibatkan lebih dari satu negara dalam suatu 
kesepakatan bersama untuk mengizinkan distribusi barang dan 
menghilangkan hambatan perdagangan di antara mereka.  
2. Implementasi Pergerakan Bebas Barang Perdagangan: Meninjau 
Mekanisme Perdagangan Internasional 
                                                          
79 Lihat Bussiness Dictionary Online, Definition of “Economic Goods”, 
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http://www.businessdictionary.com/definition/goods-flow.html, diakses 17/11/2014. 
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Zed Books, 2004), hlm. 8. 
82 Lihat EU, TFEU, Psl. 28; Lihat ASEAN, ATIGA, Psl 1; Lihat juga ASEAN, AEC, 





Untuk dapat memahami peran prinsip dari pergerakan bebas 
barang, kita perlu meninjau mekanisme perdagangan internasional terkait 
ekspor dan impor.83 Diketahui terdapat banyak bentuk perdagangan 
internasional berdasarkan Incoterms Rules tahun 2010 yang diterbitkan 
oleh International Chamber of Commerce,84 Namun dalam hal ini penulis 
akan mengambil contoh illustrasi yaitu mekanisme harga, asuransi dan 
pengangkutan (cost, insurance and freight [CIF]) yang merupakan 
mekanisme yang secara khusus mengatur transportasi barang di laut atau 
perairan pedalaman.  
Gambar 2: Ilustrasi Prosedur CIF 
 
Sumber: Gianti Logistics, Cost Insurance and Freight, Gianti Logistics Online, 
http://goo.gl/otpZej, diakses pada 17/11/2014. 
                                                          
83 Kata ‘ekspor’ dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan 
mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedangkan ‘impor’, sebaliknya, yaitu 
memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Lihat Adrian Sutedi, Hukum 
Ekspor Impor, (Jakarta, Indonesia: Raih Asa Sukses, 2014) hlm. 7. 
84 Bentuk-bentuk mekanisme ekspor dan impor di laut berdasarkan Incoterms 
2010 antara lain: Free Alongside Ship (FAS), Free on Board (FOB), Cost and Freight 
(CFR) dan Cost, Insurance and Freight (CIF). Lihat International Chamber of Commerce, 
The new Incoterms® 2010 rules, www.iccwbo.org/products-and-services/trade-





Pada mekanisme CIF, pengangkutan dan asuransi akan diatur oleh 
penjual (seller), risiko selanjutnya ditransfer dari penjual kepada pembeli 
(buyer) ketika barang telah berada di atas kapal dan penjual juga harus 
mendapatkan asuransi pengangkutan barang di laut atau ‘marine 
insurance’.85 
Tiap negara memiliki aturan dan ketentuan harga tarif yang harus 
dibayarkan untuk impor dan ekspor barang kedalam maupun keluar suatu 
negara. Tetapi dalam situasi CIF, kita dapat mengharapkan otoritas 
kepabeanan menerapkan tarif seperti bea masuk, cukai dan pajak 
pertambahan nilai (value added tax [VAT]). Formula dalam menghitung 
tarif tersebut antara lain:86 
- CIF = (Nilai Barang + Nilai Asuransi + Harga Pengangkutan) x 
Nilai Tukar Valas 
- Bea Masuk Impor: Tarif Bea Impor  x CIF 
- Bea Cukai: Tarif Cukai x (Nilai CIF + Bea Impor) 
- VAT: Tarif VAT x (Nilai CIF + Bea Impor) 
Semua barang yang diimpor masuk kedalam negara harus secara 
resmi dinyatakan pada Otoritas Kepabeanan dan setelah pernyataan 
diberikan dan disetujui oleh Pabean, pembayaran tarif di atas harus 
segera diselesaikan sebelum barang dagang diserahkan kembali. Tata 
cara pembayaran  bisa beragam dari satu negara ke negara lainnya. 
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http://www.agilitylogistics.com.au/CIF.aspx, diakses pada 17/11/2014. 
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Pada umumnya pihak pembeli yang bertanggung jawab atas 
pembayaran tarif dan pajak, kecuali jika dalam faktur dinyatakan bahwa 
pihak ketiga lah yang harus membayar. Terkadang penyedia jasa 
pengiriman yang mewakili pembeli barang untuk membayar tarif tersebut 
kepada Pabean sesaat barang telah dibongkar muat ke pelabuhan dan di 
inspeksi oleh petugas pabean. Dalam situasi ini, jasa pengiriman akan 
meminta pembayaran awal kepada pembeli untuk melakukan jasa ini.87  
Dengan diterapkan konsep pergerakan bebas barang perdagangan 
seperti dalam blok perdagangan Uni Eropa, di mana kebebasan distribusi 
barang berlaku, maka mekanisme pembayaran tarif CIF akan sebagai 
berikut: 
- Penukaran Valuta Asing tidak diperlukan. Menentukan nilai 
tukar valuta asing dalam CIF tidak lagi diperlukan bilamana 
impor tersebut dilakukan oleh sesama negara anggota Uni 
Eropa yang mana telah menerapkan sistem mata uang tunggal 
(single currency), ini dikarenakan transaksi CIF akan 
berdasarkan pada mata uang Euro. 
- Pembebasan Bea Masuk Impor. Tidak akan ada lagi bea 
impor yang harus dibayarkan oleh sesama negara anggota Uni 
Eropa karena pada prinsipnya pergerakan bebas barang 
perdagangan dalam Serikat ini melarang segala bea masuk 
                                                          






impor maupun ekspor beserta segala biaya yang berdampak 
serupa bea masuk di antara negara-negara anggotanya.88 
- Pembayaran VAT hanya untuk barang impor ke dalam EU. 
Di Uni Eropa, VAT tidak berlaku pada barang ekspor, tetapi 
untuk impor, VAT harus dibayarkan oleh siapapun yang 
ditunjuk atau diakui bertanggung-jawab atas impor di negara 
anggota Serikat ini. VAT harus dibayarkan saat barang diimpor 
dengan nominal VAT sesuai dengan barang sama yang 
diperjual-belikan di negara pembeli.89 
- Penerapan Tarif Cukai Minimal yang Seragam oleh Negara 
Anggota Uni Eropa. Cukai di Uni Eropa perlu dibayarkan 
apabila barang yang diimpor masuk dalam kategori produk ini: 
1) minuman berkandungan alkohol; 2) produk-produk 
tembakau; dan  3) produk-produk energi (contoh bahan bakar 
kendaraan bermotor, bahan bakar pemanas, listrik, gas alam, 
batubara dan kokas). Direktif (Directive) yang diterbitkan Dewan 
Menteri Uni Eropa (Council of Ministers) atau disebut juga 
Dewan Uni Eropa (Council of European Union) mengatur tarif 
minimal yang disepakati negara anggota di mana mereka 
memiliki kedaulatan untuk mengatur biaya cukai sesuai 
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keadaan negara masing-masing selama tidak melewati tarif 
minimal yang disepakati.90 
Singkatnya, penerapan aturan berbasis prinsip pergerakan bebas 
barang perdagangan telah mendorong proses harmonisasi aturan hukum 
negara anggota Uni Eropa dan secara signifkan akan mengurangi biaya 
CIF maupun biaya daripada mekanisme perdagangan internasional 
lainnya. 
Praktik perdagangan modern pada bidang transportasi, baik 
transportasi laut, darat atau udara sangatlah menghendaki proses 
harmonisasi seperti yang disebutkan di atas. Tanpa adanya harmonisasi 
hukum yang baik di antara negara di dunia perihal perdagangan 
internasional, maka transaksi perdagangan sulit untuk dapat berjalan 
lancar dan pasti.91 
3. Hambatan Perdagangan 
Hambatan terbesar yang dihadapi pergerakan bebas barang 
adalah perlindungan perdagangan yang didirikan oleh negara-negara. 
Perlindungan Perdagangan (trade protection) adalah upaya dengan 
sengaja pemerintah untuk membatasi impor atau mempromosikan ekspor 
dengan meletakkan hambatan pada perdagangan internasional. Dalam 
White Paper yang dirilis oleh Komisi Eropa (European Commission) pada 
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tahun 1985, Komisi menggolongkan 3 (tiga) hambatan perdagangan yang 
harus segera dihilangkan agar Pasar Internal Uni Eropa dapat berjalan 
efektif, antara lain:92 
a. Hambatan Fiskal 
Hambatan fiskal atau disebut hambatan tarif umumnya 
digambarkan dengan adanya pembebanan biaya tidak langsung dan cukai 
terhadap komoditas impor. Sehingga disimpulkan oleh Landoll bahwa 
‘tarif’ (tariff) adalah biaya pajak barang asing yang memasuki negara yang 
dibayarkan oleh importir barang kepada pemerintah.93 
Perlu diketahui bahwa terdapat hubungan kuat antara tarif atas 
barang dengan produktivitas pasar dalam suatu negara. Penerapan tarif 
impor berlebihan akan secara drastis mempengaruhi harga jual barang 
impor.94 Dengan demikian, harga jual barang impor akan jauh lebih tinggi 
jika dibandingkan barang domestik dalam negara terkait. Berdasarkan 
pendekatan suplai dan permintaan (supply and demand), perbedaan ini 
akan mengakibatkan  melemahnya daya saing komoditas impor atas 
komoditas lokal.  
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Coursera Online Course, Publikasi Leiden University, 2014, hlm. 6, 
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Di satu sisi barang lokal tentu saja diuntungkan dengan kuatnya 
posisi permintaan barang mereka di dalam negeri. Namun secara berkala 
peristiwa ini akan melemahkan produktivitas dan inovasi barang-barang 
lokal yang pada akhirnya akan berakibat dengan jatuhnya daya saing 
produksi barang negara terkait untuk bertahan dalam persaingan 
perdagangan global.    
Di Eropa Barat dan negara-negara Barat pada umumnya, tarif rata-
rata atas barang industri adalah di bawah 3%, di mana negara-negara 
Barat memberi tarif 11% atas produk-produk agrikultur. Kebanyakan 
negara berkembang umumnya menunjukkan tendensi menerapkan tarif 
lebih tinggi, di mana Asia Selatan memegang tarif tertinggi dengan 
mengenakan tarif sebesar 13% pada barang industri dan 30% pada 
produk-produk agrikultur.95 Pakar hukum dan ekonomi Stephen Spurr 
menguraikan dampak tarif impor seperti bea impor ataupun tarif lintas-
perbatasan lainnya terhadap penjualan barang-barang impor dengan 






                                                          





Gambar 3: Kurva Reaksi Pasar atas Penerapan Tarif terhadap Barang 
Impor 
 
Sumber: Stephen J. Spurr, 2014, Economic Foundation of Law, 2nd Ed., New York, 
Amerika Serikat: Routledge, hlm. 24. 
Dalam kurva di atas, diasumsikan jumlah terbayar oleh pembeli 
adalah AQT, jumlah yang diterima oleh penjual adalah BQT, dan tarif 
adalah AB. Jika tidak ada tarif yang diberlakukan maka jumlah yang 
dibayar pembeli adalah P*, yang mana akan menjadi jumlah yang diterima 
oleh penjual. Kurva ini memprediksi pengenaan tarif akan berdampak:  
1)  mengurangi jumlah barang yang terjual dari titik Q* ke titik QT; 
dan  
2) akan menambah jumlah yang harus dibayarkan pembeli, dari 
titik P* ke titik PBT, dan mengurangi jumlah keuntungan yang 
diterima penjual, dari titik P* ke titik PST.96 
                                                          





Selain tarif umum seperti bea impor, adapula tarif yang diberikan 
pemerintah pada situasi khusus seperti:97 
- Tindakan pengamanan (safeguard measures), ketika 
pemerintah menerapkan larangan perdagangan sementara 
yang dapat berwujud tarif, untuk merespon lonjakan impor yang 
berpotensi menimbulkan ‘kerugian serius’ pada industri 
domestik negara pengimpor. 
- Tarif Antidumping (antidumping duties), di mana tarif ini 
diberlakukan bersama dengan tarif Pabean lainnya untuk 
merespon praktek penentuan harga yang tidak adil oleh firma 
swasta yang menyebabkan atau mengancam untuk 
menyebabkan ‘kerugian materiil’ industri domestik negara 
pengimpor. 
- Tarif Countervailing (Countervailing Duties), tarif yang 
diberlakukan bersama dengan tarif pabean yang berfungsi 
menetralkan subsidi yang diberikan eksportir oleh 
pemerintahnya, dan lagi, ketika kegiatan impor ini dapat 
mengancam atau mengancam untuk menyebabkan ‘kerugian 
materil’ pada industri domestik. 
Walau dapat menghambat perdagangan bebas, tindakan-tindakan 
di atas kenyataannya masih banyak diberlakukan di dalam hukum 
nasional sejumlah negara terutama ketika pemerintahnya menganggap 
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hambatan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional 
mereka.  
b. Hambatan Fisik 
Hambatan fisik merupakan hambatan yang diakibatkan oleh 
keberadaan sistem pemeriksaan dan pemberhentian atas barang-barang 
yang melintasi batas-batas negara. Hambatan ini dapat dikategorikan 
sebagai hambatan bukan tarif. Contoh paling jelas dari kategori kedua ini 
adalah keberadaan pos pemeriksaan bea cukai yang umumnya terletak di 
perbatasan negara.98 Para pendukung praktik perdagangan perbatasan 
terbuka (open border trade) menyatakan bahwa "penghapusan segala 
hambatan yang mempengaruhi mobilitas orang dan barang adalah syarat 
awal yang diperlukan di dalam pembentukan pasar bersama”.99 
Di Uni Eropa, sebagian besar negara anggota mendukung untuk 
menghilangkan hambatan fisik dengan menciptakan pergerakan bebas 
orang (free movement of people) dalam perbatasan internal mereka. 
Dengan berlandaskan kerangka hukum yang disebut Schengen 
Agreement tahun 1985, sejumlah negara-negara anggota Uni Eropa 
menyatakan bahwa "perbatasan-perbatasan internal dapat diseberangi 
                                                          
98 Saravuth Pitiyasak, Legal Research: Free Movement Of Goods Within EU, 
Thailand Law Forum, hlm. 1, http://www.thailawforum.com/articles/saravuth.html, diakses 
pada 17/11/2014.   
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kapanpun tanpa harus melalui pemeriksaan terhadap orang100 yang 
melintasinya".101  
Akibat dari Schengen Agreement, segala ‘perbatasan darat 
bersama’ (common land borders), bandara maupun pelabuhan laut yang 
merupakan sarana-sarana penghubung pengiriman barang lintas negara 
dapat dengan bebas dilalui kapan saja dan tanpa hambatan terkhusus 
kepada negara-negara anggota Kesepakatan ini.102 Kebebasan ini 
memungkinkan bebasnya perpindahan orang-orang dari satu wilayah Uni 
Eropa ke wilayah Uni Eropa lainnya dan disaat yang sama mendorong 
sirkulasi barang dalam perbatasan internal Uni Eropa. 
Walaupun gagasan open border di atas dianggap menarik, 
gagasan tersebut berpotensi dengan melemahnya pengawasan 
perbatasan dan juga menyebabkan peningkatan masalah perbatasan 
seperti kenaikan jumlah immigran illegal maupun people smuggling, 
hingga masuknya ancaman terorisme eksternal ke dalam Uni Eropa. 
Tentunya negara dengan perbatasan terbuka akan rentan kedaulatan 
nasionalnya karena lebih mengedepankan pandangan bahwa negara 
harus mendahulukan prinsip kebebasan untuk memilih (freedom of choice) 
individu di atas prinsip kedaulatan negara.103  
                                                          
100 Secara tidak langsung istilah ‘orang’ dalam konteks ini melingkupi pula 
‘komoditi barang’ negara-negara anggota saling melintasi satu sama lain di Uni Eropa. 
101 EU, the Schengen Agreement, 1985, Psl. 2(1). 
102 Lihat EU, the Schengen Agreement, 1985, Psl. 1. 
103 Max Pensky, The Ends of Solidarity: Discourse Theory in Ethics and Politics, 





c. Hambatan Teknis 
Contoh lain hambatan bukan tarif adalah hambatan teknis yang 
merupakan hambatan yang timbul akibat perbedaan standar pemeriksaan 
barang yang diadopsi oleh suatu negara anggota terhadap produk barang 
asing. Hambatan ini biasanya didasari oleh pertimbangan kesehatan dan 
keselamatan, atau untuk perlindungan lingkungan maupun perlindungan 
konsumen.104  
Dalam kategori hambatan bukan tarif, kita juga memasukkan 
bentuk-bentuk hukum perlindungan perdagangan (trade remedy laws) 
yaitu hukum nasional yang diterapkan untuk membatasi impor dalam 
situasi tertentu. Perlindungan ini berwujud seperti ‘tindakan pengamanan’, 
di mana pemerintah memberlakukan penghambatan perdagangan 
sementara yang berwujud kuota105 untuk merespon lonjakan impor yang 
dapat menimbulkan atau berpotensi menimbulkan ‘kerugian serius’ pada 
industri domestik negara pengimpor.106 
Dampak ekonomi daripada pembatasan perdagangan yang 
berbentuk peraturan sangatlah besar bagi negara-negara dengan laju 
ekspor dan impor yang tinggi seperti Amerika Serikat. Diperkirakan oleh 
Departemen Perdagangan Amerika Serikat bahwa di tahun 1993 bahwa 
Amerika Serikat telah merugi dua pertiga dari 465 milyar US dollar yang 
                                                          
104 Lihat EU Commission, Completing the Internal Market, Op.Cit., para. 13. 
105 ‘Kuota’ merupakan batas definitive dari jumlah impor yang di izinkan 
memasuki pasar domestik. Lihat Andrew T. Guzman dan Alan O. Sykes, Op.Cit., hlm. 9-
10. 





dikeluarkan untuk biaya ekspor barang dagangan sebagai akibat 
penerapan persyaratan teknis dan standar barang oleh negara lain.107 
Setiap negara berhak untuk mengatur pembatasan non-tarif 
masing-masing karena pembatasan ini merupakan kebijakan yang sah 
dalam melindungi kepentingan nasional negara terkait, tapi sekali lagi 
kebijakan ini akan selalu memiliki dampak negatif pada impor, dan 
seringkali dengan sengaja digunakan negara sebagai hambatan untuk 
melemahkan impor.108 Tantangan terbesar dalam hambatan ini terletak 
pada bagaimana perbaikan fungsi pergerakan bebas barang perdagangan 
harus diseimbangkan dengan keselamatan publik, perlindungan 
konsumen, kesehatan masyarakat atau apapun yang mungkin perlu 








                                                          
107 National Research Council, International Standards, Conformity Assessment 
and Trade: Into the 21st Century, US Trade Policy Project Committee, (Washington, DC: 
National Academy, 1995), hlm. 111. 
108 Sandy Landoll, Op.Cit.,hlm. 6. 
109 Lihat J.H. Jans, et.al., Europeanisation of Public Law, (Groningen, Belanda: 







Penulis menyusun metode penelitian berdasarkan tujuan penelitian 
hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yaitu; 1) untuk 
mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala 
hukum, sehingga dapat merumuskan masalah; dan 2) untuk memperoleh 
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, 
sehingga dapat merumuskan hipotesa.110 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi, penulis memilih 3 (tiga) tempat penelitian, 
yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 
Indonesia. 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. 
B. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian berbasis pustaka atau disebut 
juga penelitian teoretis murni, di mana penelitian dikaitkan dengan 
pengkajian doktrin hukum dan bagaimana doktrin tersebut berkembang 
dan diterapkan. Penelitian terdiri dari penelitian sederhana yang mencari 
suatu pernyataan dalam aturan hukum hingga pada tingkatan lebih rumit 
                                                          
110 Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok, Indonesia: 





yaitu analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum.111 Penelitian 
dijalankan dengan membaca literatur hukum, seperti buku-buku, majalah-
majalah, surat kabar, makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 
masalah yang dikaji. 
C. Sumber Data 
Sumber yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini adalah: 
1. Konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan judul 
skripsi ini. 
2. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
3. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini, 
yaitu, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik 
dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan secara 
langsung maupun hasil penelusuran dari internet. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian, digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): 
Pendekatan perbadingan atau komparatif berusaha untuk 
mencapai berbagai tujuan yang berbeda dengan mencoba 
                                                          
111 Ashish Kumar Singhal, Doctrinal and Socio-Legal Methods of Research: 
Merits and Demerits, Educational Research Journal, Vol. 2(7), July 2012, hlm. 252, 





menemukan ide-ide baru untuk memecahkan masalah hukum yang 
ada di wilayah hukum sendiri atau yurisdiksi lain yang telah 
diteliti.112 
2. Pendekatan Historis (Historical Approach): Penelitian sejarah 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum tentang sejarah 
fungsi dan guna aturan hukum di masa lalu. Oleh karena itu 
pendekatan penelitian ini tidak akan meneliti keadaan hukum di 
masa kini, melainkan bagaimana hukum di masa lampau;113 
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan 
penelitian ini dimulai dari pandangan hukum dan doktrin yang 
dikembangkan dalam bidang hukum. Pendekatan ini sangat penting 
sebab pandangan atau doktrin yang disusun akan menjadi dasar 
untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan 
masalah hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin dari bidang 
ini dapat meningkatkan kejelasan pada suatu masalah dengan 
mengidentifikasikan hukum, konsep hukum bahkan prinsip-prinsip 
hukum yang dapat diberlakukan. 
E. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh selanjutnya diseleksi melalui proses 
validasi guna menguji kelayakan data tersebut sebelum dijadikan referensi 
tulisan ini. Data-data yang telah divalidasi selanjutnya diklasifikasikan 
                                                          
112 Ian Curry-Summer, et. al., Research Skills; Instruction for Lawyer, (Nijmegen, 
Belanda: Utrecht University, 2010),  hlm. 5. 





berdasarkan substansi dan hirarkinya dalam kategori perjanjian 
internasional, doktrin, dan yurisprudensi. 
Data-data yang telah diklasifikasikan tersebut selanjutnya dikaji 
menggunakan metode induktif-deduktif. Kedua metode tersebut 
merupakan metode yang lazim dipergunakan dalam analisis ilmiah 










                                                          
114 Christian Dominice, Methodology of International Law, hlm. 339, seperti yang 
dikutip dalam Rudolf Dolzer, et.al., Encyclopedia of Public International Law, Vol. 7, 







A. Identifikasi Aturan Pergerakan Bebas Barang Perdagangan TFEU dan 
ATIGA 
TFEU dan ATIGA masing-masing memiliki struktur perjanjian yang 
berbeda satu sama lainnya. Di satu sisi, pasal-pasal yang mengatur 
pergerakan bebas barang perdagangan diletakkan secara terpisah di 
dalam beberapa Bab (Chapter) TFEU. Di sisi lain, ATIGA tidak 
memberikan ‘penempatan khusus’ pada pasal-pasal pergerakan 
barangnya sebab pada dasarnya keseluruhan pasal dalam ATIGA 
merupakan pasal yang mengatur pergerakan bebas barang perdagangan 
di ASEAN.  
Terdapat pula perbedaan ketika mengulas kedua perjanjian di 
mana TFEU cenderung memanfaatkan kasus hukum (case law) untuk 
lebih menjelaskan isi daripada pasal-pasalnya dan ATIGA yang  
mengharuskan sejumlah pasal-pasalnya dibaca konjugasi dengan 
beberapa instrumen hukum yang menjadi rujukan ATIGA.115  
 
 
                                                          
115 Sehingga, penulis memformulasikan untuk mengkaji perjanjian tersebut 
secara terpisah di mana ’Sub-Bagian 1’ akan mengulas TFEU dan ‘Sub-Bagian 2’ akan 
membahas isi teks ATIGA. Selanjutnya pada ‘Bagian B’ dalam Bab ini, penulis akan 
mengkaji lebih dalam konten-konten kedua Perjanjian yang dapat diperbandingkan serta 
memberikan pandangannya terkait bagaimana TFEU dan ATIGA dapat saling 





1. Analisis Pergerakan Bebas Barang Perdagangan TFEU 
Distribusi barang lintas-perbatasan di dalam Uni Eropa umumnya 
diatur di dalam pasal berikut ini: 
- Pasal 28 dan 29: Pendirian Serikat Pabean (Customs Union); 
- Pasal 30: Larangan negara anggota untuk menerapkan bea 
masuk atas barang ekspor dan impor beserta biaya lain yang 
berdampak serupa; 
- Pasal 31: Pengadopsian Tarif Bea Bersama untuk dikenakan 
pada barang-barang yang akan memasuki kawasan Serikat 
Pabean Uni Eropa;  
- Pasal 110: Penghapusan sistem pajak yang diskriminatif dan 
proteksionis; 
- Pasal 34 dan 35: Penghilangan hambatan kuantitatif atas 
impor (Pasal 34) dan ekspor (Pasal 35) serta segala tindakan 
yang berdampak serupa. 
Untuk memahami penerapannya, pasal-pasal di atas perlu 
ditafsirkan sesuai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. 
Bab ini akan secara sistematis mengidentifikasi pasal-pasal tersebut serta 
mengulas perkembangan dan hubungan mereka dengan faktor lain di luar 
TFEU seperti kaitan pasal-pasal tersebut dengan ketentuan TFEU lainnya, 
kaitannya dengan instrumen pendukung, prinsip-prinsip dan kasus hukum 





Terdapat 3 (tiga) hambatan yang secara khusus diatur dalam TFEU 
yaitu, hambatan fiskal (fiscal barriers), hambatan tarif (tarif barriers), dan 
hambatan bukan tarif (non-tarif barriers). Lebih tepatnya, pembagian ini 
dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. 
Tabel 1: Dasar Hukum TFEU terkait 3 (Tiga) Hambatan Perdagangan 
Fiscal Barriers Tariff Barriers Non-Tariff Barriers 
Article 110 TFEU 
Article 30 TFEU (Customs 
Duties and Charges Having 
Equivalent Effect) 
Article 34 TFEU (Import) 
Article 35 TFEU 
(Export) 
Sumber: Linda Senden, Internal Market - Free Movement of Goods (I), Europa Institute, 
PowerPoint Presentation, Dipublikasikan pada 19/12/2012, hlm. 10. 
a. Ketentuan Umum TFEU Terkait Pergerakan Bebas Barang 
Perdagangan 
Ketika mulai membaca suatu perjanjian internasional, kita 
seringkali melihat salah satu bagian perjanjian yang disebut ‘ketentuan 
umum’. Ketentuan umum berbeda dengan pasal-pasal utama di mana 
mereka berisi pasal-pasal khusus seperti ‘definisi’, ‘tujuan’, ‘obligasi 
umum’, ‘ruang lingkup perjanjian’ serta klausul lainnya yang menjadi 
fondasi awal ketika hendak menafsirkan pasal-pasal utama. 
Walau tidak memiliki bagian seperti yang disebutkan di atas, TFEU 
sama seperti perjanjian internasional lainnya karena memiliki beberapa 
pasal yang dapat dianggap sebagai bagian daripada ‘ketentuan umum’. 





secara konjungsi dengan ketentuan TFEU lain serta kasus hukum yang 
mendukungnya.  
1) Penafsiran ‘Barang’ berdasarkan TFEU 
Kata ‘barang’ (goods) disebutkan berkali-kali di dalam TFEU,116 
namun perjanjian ini tidak lebih lanjut menjelaskan maknanya. Seiring 
dengan perkembangan pasar tunggal (single market), makna kata ini telah 
diberikan pengartian yang luas oleh Uni Eropa. Menurut Komisi Eropa 
dalam publikasi mereka yakni ‘Guide to the Application of Treaty 
Provisions Governing Free Movement of Goods’, barang berdasarkan 
Pasal 28 TFEU melingkupi segala barang dan produk yang di impor 
maupun di ekspor. 117 
Definisi di atas tidak mengindikasikan bahwa semua produk yang 
melintasi perbatasan Uni Eropa harus serta merta dilindungi oleh TFEU. 
Walau Perjanjian ini menganggap barang-barang ekspor dan impor 
dilindungi oleh Pasal 28, tidak semua produk ini bisa dikategorikan 
sebagai barang yang dilindungi dalam perjanjian ini. 
Dalam kasus Commission v Italy “Italian Art Case”, Mahkamah 
Keadilan Eropa membuat batasan minimum yakni untuk suatu produk 
agar dapat dianggap sebagai barang berdasarkan ruang lingkup TFEU, 
“barang, dalam pemaknaannya berdasarkan … Perjanjian, harus 
merupakan produk-produk yang bisa dinilai oleh uang serta dapat, 
                                                          
116 Lihat EU, TFEU, Psl. 28(1), 32, 36, 37, 57, 59(2), 95(1), 101(2), 107, 200, 207 
dan 349. 





dijadikan sebagai subjek transaksi komersial”.118 Singkatnya, lingkup 
barang yang dicakup oleh TFEU meliputi segala bentuk produk selama 
produk tersebut memiliki nilai ekonomi.119 
Dengan memanfaatkan pembatasan yang ditetapkan pada Italian 
Art Case, Mahkamah Keadilan Eropa telah mengembangkan definisi 
barang TFEU melalui beberapa kasus-kasus yang mempertanyakan 
status sejumlah produk sebagai barang yang dilindungi oleh TFEU.  
Kasus tersebut antara lain: 
- Comission v Italy “Italian Art”: Hasil karya seni merupakan 
barang yang dilindungi terkecuali dinyatakan sebaliknya di 
dalam Perjanjian. 120 
- Jägerskiöld v Gustafsson: Hak nelayan itu harus 
diklasifikasikan sebagai layanan dan tidak barang bahkan 
ketika hak yang dapat diperdagangkan. Lisensi (dalam hal ini 
lisensi izin memancing) merupakan jasa dan bukan barang 
bahkan ketika lisensi ini dapat diperdagangkan.121 
- H. M. Customs and Excise v Schindler: Lotere atau Undian 
bukanlah barang melainkan jasa.122 
                                                          
118 Lihat European Court of Justice [ECJ], Commission v Italy “Italian Art Case”, 
7/68, EU:C:1968:51, para. 1. 
119 Lihat European Commission, 2010, Op.Cit., hlm. 9. 
120 Lihat ECJ, Case 7/68, Loc.Cit., para. 428-429. 
121 Lihat ECJ, Peter Jägerskiöld ν. Torolf Gustafsson, C-97/98, EU:C:1999:515, 
para. 36. 
122 Lihat ECJ, Her Majesty's Customs and Excise v Gerhart Schindler and Jörg 





- Reference on Bordessa and Others: Alat pembayaran seperti 
uang kertas bukanlah barang yang dilindungi.123 
- R v Thompson: Koin yang masih sah digunakan oleh negara 
anggota, atas sifatnya, merupakan alat pembayaran. 
Sebaliknya apabila koin tersebut tidak lagi diedarkan sebagai 
mata uang, maka koin tersebut merupakan barang.124  
- Commission v Belgium “the Wallonia”: Limbah bahkan 
ketika wujudnya tidak dapat di daur ulang (non-recyclable) 
merupakan barang apabila ditransaksikan secara komersial.125 
- Gemeente Almelo v Energiebedrijf: Mahkamah Keadilan 
Eropa tidak menyimpulkan bahwa semua benda tanpa wujud 
merupakan "barang", namun, pengadilan setuju bahwa Listrik 
merupakan barang yang dilindungi dalam Perjanjian.126 
- Reference on Sacchi: Sinyal televisi, transmisi sinyal televisi, 
termasuk penyebaran iklan-iklan, bukanlah barang melainkan 
jasa berdasarkan lingkup perlindungan Perjanjian.127 
- Josemans v Maastrict: Ganja bukanlah barang walaupun 
memiliki nilai ekonomi. Pergerakan bebas atas produk ini akan 
                                                          
123 Lihat ECJ, Criminal proceedings against Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado 
and Concepción Barbero Maestre, C-358/93 and C-416/93, EU:C:1995:54, para. 12-15. 
124 Lihat ECJ, Regina v Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson and 
Colin Alex Norman Woodiwiss, C-7/78, EU:C:1978:209, para.  26. 
125 Lihat ECJ, Commission v Belgium “The Wallonia Case”, C-2/90, 
EU:C:1992:310, para. 22-28. 
126 Lihat ECJ, Gemeente Almelo and Others v Energiebedrijf IJsselmij, C-393/92, 
EU:C:1994:171, para. 28. 





bertentangan dengan ketertiban umum di Uni Eropa128 
dikarenakan produk ini dilarang oleh sebagian besar negara 
anggota Uni Eropa.129 
2) Misi dan Tujuan TFEU – Titik Awal Dalam Proses Penafsiran 
Ketentuan TFEU 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka (Lihat 
'Analisis Penafsiran Perjanjian pada TFEU dan ATIGA'), Mahkamah 
Keadilan Eropa telah menunjukkan pola penafsiran yang memprioritaskan 
penggunaan metode penafsiran teleologis, metode ini mendahulukan 
tujuan Perjanjian dalam penafsirannya, bukan mengikuti tampilan tekstual 
Perjanjian atau mencoba mencari tahu tujuan daripada perancang 
Perjanjian tersebut.130 Dengan demikian, akan sulit untuk menganalisis 
penafsiran pengadilan oleh masing-masing kasus hukum terkait 
pergerakan bebas barang terkecuali kita telah memahami terlebih dahulu 
apa tujuan dan misi Uni Eropa dalam mewujudkan pergerakan bebas 
barang perdagangan. 
Menurut Perišin, tujuan Uni Eropa sejak dari awal ketika masih 
berwujud Masyarakat Eropa (European Community) jauh lebih ambisius 
                                                          
128 Untuk konsep ketertiban umum Uni Eropa, lihat ECJ, Marc Michel Josemans 
v Burgemeester van Maastricht, C-137/09, EU:C:2010:774, Opini Advocates-General 
Yves Bot, para. 113. 
129 Lihat ECJ, Case C-137/09, Ibid, para. 41 dan 78. 
130 Seperti yang dijelaskan oleh Mahkamah Eropa bahwa, “setiap aturan hukum 
(Hukum Uni Eropa) harus diposisikan sesuai konteks dan penafsirannya dengan 
ketentuan-ketentun hukum (hukum Uni Eropa) lainnya secara keseluruhan, dalam 
memahami tujuan-tujuan serta perubahan pada ketentuan tersebut tertanggal sejak 
ketentuan tersebut mulai diterapkan”. Lihat ECJ, Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA 





daripada tujuan yang diusung oleh General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT). Di mana tujuan GATT adalah untuk ‘meliberalisasi’ 
perdagangan barang, liberalisasi perdagangan di Uni Eropa diikuti oleh 
program integrasi pasar dan harmonisasi yang mendalam, bukan hanya di 
bidang pergerakan barang, tetapi juga pergerakan jasa, kebebasan 
pendirian usaha, pergerakan buruh serta modal, semua mengarah ke 
pembentukan pasar tunggal (single market) atau pasar internal (internal 
market) yang kemudian, berujung dengan pembentukan Serikat Moneter 
(Monetary Union).131 
Dalam penjelasan yang lebih sederhana, Korkmaz berpendapat 
bahwa tujuan para pendiri Uni Eropa tidak lain ialah untuk menstabilkan 
masalah-masalah politik dan ekonomi regional Uni Eropa serta untuk 
membangun kebebasan ekonomi melalui pasar internal Uni Eropa.132  
Tidak terdapat ketentuan khusus pada TFEU yang secara khusus 
menjelaskan tujuan pergerakan bebas barang. Namun perlu diingat 
bahwa pergerakan bebas barang merupakan salah satu dari 4 (empat) 
kebebasan yang menyokong pembentukan pasar internal.133 Dengan 
melihat tujuan daripada pembentukan pasar internal Uni Eropa, kita dapat 
memahami tujuan utama pergerakan bebas barang. Tujuan Uni Eropa 
                                                          
131 Tamara Perišin, 2005, Balancing Sovereignty With The Free Movement of 
Goods In the EU And the WTO; Non-Pecuniary Restrictions on the Free Movement of 
Goods, Croatian Yearbook of European Law and Policy Vol. 1, hlm. 3. 
132 Cansu Korkmaz, 2012, Free Movement Of Goods in European Union Member 
States, Istanbul: Turkey, Kadir Has University, hlm. 6. 
133 Lihat Paul Craig dan Gráinne de Búrca, 2011, EU Law: Text, Cases, and 
Materials, 5th Ed., Oxford, Inggris: Oxford University, hlm. 582; Lihat juga European 
Commission, EU Single Market: General Policy Framework, European Commission 






untuk pasar internal dapat ditemukan dalam Pasal 3 (3) dari TEU, yang 
diatur sebagai berikut:  
“Serikat ini akan membentuk pasar internal. Pasar ini akan 
berfungsi sebagai penyokong pembangunan berkelanjutan di 
Eropa berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, 
stabilitas harga, ekonomi pasar masyarakat kompetitif yang 
bertujuan meningkatkan kesempatan kerja dan kemajuan sosial, 
serta  perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan. Pasar ini 
akan mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pasar ini akan memerangi diskriminasi dan pengucilan sosial, 
mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan, kesetaraan 
antara perempuan dan laki-laki, solidaritas antar generasi, serta 
perlindungan hak-hak anak. Pasar ini akan mempromosikan  
perpaduan ekonomi dan sosial di wilayahnya serta solidaritas di 
antara negara-negara anggota. Pasar ini harus menghormati 
keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang ada, dan 
harus memastikan bahwa warisan budaya Eropa untuk dijaga dan 
dikembangkan.” 
Dengan pandangan yang serupa, Pasal 26 TFEU menetapkan 
bahwa, Serikat ini akan mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan 
untuk membangun atau menjamin berfungsinya pasar internal sesuai 
dengan ketentuan yang relevan pada Perjanjian, dan pasar internal akan 
terdiri atas wilayah internal tanpa batas di mana pergerakan bebas atas 
barang, orang, jasa dan modal akan terjamin keberlangsungannya sesuai 
dengan ketentuan Perjanjian. 
Membangun pasar internal Uni Eropa adalah salah satu tujuan 
utama dalam proses integrasi Eropa, karena dianggap dapat 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.134 Dari sudut 
pandang ini, pergerakan bebas barang merupakan aspek yang 
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berpengaruh besar di dalam mencapai tujuan pasar internal. Bebasnya 
barang didistribusikan akan mendorong peningkatan persaingan di antara 
barang-barang di Uni Eropa sehingga dapat mendorong penurunan harga 
barang yang sehat serta memberikan pilihan barang yang lebih luas bagi 
konsumen di Serikat ini.  
Dengan demikian, pergerakan bebas barang dan pasar internal 
bersama-sama dimaksudkan untuk menurunkan hambatan perdagangan 
serta menyederhanakan aturan yang ada sehingga dapat memungkinkan 
bagi semua orang di Uni Eropa, baik konsumen maupun pengusaha, 
untuk mendapat kesempatan pasar sebesar-besarnya melalui akses 
langsung barang atas ke 28 negara beserta 503 juta penduduk di 
dalamnya.135 
3) Panduan dalam Penerapan Ketentuan Pergerakan Bebas 
Barang Perdagangan TFEU 
Pasal 32 TFEU memberikan panduan di dalam penerapan 
ketentuan pergerakan bebas barang khususnya terkait pendirian Serikat 
Pabean di Uni Eropa. Dijelaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas-
tugas yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Bab yang mengatur 
Serikat Pabean pada TFEU, Komisi Eropa akan dipandu oleh: 
- Kebutuhan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-
negara anggota dan negara-negara pihak ketiga; 
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- Perkembangan kondisi persaingan dalam Serikat selama 
perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan kapasitas 
kompetitif usaha; 
- Persyaratan Serikat sehubungan dengan pasokan bahan baku 
dan barang setengah jadi; dalam kaitannya ini Komisi akan 
menjaga untuk menghindari terjadinya pemyimpangan 
persaingan antara negara-negara anggota terkait 
pendistribusian barang jadi; dan 
- Kebutuhan untuk menghindari gangguan serius pada 
perekonomian negara-negara anggota dan untuk memastikan 
perkembangan produksi yang rasional serta perluasan 
konsumsi dalam Serikat. 
Selain itu, Pitiyasak mengidentifikasi pola-pola umum tentang 
bagaimana 'ketentuan TFEU perihal pergerakan bebas barang harus 
dilaksanakan'. Pola tersebut antara lain:136 
- Berlaku untuk pergerakan barang dari satu Negara Anggota 
untuk dijual di negara anggota lain; 
- Berlaku untuk pergerakan barang dalam perjalanan (transit) 
melalui satu negara anggota untuk dijual di negara anggota lain 
atau di luar Masyarakat Eropa; 
- Berlaku untuk impor ulang (re-importation) barang yang diimpor 
dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya, di mana 
mereka diproduksi atau dipasarkan; 
                                                          





- Berlaku untuk impor paralel; dan 
- Berlaku untuk pergerakan barang oleh individu. 
b. Kekuatan Mengikat Hukum TFEU 
Tidak akan mudah untuk memahami perjanjian seperti TFEU tanpa 
terlebih dahulu memahami kekuatan hukum Perjanjian hukum Uni Eropa 
dan juga perngaruhnya terhadap hukum nasional negara-negara 
anggotanya. Kita akan membahas 3 (tiga) isu kritis yang berkaitan dengan 
posisi hukum TFEU dalam pergerakan bebas barang Uni Eropa, yaitu 1) 
TFEU sebagai sumber hukum; 2) Kompetensi Uni Eropa di bawah TFEU; 
dan 3) hubungan TFEU dengan hukum nasional negara anggota. 
1) TFEU Sebagai dasar hukum beserta hirarkinya di dalam hukum 
Uni Eropa 
Kita bisa membagi sumber hukum Uni Eropa menjadi sumber 
hukum ‘primer' (primary law) dan sumber hukum ‘sekunder' (secondary 
law). Landasan Hukum Uni Eropa dibentuk oleh sumber hukum primer, 
sedangkan hukum yang dibuat oleh Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa dan 
Parlemen Eropa (European Parliament) dalam menjalankan ‘kekuasaan 
yang telah dianugerahkan pada mereka’ umumnya disebut sebagai 
sumber hukum sekunder.137 
Walau gagasan penyusunan konstitusi Uni Eropa telah ditolak di 
masa lalu oleh Serikat ini. Kedua perjanjian, TFEU dan TEU dapat 
dianggap sebagai 'konstitusi' Uni Eropa dan karena itu merupakan sumber 
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hukum penting bagi Serikat ini. Meskipun perjanjian-perjanjian ini tidak 
dimaksudkan untuk menjadi konstitusi federal, dalam beberapa hal 
mereka memiliki efek federalisme. Dalam hal ini, TFEU ditafsirkan oleh 
Makhamah Keadilan Eropa sebagai berikut: 
 “Perjanjian ini (Treaty establishing the European Economic 
Community [TEEC]),138 meskipun disusun sebagai kesepakatan 
internasional, adalah merupakan piagam konstitusional bagi 
Masyarakat (Masyarakat Ekonomi Eropa) berdasarkan aturan 
hukum. Seperti yang secara konsisten ditetapkan oleh Mahkamah 
Keadilan Eropa, Perjanjian Masyarakat (Masyarakat Ekonomi 
Eropa) membentuk tatanan hukum baru untuk kepentingan negara 
anggotanya di mana negara anggota sepakat telah membatasi 
hak-hak kedaulatan (sovereign rights) mereka, yang melingkupi 
bukan hanya negara itu melainkan para warga negaranya."139 
Perjanjian ini harus dianggap oleh negara-negara anggota sebagai 
sumber hukum utama Uni Eropa yang membentuk Serikat ini setelah 
sebelumnya masih berbentuk Masyarakat Eropa.140 Sebagai salah satu 
sumber hukum utama, TFEU menjadi landasan dalam menciptakan 
berbagai sumber hukum sekunder untuk mendukung peraturan Uni Eropa 
yang lebih komprehensif terkait pergerakan bebas barang.141 Sumber 
hukum sekunder tersebut, antara lain: 
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- Regulasi (Regulation): Regulasi merupakan aturan yang 
aplikasinya bersifat umum dan mengikat secara keseluruhan 
serta secara langsung berlaku di dalam hukum nasional semua 
negara anggota Uni Eropa; 
- Direktif (Directive): Direktif merupakan aturan Uni Eropa yang 
mewajibkan negara-negara anggota untuk mencapai hasil 
tertentu tanpa mendikte bagaimana hasil tersebut dapat 
dicapai. Adalah kewenangan otoritas nasional negara anggota 
untuk menentukan bentuk dan metode yang paling tepat untuk 
mencapai hasil akhir yang dituangkan dalam Direktif. 
- Ketetapan (Decision): Aturan yang dimuat pada Ketetapan 
bersifat mengikat secara keseluruhan. Namun untuk Ketetapan 
yang secara spesifik menentukan kepada siapa aturan ini 
ditujukan, maka Ketetapan tersebut hanya akan mengikat pada 
mereka;  
- Rekomendasi (Recommendations) dan Opini (Opinions): 
Rekomendasi adalah instrumen yang bertujuan untuk 
membantu persiapan negara anggota untuk menerapkan 
aturan hukum Uni Eropa. Sedangkan Opini merupakan 
instrumen bagi badan-badan Uni Eropa untuk memberikan 
pernyataan resmi kepada negara anggota ataupun segala 
pihak yang ia tujukan. Rekomendasi dan Opini berbeda dengan 





mengikat bagi negara anggota.142 Tetapi perlu diketahui bahwa 
walaupun tidak memiliki kekuatan hukum, kedua instrumen ini 
memuat beban-beban politik yang harus di ikuti negara anggota 
Uni Eropa. 
Hubungan sumber hukum sekunder dan primer ialah lex specialis, 
yang berarti apabila suatu sumber hukum sekunder dianggap lebih teknis 
dan relevan dalam mengatur suatu masalah Uni Eropa dibandingkan 
dengan sumber hukum primer, maka setiap tindakan nasional negara 
anggota yang berhubungan dengan masalah tersebut harus dikaji sesuai 
dengan ketentuan sumber hukum sekunder dan bukanlah ketentuan 
dalam perjanjian utama.143 Oleh karena itu, dalam hal timbulnya masalah 
pergerakan bebas barang yang penyelesaiannya telah diatur dalam 
sumber hukum sekunder, Makhamah Keadilan Eropa serta aparat Uni 
Eropa lainnya dihimbau langsung untuk menyelesaikan masalah ini 
dengan menafsirkan hukum sekunder dan bukanlah Perjanjian.144 
Meskipun hanya memiliki dua bentuk sumber hukum, perlu dicatat 
bahwa prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) Uni Eropa 
dan juga hak-hak dasar yang dimuat dalam Piagam Hak-Hak Dasar Uni 
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Eropa (Charter of Fundamental Rights (CFR)] sangatlah kuat tertanam di 
penerapan sumber hukum Serikat ini. Terkait hubungan Uni Eropa dengan 
negara-negara pihak ketiga, Makhamah Keadilan Eropa dalam kasus 
Racke v Hauptzollamt Mainz menjelaskan bahwa "kebiasaan hukum 
internasional (customary international law) merupakan bagian daripada 
sumber hukum Serikat ini”.145 Meskipun menurut Jans, apabila terjadi 
perselisihan antara sumber hukum primer dan aturan hukum internasional, 
sumber hukum primer tidak dapat dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah 
atas aturan hukum internasional.146 
2) Kewenangan Badan-Badan Uni Eropa dalam Pengaturan 
Pergerakan Bebas Barang Perdagangan 
Sebelum mengamati kewenangan Uni Eropa sesuai mandat TFEU, 
perlu diketahui bahwa Pasal 5(1) TEU mengatur bahwa batasan 
kewenangan Serikat didasari oleh prinsip ‘penganugerahan’ (conferral). 
Terkait pelaksanaannya, kewenangan badan-badan ini harus dilandasi 
dengan prinsip ‘subsidiaritas’ (subsidiarity) dan ‘proposionalitas’ 
(proportionality). 
Berdasarkan prinsip penganugerahan, Uni Eropa hanya dapat 
bertindak sebatas kewenangan yang telah dianugerahkan kepadanya oleh 
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negara anggota melalui perjanjian-perjanjian utama Uni Eropa.147 Melalui 
prinsip ini, TFEU membagi kewenangan badan-badan Uni Eropa menjadi 
tiga (3) jenis kompetensi utama, yaitu: 
- Kompetensi Eksklusif (Exclusive Competences): Uni Eropa 
diberikan wewenang khusus untuk dapat mengatur dan 
mengadopsi kebijakan yang mengikat dalam segala bidang 
yang menerima kompetensi ini. Peran negara anggota dalam 
kompetensi ini terbatas hanya untuk menerapkan instruksi dan 
aturan Uni Eropa, terkecuali  apabila Uni Eropa mengizinkan 
negara anggotanya untuk menyusun kebijakannya sendiri;148  
- Kompetensi Bersama (Shared Competences): Uni Eropa 
dan negara-negara anggota bersama-sama memiliki wewenang 
untuk mengadopsi tindakan mengikat dalam bidang yang 
menerima kompetensi ini. Namun, negara anggota hanya dapat 
melaksanakan kompetensi mereka bilamana Uni Eropa belum 
melaksanakan kompetensinya di bidang terkait atau telah 
memutuskan untuk tidak melebarkan kompetensinya pada 
bidang tersebut;149 dan 
- Kompetensi Pendukung (Supporting Competences): Uni 
Eropa hanya bisa campur tangan untuk mendukung, 
berkoordinasi atau melengkapi tindakan negara-negara 
                                                          
147 EU, TFEU, Psl. 5(2). 
148 EU, TFEU, Psl. 3. 





anggotanya. Akibatnya, ia tidak memiliki kekuasaan legislatif di 
bidang yang menerima kompetensi ini serta tidak dapat turut 
campur dalam pelaksanaan kewenangan yang merupakan milik 
negara-negara anggota.150 
Terkait kompetensi bersama, prinsip subsidiaritas mengatur bahwa 
Uni Eropa dapat melakukan intervensi hanya jika ia mampu bertindak 
lebih efektif daripada negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan dalam TFEU dan perjanjian Uni Eropa lainnya.151  
Akhirnya, dalam menjalankan semua kompetensi di atas, Uni Eropa harus 
tunduk pada prinsip proporsionalitas,152 di mana ia harus menjalankan 
kewenangannya tidak melebihi dari apa yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan yang dimuat di dalam Perjanjian.153 Adapula beberapa kewenangan 
khusus yang TFEU serahkan pada Uni Eropa di bidang-bidang tertentu, 
yaitu: 
- Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Ketenagakerjaan 
(Coordination of Economic and Employment Policies): Uni 
Eropa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan 
                                                          
150 EU, TFEU, Psl. 6. 
151 EU, TFEU, Psl. 5(3). 
152 Konsep prinsip proporsional berasal dari sistem hukum Jerman, yang mana 
telah mendasari sejumlah ketentuan di dalam Konstitusi Jerma. Prinsip ini menekankan 
bahwa, “Otoritas publik tidak dibenarkan untuk memberlakukan kewajiban-kewajiban 
kepada warga negaranya terkecuali kewajiban tersebut benar-benar diperlukan untuk 
memenuhi kepentingan publik”. Lihat ECJ, Internationale Handelsgesellschaft mbH v 
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 11-70, EU:C:1970:114, para. 16; 
Lihat juga Mike Cuthbert, 2003, European Union Law; Questions and Answer 2003-2004, 
5th Ed., Oregon, Amerika Serikat: Cavendish, hlm. 26. 





antarnegara Uni Eropa di bidang ini. Hal ini diperlukan untuk 
menentukan haluan serta pedoman bersama yang dapat diikuti 
oleh negara-negara anggota;154 
- Kebijakan Asing dan Keamanan Bersama (Common 
Foreign and Security Policy [CFSP]): Uni Eropa memiliki 
kompetensi di segala bidang yang berhubungan dengan CFSP. 
Kebijakan tersebut antara lain terkait Kebijakan Keamanan dan 
Pertahanan Bersama (Common Security and Defence Policy) 
serta Strategi Pertahanan Eropa (European Security Strategy). 
Uni Eropa melalui Presiden Dewan Eropa (European Council) 
dan juga Perwakilan Tinggi Luar Negeri Uni Eropa (High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy) berwenang menentukan serta mengimplementasikan 
kebijakan di dalam bidang ini;155 
- Klausul Fleksibilitas (Flexibility Clause): Klausul ini 
memungkinkan Uni Eropa untuk bertindak di luar kekuasaan 
yang dianugerahkan kepadanya apabila tujuan yang perlu 
dicapai menghendakinya. Namun penggunaan klausul ini 
bersifat terbatas, dimana penerapan klausul ini mengharuskan 
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badan-badan Uni Eropa untuk menjalani prosedur pemeriksaan 
yang ketat terkait penggunaannya.156 
Perihal kewenangan badan-badan Uni Eropa terhadap pergerakan 
bebas barang, TFEU memberikan kompetensi eksklusif di sejumlah 
wilayah kebijakan, antara lain kebijakan pengaturan bea masuk,157 
persaingan usaha dalam keberlangsungan pasar internal,158 serta 
kebijakan komersial bersama (common commercial policy).159 Uni Eropa 
juga memiliki peranan besar di dalam proses  harmonisasi aturan negara-
negara anggota terkait biaya-biaya yang dianggap perlu dikeluarkan ketika 
barang-barang melintasi wilayah Serikat ini.  
Kompetensi eksklusif ini tidak mengherankan, mengingat bahwa 
salah satu kompetensi utama Uni Eropa terletak pada bidang kebijakan 
ekonomi dan perdagangan. Menurut Warleick, melalui bidang ini, Uni 
Eropa berusaha untuk membangun hubungan ekonomi yang erat di 
antara negara-negara anggotanya sehingga ide-ide untuk menyulut konflik 
atau peperangan di antara para negara anggota akan menjadi tak 
terpikirkan.160 
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3) Hubungan Hukum TFEU dan Hukum Nasional – Prinsip 
Keutamaan dan Prinsip Dampak Langsung 
Pada tahun 1950, diasumsikan secara luas bahwa model hukum 
internasional tradisional, yaitu dengan menekankan "supremasi 
kedaulatan bangsa terhadap kewajiban internasional antarbangsa", akan 
berlaku di dalam Masyarakat Eropa. Dengan model ini, hukum Uni Eropa 
tentunya tidak bisa mengimbangi aturan hukum dalam negeri, yang 
merupakan bagian dari kedaulatan negara anggota.161 Namun seiring 
dengan transformasi Masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa, telah terjadi 
serangkaian perubahan besar di Uni Eropa begitu pula dengan sistem 
hukum negara anggotanya yang membuat model tradisional ini tidak 
sesuai lagi untuk sepenuhnya diterapkan di Serikat ini.  
Dalam perkembangan sejarahnya, Makhamah Keadilan Eropa 
pada kasus Costa v Enel di tahun 1964 memutuskan untuk memberikan 
perspektif baru dalam hal hubungan hukum Uni Eropa dengan hukum 
nasional negara-negara anggota. Pengadilan ini menyatakan bahwa, 
"Kontras dengan perjanjian internasional biasa, TEEC (sekarang TFEU) 
telah menciptakan sistem hukumnya sendiri yang, saat berlakunya 
Perjanjian ini, telah menjadi bagian integral dari sistem hukum negara-
negara anggotanya yang mengikat bagi negara beserta pengadilan 
nasionalnya”.162 Selanjutnya, adalah kesadaran Makhamah Keadilan 
Eropa atas kelangsungan proses integrasi antara hukum Uni Eropa serta 
                                                          
161 Damian Chalmers et.al., 2010, European Union Law, 2nd Ed., Cambridge, 
Inggris: Cambridge University, hlm. 185. 





hukum nasional negara anggota yang mendorong munculnya 2 (dua) 
prinsip hukum Uni Eropa, yakni prinsip ‘supremasi' (supremacy) dan ‘efek 
langsung’ (direct effect). 
Terkait Prinsip Supremasi, Moens menunjukkan tujuan esensial 
daripada doktrin adalah untuk memastikan bahwa hukum Uni Eropa 
haruslah diutamakan apabila bertentangan dengan segala aturan hukum 
nasional negara anggota, baik dalam bentuk undang-undang hingga 
konstitusi nasional.163 Terdapat 3 (tiga) dasar pembenaran di balik prinsip 
ini: 1) Negara-negara memiliki kewajiban mematuhi hukum internasional di 
mana mereka menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut; 2) 
Untuk memastikan efektivitas dan penerapan hukum Uni Eropa yang 
seragam; dan 3) Tatanan hukum Uni Eropa berkarakter otonom.164 
Baik TEU maupun TFEU tidak menyebutkan adanya prinsip 
keutamaan di dalam masing-masing pasalnya. Tetapi meskipun tanpa 
adanya ketentuan tersebut, Makhamah Keadilan Eropa telah melihat 
tersiratnya visi supremasi hukum bahkan tahun-tahun awal eksistensi Uni 
Eropa,165 yang mana menurut Bogdandy,166 asal muasal dari prinsip ini 
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dapat ditelusuri kembali melalui putusan Makhamah Keadilan Eropa di 
Van Gend en Loos167 dan Costa v ENEL.168  
Pandangan dalam yurisprudensi tersebut selanjutnya 
diformalisasikan ke dalam Declaration Concerning Primacy yang 
kemudian mengukuhkan keberadaan prinsip keutamaan (primacy) hukum 
Uni Eropa terhadap hukum nasional negara anggota. Deklarasi ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TFEU dan dapat kita 
temukan terlampir di bagian akhir pada ‘Consolidated Version of TFEU 
and TEU’. Deklarasi ini menyatakan sebagai berikut: 
"..., Sesuai dengan kasus hukum yang telah diputuskan 
Mahkamah Keadilan Uni Eropa, Perjanjian beserta aturan hukum 
yang dikeluarkan oleh Serikat ini yang didasari oleh Perjanjian-
Perjanjian Utama Uni Eropa harus diutamakan atas hukum negara 
anggota, dengan syarat yang telah ditetapkan melalui kasus 
hukum tersebut." 
Prinsip efek langsung memastikan bahwa setiap individu dapat 
menggunakan ketentuan perjanjian Uni Eropa sebagai landasan hukum 
ketika berproses hukum dalam pengadilan negara anggota Uni Eropa di 
mana saja.169 Alasan hadirnya prinsip yang menarik ini terletak pada 
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realita di masyarakat bahwa hukum Uni Eropa tidak akan menjadi hukum 
yang efektif bila tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi warga negara 
anggota terhadap hukum nasional di negara mereka masing-masing yang 
tidak sesuai dengan aturan hukum Uni Eropa.170 Prinsip ini pertama kali 
diperkenalkan dalam kasus ternama yakni Van Gend en Loos,171 di mana 
Makhamah Keadilan Eropa memutuskan bahwa: 
"Negara-negara anggota telah mengakui bahwa hukum 
masyarakat (community law) memiliki posisi hukum yang dapat 
digunakan oleh warga negara ketika berproses hukum dalam 
pengadilan negara anggota maupun dalam mahkamah pengadilan 
ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal ini adalah bahwa 
masyarakat (dalam hal ini Masyarakat Eropa) merupakan suatu 
entitas hukum baru dalam hukum internasional di mana meskipun 
hanya dalam bidang-bidang terbatas, negara-negara anggota 
telah sepakat membatasi hak-hak kedaulatan mereka atas 
kepentingan bersama, yang bukan hanya melingkupi negara 
sebagai subjeknya, tetapi juga warga negara di dalamnya."172 
Perlu diketahui bahwa menurut penafsiran Makhamah Uni Eropa, 
pasal-pasal di dalam perjanjian-perjanjian Uni Eropa merupakan 
gabungan daripada ketentuan yang menganut prinsip efek langsung dan 
yang tidak menganut prinsip efek langsung.173 Akibatnya, tidak semua 
ketentuan TFEU maupun sumber hukum utamanya dapat secara 
                                                          
170 Lihat ECJ, R. v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and 
others, C-213/89, EU:C:1990:257, para. 21; Lihat juga Gabriël Moens dan John Trone, 
2010, Op. Cit., hlm. 367. 
171 ECJ, Case 26/62, Op. Cit., para. 12-13. 
172 ECJ, Case 26/62, Op. Cit., para.12; Lihat juga ECJ, Case 6/64, Op. Cit., para. 
4. 
173 Lihat ECJ, Ursula Becker v Finanzamt Münster-Innenstadt, 8/81, 
EU:C:1982:7, para. 21; Lihat juga ECJ, Pubblico Ministero v. Ratti, 148/78, 





langsung digunakan sebagai landasan hukum bagi orang-orang di Uni 
Eropa. Untuk memahami persyaratan berlakunya prinsip efek langsung ini, 
Makhamah Keadilan Eropa di keputusan Van Gend en Loos mencoba 
untuk merumuskan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu 
ketentuan dapat dianggap memiliki efek langsung, kriteria tersebut antara 
lain:174 
- Jelas dan tepat: Ketentuan dalam perjanjian tersebut harus 
mengindikasikan kewajiban negara anggota secara jelas dan 
tepat; 
- Mutlak atau Tanpa Syarat: Kewajiban yang termuat dalam 
ketentuan perjanjian harus bersifat mutlak atau tanpa syarat; 
- Berlaku Langsung: Ketentuan perjanjian tersebut mengikat 
langsung ke dalam aturan hukum nasional negara anggota 
tanpa adanya proses ratifikasi ataupun legalisasi oleh badan-
badan Uni Eropa maupun negara anggotanya; dan 
- Tanpa Pengecualian: Negara-negara anggota harus 
melaksanaan ketentuan tersebut tanpa adanya dasar 
pengecualian yang dapat dibenarkan.  
Pertanyaannya kemudian adalah apakah pasal-pasal pergerakan 
bebas barang TFEU merupakan ketentuan yang memiliki efek langsung. 
Untuk menjawab hal ini, pasal-pasal tersebut haruslah terlebih dahulu diuji 
melalui proses penafsiran Makhamah Uni Eropa. Pada kasus Van Gend 
                                                          





en Loos, Hakim-hakim Makhamah Keadilan Eropa secara tidak langsung 
membenarkan hal ini. Dalam pengamatan mereka, dijelaskan bahwa 
"sesuai dengan ruh, skema umum beserta kata-kata yang termuat pada 
TEEC, Pasal 12 TEEC (Sekarang Pasal 30 TFEU) harus ditafsirkan 
sebagai pasal yang memiliki efek langsung serta menciptakan hak-hak 
bagi individu yang harus dilindungi oleh pengadilan nasional negara 
anggota”.175 
Keputusan ini menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran 
pada Pasal 30 TFEU (terkait larangan bea masuk atas barang impor dan 
ekspor), maka baik individu maupun badan usaha176 dapat mengunakan 
langsung ketentuan tersebut sebagai dasar hukum ketika bersengketa 
dengan aparat negara anggota atau badan-badan Uni Eropa (vertical 
direct effect) dan bahkan dalam sengketa antarsesama individu maupun 
badan usaha (horizontal direct effect).  
Walau keputusan Van Gend en Loss tidak menjanjikan bahwa 
semua ketentuan TFEU memiliki efek langsung, tidaklah menutup 
kemungkinan di masa mendatang Makhamah Keadilan Eropa akan 
mengakui keberadaan prinsip efek langsung dengan menafsiran pasal-
pasal pergerakan bebas barang TFEU lainnya. Dengan demikian, baik 
prinsip supremasi maupun prinsip efek langsung merupakan pilar sentral 
                                                          
175 ECJ, Case 26/62, Op. Cit, para.13. 
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membedakan penggunaan istilah perusahaan dan firma, kita bisa menyimpulkan bahwa 
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dari tatanan hukum Uni Eropa yang bertujuan untuk memastikan hukum 
ini dapat secara efektif dan seragam diterapkan di seluruh negara-negara 
anggota Uni Eropa, sehingga Uni Eropa dapat mewujudkan berbagai misi 
ekonomi dan sosial yang dikehendaki dalam TFEU serta perjanjian Uni 
Eropa lainnya.177 
c. Aturan-Aturan TFEU terkait Hambatan Tarif dan Fiskal 
Pada bagian ini, kita akan berusaha memahami garis besar 
kebijakan TFEU yang mengatur pergerakan bebas barang, yaitu: 1) 
Pendirian Serikat Pabean; 2) Penghapusan biaya bea ekspor dan impor 
antara ngara-negara anggota; 3) Penerapan Tarif Bea Bersama terhadap 
negara pihak ketiga (negara bukan anggota Uni Eropa); dan 4) 
Pelarangan biaya-biaya yang berdampak setara dengan bea masuk. 
1) Pendirian Serikat Pabean 
Serikat Pabean merupakan unsur penting dalam keberlangsungan 
pasar internal Uni Eropa dan bahkan untuk Uni Eropa secara garis 
besarnya. Landasan pembentukan Serikat Pabean diatur dalam Pasal 
28(1) TFEU. Melalui Pasal ini, diketahui bahwa badan didirikan untuk 
mengawasi dan mengatur lalu lintas perdagangan barang dalam Uni 
Eropa. Selanjutnya, Serikat Pabean secara khusus dijelaskan pada Bab 1 
Titel II TFEU (Pasal 30-32) yang mana mengatur tugas-tugas utama 
Serikat Pabean. Bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  
                                                          





- Pasal 30: Pasal menginstruksikan Serikat Pabean untuk 
melarang serta mengawasi penghapusan bea impor dan ekspor 
maupun segala biaya yang berdampak setara dengan bea 
masuk di antara negara-negara anggota Uni Eropa. 
- Pasal 31: Pasal ini mewajibkan Komisi Eropa untuk 
mengajukan usulan tarif cukai yang harus disepakati secara 
konsensus oleh Dewan Uni Eropa. Usulan yang disepakati 
selanjutnya menjadi tarif bersama negara-negara anggota 
untuk semua barang-barang negara pihak ketiga yang akan 
memasuki kawasan Uni Eropa. 
- Pasal 32: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (lihat 
‘Panduan dalam Penerapan Ketentuan Pergerakan Bebas 
Barang Perdagangan TFEU’), pasal ini memberikan haluan dan 
pedoman di dalam menjalankan tugas-tugas Serikat Pabean.178 
Selain ketentuan-ketentuan di atas, TFEU tidak lebih lanjut 
menjelaskan prosedur atau mekanisme berjalannya Serikat Pabean. 
Perjanjian ini merujuk segala pengaturan dan mekanisme pengelolaan 
badan kepada sumber hukum sekunder yaitu Union Customs Code.  
Perlu juga diketahui bahwa TFEU sendiri telah membayangkan 
peran aktif Serikat Pabean di dalam perdagangan dunia di masa depan. 
Dipaparkan dalam Pasal 206 TFEU bahwa Perjanjian ini mendorong 
Serikat Pabeannya untuk "memberikan kontribusi di dalam 
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pengembangan proses harmonisasi perdagangan dunia, penghapusan 
secara berkala hambatan perdagangan internasional dan hambatan 
investasi asing langsung (foreign direct investment), serta dalam 
penurunan bea masuk dan hambatan lainnya." 
Dalam prakteknya, peran utama Serikat Pabean Uni Eropa adalah 
untuk mengumpulkan bea masuk atas barang-barang negara pihak ketiga 
dan juga pajak tidak langsung yang diizinkan berdasarkan aturan hukum 
Uni Eropa, seperti pajak VAT dan bea cukai (excise duty). Namun dalam 
beberapa tahun terakhir, Badan ini mulai mengemban tugas-tugas 
tambahan seperti mengawasi kualitas dan kesehatan barang seperti 
produk makanan serta kepatuhan produk-produk tersebut dengan 
kebijakan Uni Eropa terkait lingkungan dan perlindungan hewan.  
Peningkatan jumlah negara anggota Uni Eropa sejak tahun 2004, 
2007 hingga 2013 telah menambahkan 13 negara baru begitu pula 
melebarkan wilayah penyebaran barang di kawasan Uni Eropa. Tentunya 
peningkatan tersebut memberikan tantangan sendiri bagi Serikat Pabean 
yang dibutuhkan untuk selalu mengawasi lalu lintas barang di darat, laut 
maupun di udara.179 Sehingga dalam menjamin aspek keamanan di Uni 
Eropa, Badan ini gencar melawan ancaman terorisme dengan melakukan 
inspeksi rutin terhadap produk-produk yang dianggap illegal atau 
mengancam keselematan masyarakat. 
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2) Larangan Penerapan Bea Masuk dan Biaya yang Berdampak 
Setara Bea Masuk 
Umumnya kita telah ketahui bahwa bea masuk adalah biaya-biaya 
yang dikenakan atas masuknya barang impor (dan terkadang untuk 
barang ekspor) oleh pihak pabean suatu negara dalam rangka 
meningkatkan pemasukan negara tersebut. Bea masuk terutama yang 
bertaraf tinggi dapat menghambat masuk dan keluarnya di antara negara-
negara anggota Uni Eropa.180 Adapula biaya-biaya lain yang dapat 
berpotensi menghambat pergerakan bebas barang di Uni Eropa. Biaya ini 
sering disebut sebagai ‘biaya yang berdampak setara bea masuk’ (Charge 
Having Equivalent Effect). 
Penghapusan bea masuk dan biaya yang berdampak setara bea 
masuk merupakan gagasan sentral di dalam pembentukan Serikat 
Pabean dan pasar internal Uni Eropa.181 Gagasan ini tercermin dalam 
Pasal 30 TFEU, yang menginstruksikan bahwa, "Bea masuk impor dan 
ekspor serta biaya yang berdampak setara bea masuk akan dilarang di 
antara negara-negara anggota”. Larangan ini juga berlaku terhadap biaya-
biaya yang bersifat fiskal, seperti pajak-pajak yang tidak dibenarkan oleh 
TFEU. Calster dalam hal ini menyimpulkan bahwa, "tiada ruang manuver 
apapun yang bisa membenarkan penerapan bea masuk".182 
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181 Paul Craig dan Gráinne de Búrca, 2011, Op. Cit., hlm. 611. 
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Tidak seperti bea masuk yang sudah cukup jelas artinya, dalam 
perkembangan awal Uni Eropa sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa, salah 
satu permasalahan dalam penerapan pasal 25 TEEC (sekarang Pasal 30 
TFEU) terletak pada kurang jelasnya pengertian atas istilah ‘biaya yang 
berdampak setara bea masuk’. Apakah ini disengaja ataupun tidak, TEEC 
serta penerusnya, Treaty establishing European Community (TEC) dan 
TFEU, tidak menjelaskan apakah yang dimaksud biaya yang berdampak 
setara bea masuk. 
Adalah melalui putusan Commission v Italy (1969), biaya yang 
berdampak setara bea masuk diartikan oleh Makhamah Keadilan Eropa 
sebagai:  
"segala biaya berupa uang, walau berjumlah kecil dan apa pun 
peruntukan dan wujud penerapannya, yang dikenakan secara 
sepihak atas barang-barang domestik maupun asing dengan 
alasan bahwa barang tersebut menyeberangi perbatasan pihak-
pihak tersebut…”.183  
Putusan ini selanjutnya menyoroti bahwa tanpa mengurangi 
kekuatan aturan-aturan lain dalam TFEU, prinsip pergerakan bebas 
barang perdagangan merupakan aturan dasar yang tidak mengizinkan 
adanya pengecualian apapun.184 
Pengertian ini sebenarnya bermasalah mengingat bahwa terdapat 
aturan dalam TFEU yang mengijinkan negara-negara anggota untuk 
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EU:C:2000:479, para. 15; ECJ, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v S.A. Ch. 
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mengumpulkan biaya-biaya berbentuk pajak apabila syarat-syarat yang 
ditentukan dalam TFEU terpenuhi.185 Sehingga, Makhamah Keadilan 
Eropa pada putusan Outokumpu Oy menawarkan beberapa batasan 
dengan menekankan bahwa "suatu biaya mungkin tidak berdampak 
setara bea masuk bilamana merupakan bagian umum dari sistem iuran 
internal negara yang secara sistematis diterapkan kepada sejumlah 
kategori produk yang dikenakan secara objektif tanpa memandang asal 
muasal daripada produk tersebut".186 
Batasan yang ditetapkan pada Outokumpu oy membuat kita paham 
bahwa, bea masuk dan biaya yang berdampak setara bea masuk 
haruslah dibedakan dengan biaya dalam bentuk perpajakan internal yang 
seyogyanya merupakan kewenangan setiap negara Anggota Uni Eropa. 
Selain daripada itu, kita juga perlu mengetahui beberapa kondisi di mana 
biaya-biaya tersebut tidaklah dilarang oleh TFEU. Meskipun Pasal 30 
TFEU tidak memiliki klausul pengecualian, Makhamah Keadilan Eropa di 
kasus Commission v Germany (1988) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) 
kondisi di mana biaya-biaya yang dikenakan oleh negara bukan dianggap 
sebagai biaya yang dilarang menurut Pasal 30. Kondisi tersebut adalah:187 
- Jika biaya tersebut berhubungan dengan sistem umum iuran 
internal negara yang secara sistematis dikenakan kepada 
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sejumlah kategori produk tanpa memandang asal muasal 
daripada produk tersebut;188 
- Jika biaya tersebut murni merupakan pembayaran atas layanan 
jasa pengiriman barang yang dibebankan kepada pelaku usaha 
yang tarifnya proporsional untuk jasa tersebut;189 atau 
- Dikarenakan kondisi tertentu, biaya tersebut merupakan bagian 
daripada biaya inspeksi barang yang diwajibkan untuk 
memenuhi kewajiban hukum Uni Eropa.190 
3) Perlakuan Tarif atas Barang-Barang di Luar Uni Eropa – 
Penerapan Tarif Bea Bersama serta Kebijakan Perlindungan 
Pasar Uni Eropa 
Bea masuk dilarang apapun alasan penerapannya di antara negara 
anggota Uni Eropa. Sebaliknya, TFEU memperkenankan penerapan bea 
masuk kepada segala produk yang berasal dari luar Serikat ini (terkecuali 
telah disepakati disebaliknya antara Uni Eropa dan negara bukan anggota 
Uni-Eropa tersebut191), bea masuk itu dikenal sebagai tarif bea bersama.  
                                                          
188 ECJ, SARL Denkavit Loire v French State, administration des douanes, 
132/78, EU:C:1979:139, para. 7. 
189 ECJ, Commission v Denmark, 158/82, EU:C:1983:317, para. 19. 
190 ECJ, W. J. G. Bauhuis v The Netherlands State, 46/76, EU:C:1977:6, para. 
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the European Economic Area, 1994, OJ No. L 1; Kawasan Perdagangan Bebas bersama 





Keberadaan Serikat Pabean dikarakterkan dengan adanya tarif bea 
bersama,192 tarif ini merupakan tarif bea masuk yang diterapkan seragam 
di semua negara anggota atas barang impor yang berasal dari negara-
negara di luar Uni Eropa. Tarif ini pertama kali diadopsi oleh Uni Eropa 
sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1968 di bawah mandat 
Pasal 23 TEEC. Dewasa ini, mandat tersebut dapat ditemukan pada Pasal 
28 TFEU.  
Bagi negara-negara bukan anggota Uni Eropa, penerapan tarif bea 
bersama berdasarkan Pasal 28 TFEU berarti bahwa, barang yang berasal 
dari mereka hanya akan "bebas beredar" di pasar internal layaknya 
barang-barang asal negara Uni Eropa193 ketika ‘barang tersebut telah 
dikenakan biaya sesuai dengan tarif bersama’ dan apabila ‘barang 
tersebut telah melalui pemeriksaan di salah satu negara anggota Uni 
Eropa dan memenuhi syarat formal masuknya barang ke negara 
tersebut.194 
Sebagai contoh, Perusahaan A di Belanda mengimpor sofa rotan 
asal Indonesia. Perusahaan tersebut telah membayarkan bea masuk 
berdasarkan tarif bea bersama dan juga telah melewati pemeriksaan 
formal atas produk sofa rotan itu di negara penerima impor, yaitu Belanda. 
Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, produk sofa rotan itu telah 
diakui kebebasan pergerakannya di Uni Eropa. Sehingga, jika Perusahaan 
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A ingin mengekspor sofa tersebut ke Jerman, maka perusahaan itu akan 
memiliki kebebasan untuk melakukannya tanpa harus membayar bea 
masuk dan melalui proses pemeriksaan formal, karena baik Belanda dan 
Jerman adalah negara-negara anggota Uni Eropa. 
Terkait siapakah yang dapat mengatur ukuran tarif bea bersama, 
semenjak tahun 1968, negara-negara anggota tidak berhak secara 
sepihak untuk mengatur kebijakan bea masuknya seperti menangguhkan 
bea masuk atau mengubah ukuran tarif bea bersama. Hal ini karena 
hanyalah Dewan Uni Eropa yang berhak mengatur penerapan aturan tarif 
bea bersama. Pasal 31 TFEU menyatakan bahwa, "besaran tarif bea 
bersama akan ditetapkan oleh Dewan (Dewan Uni Eropa) melalui usulan 
Komisi (Komisi Eropa)." 
TFEU tidak memberikan rincian teknis terkait bagaimana tarif bea 
bersama dapat diberlakukan, sehingga kita harus berpegangan pada 
sumber hukum sekunder yaitu Community Customs Code (aturan ini akan 
digantikan pada tahun 2016 dengan Union Customs Code). Aturan ini 
mulai berlaku sejak tahun 1992 yang menjadi wujud kodifikasi atas hukum 
pabean Uni Eropa. Aturan ini mengatur aspek-aspek teknis yang tidak 
dijelaskan dalam TFEU seperti ketentuan umum terkait hak dan kewajiban 
negara anggota dan individu atas kebijakan pabean, ketentuan dasar 
yang mengatur bea masuk untuk impor dan ekspor, besaran bea masuk, 
tarif cukai Uni Eropa, klasifikasi tarif barang dan ketentuan asal barang. 
Walaupun Serikat Pabean ini selalu berusaha untuk memastikan 
agar setiap barang dari negara ketiga diterima dengan baik di pasar 





masuk ke pasar Uni Eropa dengan menggunakan praktek perdagangan 
yang tidak adil (unfair trade practice), seperti praktek dumping harga 
barang atau ketika  produk tersebut masuk dalam jumlah yang tidak 
terkendali ke dalam Uni Eropa akibat menerima bantuan subsidi dari 
negara asal.  
Praktek-praktek tersebut tidak memberikan keuntungan apapun 
bagi kebebasan pergerakan barang melainkan hanya menyebabkan 
timbulnya persaingan tidak sehat dalam pasar internal Uni Eropa. Oleh 
karena itu, tidak bertentangan dengan misi TFEU dalam menghapuskan 
hambatan tarif, perjanjian ini secara tersirat memperkenankan badan-
badan Uni Eropa untuk menidaklanjuti persaingan yang tidak adil tersebut 
dengan tindakan-tidakan perlindungan perdagangan (trade defence 
measures). Tindakan-tindakan tersebut antara lain; 
- Kebijakan Anti-Dumping: Aturan itu tersirat dalam Pasal 207 
TFEU. Tindakan ini akan diberlakukan ketika setelah melalui 
investigasi, Komisi Eropa menemukan bahwa produsen barang 
dari luar Uni Eropa telah menjual barang di Uni Eropa di bawah 
harga penjualan di pasar domestiknya atau di bawah biaya 
produksi atas produk tersebut. Umum penindakan yang 
diberikan adalah dengan mengenakan bea masuk tambahan 
terhadap produk barang negara tersebut yang penghitungan 
tarifnya bisa tetap (fixed), bervariabel atau melalui persentase 
total nilai barang (ad-volarem). Tindakan ini dapat diberlakukan 





tahun lamanya jika Dewan Uni Eropa memutuskan 
memberlakukannya secara definitif.195 
- Kebijakan Anti-Subsidy: Seperti kebijakan anti-dumping yang 
tersirat dalam Pasal 207 TFEU, Tindakan ini akan diberlakukan 
ketika setelah melalui investigasi, Komisi Eropa menemukan 
bahwa pemerintah di luar Uni Eropa terbukti memberikan 
bantuan finansial kepada perusahaan-perusahaan di dalam 
memproduksi atau mengekspor barang-barangnya. Tindakan 
ini diberlakukan untuk mengatasi dampak distorsi perdagangan 
yang diakibatkan oleh subsidi terhadap pasar internal Uni 
Eropa. Tindakan ini dapat berupa bea masuk terhadap produk-
produk yang menerima subsidi tersebut.p Perhitungan 
besarannya bisa menggunakan formula tetap, bervariabel atau 
ad valorem. Tindakan ini dapat diberlakukan sementara dengan 
jangka waktu hingga 4 bulan, atau hingga 5 tahun lamanya jika 
Dewan Uni Eropa memutuskan memberlakukannya secara 
definitif.196 
- Tindakan Pengamanan (Safeguard): Tidak seperti kebijakan 
anti-subsidy dan dumping, tindakan pengamanan tidak semata-
mata diterapkan untuk mengatasi praktek-praktek perdagangan 
yang tidak adil. Sebaliknya, penerapan tindakan ini didasari 
dengan kekhawatiran atas peningkatan impor tajam dan drastis 
                                                          
195 European Commission, 2014, Introduction to trade defence policy, hlm. 1, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151014.pdf, diakses pada 
16/03/2015. 





oleh produk-produk tertentu, yang tidak mungkin dapat 
diantisipasi oleh produsen-produsen barang Uni Eropa untuk 
dapat berbenah dan beradaptasi dengan situasi perdagangan 
tersebut. Secara implisit dalam Pasal 201 TFEU dijelaskan 
bahwa tindakan ini bisa diberlakukan ketika diputuskan perlu 
oleh Dewan Uni Eropa melalui rujukan Komisi Eropa yang 
dilayangkan berdasarkan permintaan negara-negara anggota 
Uni Eropa.  Tindakan pengamanan biasanya berwujud 
pembatasan kuota impor atau pemberlakuan kuota tarif kepada 
produk impor tersebut yang bisa berdurasi singkat selama 200 
hari atau 4 tahun lamanya jika ditetapkan definitif.197 
4) Larangan Pungutan Pajak Diskriminatif 
Sebelum mengevaluasi aturan TFEU terkait perpajakan internal, 
kita terlebih dahulu harus menyadari rasio di balik mengapa negara 
anggota Uni Eropa diperkenankan oleh Serikat ini untuk memungut pajak 
internal namun tidak dibenarkan memungut bea masuk. 
Penting untuk diingat bahwa sektor publik negara sebagian besar 
dibiayai melalui pungutan pajak, yang dipungut atas berbagai kegiatan 
ekonomi yang dijalankan di sektor swasta negara tersebut seperti 
penjualan barang, baik barang lokal ataupun impor. Oleh karena itu 
perpajakan dianggap sebagai salah satu ruang kedaulatan negara yang 
penting bagi setiap pemerintah nasional di belahan dunia manapun.  
                                                          






Dibentuk bukan sebagai federasi, Uni Eropa tidak memiliki 
kekuatan untuk menarik pajak atas anggarannya sendiri tanpa 
persetujuan negara-negara anggota. Bahkan ketika terdapat Keputusan 
Dewan Uni Eropa yang menetapkan bahwa Uni Eropa dapat menarik 
keuntungan untuk membiayai anggarannya dengan memungut pajak, 
seperti pajak VAT.198 Aturan tersebut bukan berarti Serikat ini mampu 
secara sepihak menambahkan beban pajak bagi wajib pajak di negara 
anggota. Pungutan itu tidak lain sebagai metode alternatif yang 
ditawarkan kepada negara anggota untuk membayar kontribusi 
keanggotaannya. 
Melalui metode ini, untuk setiap hasil pungutan pajak yang berhasil 
dikumpulkan akan mengurangi jumlah kontribusi nasional yang harus 
dibayarkan negara anggota kepada Uni Eropa.199  Negara anggota tentu 
saja tetap memiliki kedaulatan untuk memilih metode ini atau metode lain 
yang terbaik bagi mereka di dalam mengumpulkan pendapatan 
nasionalnya serta untuk membayar kontribusi finansial mereka kepada Uni 
Eropa. 
Terlepas dari tidak dilarangnya penerapan perpajakan internal, 
Pasal 110 TFEU juga menandakan pentingnya untuk memastikan 
kebebasan mendasar terhadap pergerakan barang di Uni Eropa. Aturan 
ini termuat sebagai berikut: 
                                                          
198 Terkait pajak VAT sebagai sumber pendapatan Uni Eropa, lihat EU, Council 
Decision 2007/436/EC on the system of the European Communities’ own resources, 
2007, OJ L 163, Psl. 2. 
199 European Commission, Budget Explained; Myths and Fact, 





"Tidak ada negara anggota yang boleh menerapkan, langsung atau 
tidak langsung, pada produk-produk dari negara anggota lainnya, 
segala pajak internal apapun wujudnya yang lebih banyak 
jumlahnya daripada yang dikenakan langsung atau tidak langsung 
pada produk yang sama di dalam negara tersebut. Selain itu, tidak 
ada negara anggota yang boleh menerapkan perpajakan internal 
apapun bentuknya terhadap produk-produk negara anggota lain 
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan tidak langsung 
terhadap produk-produk lainnya." 
Perpajakan internal dalam konteks perdagangan barang, dapat 
diartikan sebagai beban keuangan yang dikenakan dalam sistem umum 
perekonomian negara yang dibebankan kepada produk domestik dan 
impor sesuai atas tujuan yang sama.200 Beban pajak atas barang bisa 
berwujud pajak VAT, bea cukai ataupun pajak-pajak non-diskriminatif 
lainnya. Meskipun terdapat berbagai jenis pajak, Mahkamah Keadilan 
Eropa dalam putusan Michaïlidis v Asfaliseon menjelaskan bahwa:  
"biaya yang dikenakan di perbatasan (perbatasan Uni Eropa) akan 
dianggap sebagai pajak internal dan bukan biaya yang berdampak 
setara bea masuk, hanya bila pajak tersebut sama dengan pajak 
produk nasional jika diperbandingkan besaran biayanya, 
penerapannya di tahapan pemasaran hingga dasar penerapannya 
yang harus identik ".201 
Berdasarkan lingkup perpajakan internal di atas, tujuan Pasal 110 
TFEU cukuplah sederhana, yaitu untuk memberikan kebebasan bagi 
negara-negara anggota dalam menentukan kebijakan perpajakannya202 
                                                          
200 John Tillotson dan Nigel Foster, 2003, Text, Cases and Materials on 
European Union Law, 4th Ed., London, Inggris: Cavendish, hlm. 266. 
201 ECJ, Kapniki Michaïlidis AE v Idryma Koinonikon Asfaliseon, C-441/98 dan C-
442/98, EU:C:2000:479, para. 24. 
202 ECJ, John Walker and Sons Ltd v Ministeriet for Skatter og Afgifter, C-243/84, 





sementara tetap mencegah terabaikannya tujuan Pasal 28 hingga 30 
TFEU oleh praktek-praktek perpajakan internal yang diskriminatif.203 Dapat 
juga disimpulkan bahwa, sistem pajak megara anggota dapat dianggap 
diskriminatif apabila mengenakan pajak yang lebih berat terhadap produk-
produk impor jika dibandingkan dengan produk yang sama di dalam 
negara tersebut.204 
Tidak banyak aturan teknis yang dapat ditemukan di dalam TFEU, 
oleh karena itu kita harus merujuk kepada sumber hukum sekunder. Agar 
Uni Eropa dapat mengadopsi hukum sekunder tentang perpajakan tidak 
langsung barang, Komisi Eropa perlu mengusulkan terlebih dahulu 
proposal atas aturan tersebut yang selanjutnya harus mendapat 
persetujuan bulat oleh Dewan Uni Eropa berdasarkan prosedur legislatif 
khusus setelah berkonsultasi dengan Parlemen Uni Eropa dan Komite 
Ekonomi dan Sosial Uni Eropa (European Union Economic and Social 
Committee).205 
d. Aturan-Aturan TFEU terkait Hambatan BukanTarif 
Pasal-pasal utama TFEU yang mengatur masalah hambatan bukan 
tarif adalah: 
                                                          
203 Paul Craig dan Gráinne de Búrca, 2011, Op. Cit., hlm. 620. 
204 ECJ, Charalampos Dounias v Ypourgio Oikonomikon, C-228/98, 
EU:C:2000:65, para. 41; ECJ, Reference on Tulliasiamies and Antti Siilin, C-101/00, 
EU:C:2002:505, para.  52; ECJ, Maciej Brzeziński v Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, 
C-313/05, EU:C:2007:33, para.  40. 





- Pasal 34: Terkait larangan ‘pembatasan kuantitatif’ dan semua 
‘tindakan yang berdampak setara pembatasan kuantitatif’ 
(Measure Having Equivalent Effect) terhadap barang impor 
negara-negara anggota; 
- Pasal 35: Terkait larangan ‘pembatasan kuantitatif’ dan semua 
‘tindakan yang berdampak setara pembatasan kuantitatif 
terhadap barang ekspor negara-negara anggota; dan 
- Pasal 36: Terkait dasar pengecualian pada Pasal 34 dan 35 
TFEU atas timbulnya hambatan bukan tarif yang menghambat 
kebebasan pasar internal.  
Sebelum menguraikan pasal-pasal di atas, perlu diingat bahwa 
penggunaan istilah 'pembatasan kuantitatif' tidaklah harus dibingungkan 
dengan istilah 'hambatan bukan tarif' karena keduanya secara definisi 
adalah sama. Pada bagian ini, kita akan mengulas serta melihat sejarah 
Uni Eropa di masa lalu terkait bagaimana Uni Eropa mengatur (regulate) 
aturan harmonisasi perdagangan barang, serta bagaimana Serikat ini 
mencoba menghilangkan peraturan (de-regulate) yang merupakan 
hambatan bukan tarif bagi pergerakan bebas barang di Uni Eropa. 
1) Larangan Penerapan Pembatasan Kuantitatif atas Ekspor dan 
Impor 
Isenbaert berpendapat bahwa, "larangan bea masuk impor atau 





terpadu".206 Dengan keberhasilan penghapusan tarif internal di tahun 
1960. beberapa pemimpin bisnis Uni Eropa serta anggota-anggota staf 
Komisi Eropa bekerja untuk mengagasan program yang nantinya akan 
menghilangkan hambatan bukan tarif.207 
Urgensi di balik gagasan ini karena di masa itu, negara-negara 
anggota tetap mampu penerapan kuota jumlah barang atas barang impor 
bahkan membatasi aliran lintas batas barang melalui kebijakan-
kebijakannya yang setara dengan penghambatan kuota. 208 Gagasan ini 
sekarang telah tertuang dalam Pasal 34 dan 35 TFEU yang mana 
melarang semua pembatasan kuantitatif baik pada barang impor maupun 
ekspor di Uni Eropa. 
Tetapi sekali lagi, TFEU gagal memberikan pengertian pada istilah 
penting seperti ‘pembatasan kuantitatif’. Masalah ini tidak terjawab hingga 
diputuskannya kasus Geddo  v Risi di tahun 1973, Mahkamah Keadilan 
Eropa dalam putusan ini mengartikan bahwa pembatasan kuantitatif 
“mencakup tindakan-tindakan yang secara keseluruhan atau sebagian 
dapat menghambat jalannya kegiatan impor, ekspor atau transitnya suatu 
barang.” 209  Lebih lanjut disimpulkan oleh Isaenbert bahwa pembatasan 
                                                          
206 Mathieu Isenbaert, 2010, EC Law and the Sovereignty of the Member States 
in Direct Taxation, IBFD Doctoral Series No. 19, Amsterdam, Belanda, hlm.  232. 
207 Ketika Delors  menjabat sebagai Presiden Komisi Eropa pada tahun 1985, dia 
mempercepat realisasi ide penghilangan hambatan bukan tarif sebagai inisiatif yang 
harus didukung oleh pemerintah-pemerintah negara anggota. Inisiatif ini didasari 
kepentingan ekonomi dan juga politis yaitu untuk ‘meluncurkan kembali Masyarakat 
(Masyarakat Ekonomi Eropa)’ setelah dua dekade yang stagnan; Lihat Cansu Korkmaz, 
2012, Op. Cit., hlm. 6. 
208 Mathieu Isenbaert, 2010, Loc. Cit., hlm. 232. 






kuantitatif adalah tindakan-tindakan yang dapat membatasi aktifivitas 
impor atau ekspor barang berdasarkan kuantitasnya atau nilai dari barang 
yang bersangkutan.210 
Pasal 34 dan 35 TFEU mencakupi segala tindakan-tindakan yang 
diambil oleh negara-negara anggota di mana istilah 'negara anggota’ 
sendiri telah diperluas penafsirannya yang mecakup semua otoritas 
pemerintahan negara, baik itu otoritas pemerintah pusat, otoritas 
pemerintah dari negara federal, otoritas pemerintah daerah hingga otoritas 
territorial negara lainnya.211 
2) Larangan Penerapan Tindakan-Tindakan yang Berdampak 
Setara Pembatasan Kuantitatif 
Selain melarang pembatasan kuantitatif, TFEU juga melarang 
semua tindakan yang berdampak setara pembatasan kuantitatif terhadap 
aktivitas impor212 dan ekspor213. Tindakan yang berdampak setara 
pembatasan kuantitatif dicirikan sebagai tindakan negara yang 
terselubung dan nampaknya biasa namun bertujuan untuk melindungi 
produk lokal dari persaingan dengan produk impor. Mereka berniat 
menggunakan tindakan ini untuk mengisolasi pasar nasional, yang mana 
jelas bertentangan dengan konsep daripada pasar tunggal Uni Eropa.214 
                                                          
210 Lihat Mathieu Isenbaert, 2010, Op. Cit., hlm.  234. 
211 ECJ, Aragonesa de Publicidad Exterior SA and Publivía SAE v Departamento 
de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña, C-1/90 dan C-176/90, 
EU:C:1991:327, para. 8. 
212 Lihat EU, TFEU, Psl. 34. 
213 Lihat EU, TFEU, Psl. 35. 





Tindakan yang berdampak setara pembatasan kuantitatif tidak 
perlu dipusingkan dengan pembatasan kuantitatif karena tindakan yang 
berdampak setara pembatasan kuantitatif konsepnya lebih luas 
dibandingkan pembatasan kuantitatif.215 Tidak seperti pembatasan 
kuantitatif yang konsepnya focus terhadap pembatasan kuota, tindakan 
yang berdampak setara pembatasan kuantitatif dijelaskan Mahkamah 
Keadilan Eropa dalam kasus Dassonville sebagai, "segala aturan 
perdagangan yang diberlakukan oleh negara-negara anggota yang 
mampu menghambat, langsung atau tidak langsung, secara aktual atau 
potensial, perdagangan intra-masyarakat (Masyarakat Eropa)." 216 Definisi 
yang di usung pada kasus Dassonville telah mengalami pengembangan di 
beberapa tahun terakhir, perkembangan itu antara lain: 
- Rewe-Zentral AG “Cassis De Dijon” dan Familiapress: 
Ketika tidak terdapat aturan yang mengharmonisasi peraturan 
perundang-undangan nasional, segala aturan terkait barang 
yang diterapkan oleh negara anggota yang setelah dikaji tidak 
menghormati prinsip pengakuan bersama (mutual 
recognition)217 adalah tindakan yang berdampak setara 
pembatasan kuantitatif;218 
                                                          
215 Lihat Mike Cuthbert, 2003, Op. Cit., hlm. 94. 
216 ECJ, Procureur du Roi v Benoît and Gustave Dassonville, 8-74, 
EU:C:1974:82, para. 5. 
217 Prinsip ‘pengakuan bersama’ menekankan bahwa, tidak bertentangan dengan 
perbedaan aturan teknis antara negara-negara anggota di Uni Eropa, Negara anggota 
yang menjadi tempat tujuan masuknya barang yang berasal dari negara Uni Eropa 
lainnya dilarang untuk menahan penjualan barang di wilayahnya apabila barang tersebut 
telah dijual secara sah di wilayah negara anggota lainnya, bahkan ketika mereka 





- Reference on Keck and Mithouhard (i): Aturan penjualan 
(selling arrangements) bukan termasuk peraturan yang 
berdampak setara pembatasan kuantitatif karena tidak 
menghalangi secara langsung atau tidak langsung, aktual atau 
potensial perdagangan di antara negara-negara anggota;219 
- Reference on Keck and Mithouhard (ii): Segala tindakan 
yang diadopsi oleh negara anggota yang memperlakukan 
produk yang berasal dari negara anggota lain di posisi kurang 
menguntungkan dibandingkan di negara tersebut, atau 
menghalangi akses produk tersebut ke pasar negara 
bersangkutan, merupakan tindakan-tindakan yang berdampak 
setara pembatasan kuantitatif; 220 
- Schmidberger “Spanish Strawberries Case”: Kegagalan 
ataupun pembiaran negara anggota dalam mencegah 
terjadinya hambatan lalu lintas pergerakan barang di Uni Eropa 
yang terjadi yang terjadi di wilayahnya, terutama yang 
                                                                                                                                                               
ditentukan terhadap barang-barang lokal di negara pengimpor tersebut. Berdasarkan 
prinsip ini, aturan teknis tetap dapat berbeda-beda dari satu negara dengan negara 
lainnya. Lihat ECJ, Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein “, 
120/78, EU:C:1979:42, para. 5. 
218 Lihat ECJ, Commission v Italy, Case C-110/05, EU:C:2009:66, para. 35; Lihat 
dengan dampak yang serupa, ECJ, Case 120/78, Ibid, para. 6, 14 dan 15; ECJ, 
Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v Heinrich Bauer Verlag, 
C‑368/95, EU:C:1997:325, para. 8; ECJ, Deutscher Apothekerverband eV v. 0800 
DocMorris NV and Jacques Waterval, C‑322/01, EU:C:2003:664, para. 67. 
219 Lihat ECJ, Reference on Bernard Keck and Daniel Mithouard, C-267/91 dan 
C-268/91, EU:C:1993:905, para. 16. 





diakibatkan oleh warga negaranya sendiri merupakan tindakan 
yang berdampak setara pembatasan kuantitatif;221 
- A.G.M.-COS.MET: Negara bisa dimintai pertanggung jawaban 
atas tindakan yang berdampak setara pembatasan kuantitatif 
yang dilakukan oleh petugas pemerintahannya;222 dan 
- Åklagaren v Mickelsson: Kebijakan yang membatasi 
penggunaan produk-produk tertentu dapat diklasifikasikan 
sebagai tindakan yang berdampak setara pembatasan 
kuantitatif.223 
Berdasarkan definisi dan ekstensi di atas, perlu dipahami bahwa 
ciri utama dari tindakan yang berdampak setara pembatasan kuantitatif 
adalah adanya 'efek membatasi' di dalam perdagangan barang 
antarnegara anggota.224 Dengan mengandalkan standar ini saja kita dapat 
mengidentifikasi yang manakah aturan-aturan nasional negara anggota 
yang berpotensi menghambat peredaran barang lintas negara dan 
bertentangan dengan tujuan TFEU.  
Seperti yang tercantum dalam ‘Guide to the application of Treaty 
provisions governing the free movement of goods’ yang disusun oleh 
Komisi Eropa, di bawah ini adalah daftar terbuka daripada tindakan-
                                                          
221 ECJ, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v 
Republik Österreich, C-112/00, EU:C:2003:333, para. 64. 
222 ECJ, A.G.M.-COS.MET Srl v Suomen valtio and Tarmo Lehtinen, C-470/03, 
EU:C:2007:213, para. 98-99. 
223 ECJ, Åklagaren v Percy Mickelsson and Joakim Roos, C-142/05, 
EU:C:2009:336, para. 28. 





tindakan nasional yang dianggap berpotensi melanggar pasal 34-35 
TFEU: 225 
- Persyaratan kepemilikan ijin mengimpor (importing 
license);226 
- Inspeksi dan pengawasan barang (misalnya pengawasan 
produk asal hewan, sanitasi produk, pengawasan 
phytosanitary dan kontrol lainnya, termasuk pemeriksaan 
pabean atas masuknya produk impor);227 
- Larangan atas Produk atau Zat tertentu;228 
- Persyaratan Type-Approval; 229 
- Prosedur otorisasi barang;230 
                                                          
225 Penjelasan lebih lanjut dalam daftar ini, lihat  European Commission, 2010, 
Op. Cit., hlm. 15-21. 
226 Lihat ECJ, Commission v Finland, C-54/05, EU:C:2007:168, para. 31; Lihat 
juga ECJ, International Fruit Company NV and others v Produktschap voor groenten en 
fruit, 51/71 dan 54/71, EU:C:1971:128, para. 17-18. 
227 Lihat ECJ, Rewe-Zentralfinanz eGmbH v Landwirtschaftskammer, 4/75, 
EU:C:1975:98, para. 5; Lihat juga ECJ, Procureur de la République de Besançon v Les 
Sieurs Bouhelier and others, C-53/76, EU:C:1977:17, para. 15-16. 
228 Untuk kasus-kasus terkait larangan penggunaan bahan makanan tertentu, 
lihat ECJ, Reference on Sandoz BV, C-174/82, EU:C:1983:213; ECJ, Commission v 
France, C-24/00, EU:C:2004:70; ECJ, Commission v Italy, C-420/01, EU:C:2003:363; 
ECJ, Commission v Denmark, C-192/01, EU:C:2003:492; ECJ, Commission v 
Netherlands, C-41/02, EU:C:2004:762; ECJ, Commission v Germany, C-319/05, 
EU:C:2007:678; Untuk kasus terkait larangan penggunaan zat-zat kimiawi, lihat ECJ, 
Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha AB, C-473/98, EU:C:2000:379. 
229 Lihat ECJ, Commission v France, 21/84, ECLI:EU:C:1985:184, para. 11-14. 
230 Lihat sebagai contoh, ECJ, Commission v Belgium, C-254/05, 
EU:C:2007:319, para. 22; ECJ, Commission v Portugal, C-432/03, EU:C:2005:669, para. 





- Regulasi teknis berisi persyaratan dalam penyajian barang 
(misalnya bentuk, ukuran, komposisi berat, presentasi 
atau identifikasi produk);231 
- Kewajiban untuk menunjuk perwakilan atau menyediakan 
fasilitas penyimpanan barang di negara tempat masuknya 
barang impor tersebut; 232 
- Pembatasan reklame atau periklanan; 233 
- Ketentuan terkait indikasi asal (indication of origin), 
pemberian tanda kualitas (quality mark), bahkan tindakan 
yang menghasut pembelian produk nasional;234 
                                                          
231 Lihat ECJ, Colim NV v Bigg's Continent Noord NV, C-33/97, EU:C:1999:274, 
para. 37; Lihat juga ECJ, Tommaso Morellato v. Comune di Padova, C-416/00, 
EU:C:2003:475, para.  29 – 30. 
232 Kewajiban bagi importer untuk memiliki tempat usaha di negara anggota 
tujuan impor telah dinyatakan oleh Mahkamah Keadian Eropa sebagai aturan yang 
secara langsung menegasikan pergerakan bebas barang perdagangan di dalam pasar 
internal terutama bagi badan usaha kecil dan menengah yang hendak memasuki pasar 
negara importir tersebut. Lihat ECJ, Commission v Belgium, C-155/82, EU:C:1983:53,  
para.  7. 
233 Pendekatan Mahkamah Keadilan Eropa dalam menangani kasus periklanan 
nampaknya didasari oleh 3 (tiga) langkah utama. Pertama, Pengadilan harus memahami 
bahwa terdapat beberapa metode promosi penjualan yang dianggap sebagai aturan 
penjualan. Kedua, Pengadilan akan mengkaji lingkup dari pembatasan periklanan 
(apakah larangan langsung atau tidak langsung). Ketiga, Pengadilan selanjutnya 
memeriksa ada tidaknya unsur diksriminatif (apakah pembatasan nasional tersebut 
mempengaruhi penjualan barang impor sama atau berbeda sama sekali dengan 
penjualan barang domestic). Lihat European Commission, 2010, Op.Cit., hlm. 19; Lihat 
juga ECJ, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV, C-286/81, EU:C:1982:438, para. 15 
234 Pelanggaran Pasal 34 TFEU yang paling jelas adalah ketika suatu negara 
terlibat dalam kampanye untuk mempromosikan pembelian suatu produk lokal dan 
merendahkan produk serupa yang merupakan produk impor negara Uni Eropa lainnya. 
Lihat Paul Craig dan Gráinne de Búrca, 2011, Op.Cit., hlm. 641; Lihat juga ECJ, 
Commission v. Ireland ‘Buy Irish’, 249/81, EU:C:1982:402, para. 30; ECJ, Commission v 
Germany, C-325/00, EU:C:2002:633, para. 23-28; Posisi perlindungan yang sama 
diberikan kepada kasus pemberian tanda yang hanya mengindikasikan tanda bahwa 
suatu produk telah memenuhi standar nasional negara tersebut namun tidak 
mencantumkan tanda asal negara produknya.  Lihat ECJ, Commission v Belgium, C-





- Kewajiban untuk menggunakan bahasa nasional negara 
pengimpor;235 dan 
- Pembatasan terhadap penjualan jarak jauh (misalnya 
Penjualan melalui internet, mail order, online shopping, 
dan sebagainya).236 
Panduan lebih lanjut terkait tindakan apa saja yang berdampak 
setara dengan pembatasan kuantitatif dapat ditemukan di dalam Direktif 
Komisi Eropa no 70/50.237 Menurut Búrca, terlepas bahwa Direktif ini 
hanya berlaku selama masa transisi Masyarakat Eropa, Direktif ini hingga 
sekarang tetap menjadi pijakan utama untuk memberikan gagasan 
terhadap lingkup tindakan-tindakan berdampak setara pembatasan 
kuantitatif.238  
Daftar-daftar di atas sebenarnya mengejutkan mengingat hampir 
semua aturan yang disebutkan merupakan aturan sah yang diterapkan 
negara pada umumnya untuk melindungi aktivitas perdagangan dan 
konsumen di negara mereka. Demikian penulis dapat berpendapatan 
bahwa terdapat banyak aturan atas barang impor yang secara masuk akal 
                                                          
235 Lihat ECJ, Case C-33/97, Op.Cit., para. 27 – 30. 
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Mahkamah Keadilan Eropa sendiri mulai memperlakukannya ini sebagai aturan 
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237 Lihat EU, Commission Directive 70/50 on the abolition of measures which 
have an effect equivalent to quantitative restrictions on imports and are not covered by 
other provisions adopted in pursuance of the EEC Treaty, 1970, OJ L 13, Psl. 2. 





dapat melanggar Pasal 34 dan 35 TFEU. Namun selanjutnya dibenarkan 
karena memiliki dasar pembenaran yang diperkenankan dalam Pasal 36 
TFEU atau melalui perkembangan kasus-kasus hukum Mahkamah 
Keadian Eropa. 
3) Dasar-Dasar Pembelaan Negara Anggota atas Penerapan 
Hambatan Bukan Tarif 
Jika aturan-aturan perdagangan terbukti dianggap diskriminatif atau 
melanggar Pasal 34 dan 35, mereka dapat dibenarkan pemberlakuannya 
oleh Pasal 36 TFEU: 
"Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 34 dan 35 tidak akan 
menghalangi larangan atau pembatasan impor, ekspor atau transit 
barang yang dibenarkan dengan alasan moralitas publik, kebijakan 
publik atau keamanan publik; perlindungan kesehatan dan 
kehidupan manusia, hewan atau tanaman; perlindungan harta 
peninggalan nasional yang memiliki nilai seni, sejarah atau 
arkeologis; atau perlindungan properti industri dan komersil. 
Larangan atau pembatasan tersebut, bagaimanapun juga, tidak 
akan menjadi alasan untuk pembatasan diskriminatif atau 
pembatasan terselubung atas perdagangan di antara negara-
negara anggota." 
Negara anggota dapat mendasari tindakan-tindakan menghambat 
pergerakan pasar yg mereka terapkan melalui landasan-landasan yang 
disebutkan di atas.239 Tetapi, Mahkamah Keadilan Eropa memberlakukan 
2 (dua) batasan ketika negara anggota hendak menggunakannya. 
Pertama, dikarenakan Pasal 36 TFEU merupakan pasal yang dapat 
melemahkan aturan dasar pergerakan bebas barang perdagangan, 
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Pengadilan ini dalam kasus Commission v Italy (1982) memutuskan 
bahwa segala bentuk pembenaran berdasarkan pasal ini harus diperiksa 
secara seksama.240 Sehingga, landasan pengecualian yang tercantum 
dalam Pasal ini tidak dapat ditambah ataupun dimodifikasi isinya. Kedua, 
pengecualian berdasarkan landasan-landasan dalam pasal ini tidak 
dibenarkan jika di dasari oleh tujuan yang berorientasi ekonomi.241 Negara 
anggota juga mendapat beban pembuktian (burden of proof) apabila 
menggunakan Pasal ini yang harus dibuktikan kepada Komisi Eropa, atau 
jika diadili atas pelanggaran hukum Uni Eropa, kepada Mahkamah 
Keadilan Eropa. Berikut, kita mengurai secara singkat masing-masing 
landasan pengecualian tersebut: 
- Moralitas Publik (Public Morality): Moralitas Publik: Ketika 
negara anggota melarang suatu impor barang atas dasar 
moralitas publik, larangan ini tidak bisa berlaku diskriminatif,242 
yang berarti harus berlaku juga kepada barang lokal. 
Mahkamah Keadilan Eropa telah menyatakan bahwa negara 
anggota memiliki kebebasan dalam menetapkan standar 
moralitas publik bagi mereka sendiri,243 yang berarti Pengadilan 
                                                          
240 ECJ, Commission v. Italy, 95/81, EU:C:1982:216, para. 27 
241 ECJ, Case 95/81, Ibid, para. 27. 
242 Lihat ECJ, Conegate Limited v HM Customs and Excise, 121/85, 
EU:C:1986:114, para. 20. 
243 Lihat ECJ, R v Maurice Donald Henn and John Frederick Ernest Darby, 34/79, 
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tidak akan mencoba mendefinisikan standar ini.244 Namun perlu 
diketahui terdapat batasan atas landasan ini, di mana negara 
anggota harus membuktikan bahwa isu ini cukuplah serius 
sehingga dapat membenarkan dilanggarnya kebebasan 
fundamental di dalam TFEU. Pada akhirnya, Pengadilan tetap 
memiliki kewenangan untuk meninjau proporsionalitas atas 
tindakan negara tersebut.245 
- Kebijakan Publik (Public Policy): Kebijakan publik lebih luas 
dan abstrak ruang lingkupnya jika dibandingkan dengan 
landasan lain di Pasal 36. Oleh karena itu, pengecualian ini 
hanya digunakan jika tidak terdapat lagi landasan alternatif 
yang lebih spesifik membenarkan tindakan negara tersebut. 
Ketika memanfaatkan pengecualian ini, negara anggota 
diharuskan untuk menunjukkan adanya ancaman nyata dan 
cukup serius yang dapat mempengaruhi salah satu 
kepentingan fundamental masyarakatnya hingga pada akhirnya 
kebijakan publik ini menjadi pilihan negara tersebut.246 
- Keamanan Publik (Public Security): Konsep keamanan publik 
dalam arti Pasal 36 mencakup baik keamanan internal maupun 
eksternal negara anggota. Telah umum dipahami bahwa 
                                                          
244 Peter J Oliver, 2003, Free Movement of Goods in the European Community, 
5th Ed., London, Inggris: Hart, hlm. 243. 
245 Lorna Woods, 2004, Free Movement of Goods and Services within the 
European Community, European Business Law Library, London, Inggris: Ashgate, 
hlm.115. 
246 Lihat ECJ, R. v Pierre Bouchereau, R. v. Bouchereau, 30-77, EU:C:1977:172 





kegiatan impor, ekspor dan transit barang seringkali 
disalahgunakan sebagai metode strategis dalam mengancam 
keamanan public negara anggota, sehingga negara tersebut 
berhak mendasari tindakan pembatasannya berdasarkan Pasal 
36 TFEU.247  
- Perlindungan Kesehatan dan Kehidupan Manusia, Hewan 
atau Tanaman: Perlindungan kesehatan dan kehidupan 
manusia mendapat peringkat pertama dalam penggunaannya 
di antara landasan lainnya di Pasal 36, dan adalah 
kewenangan negara anggota untuk menentukan takaran 
perlindungan mereka terkait isu ini.248 Tetapi, penggunaan 
klaim ini akan melalui pemeriksaan yang seksama oleh 
Mahkamah Keadilan Eropa. Pengadilan akan menentukan 
apakah perlindungan terhadap kesehatan merupakan tujuan 
yang sebenar-benarnya dari pada tindakan negara anggota, 
atau sebaliknya bertujuan untuk melindungi produsen dalam 
negerinya.249 Jika terbukti yang sebaliknya, jelas Pengadilan 
akan memutuskan terjadi pelanggaran TFEU. Pengadilan juga 
akan mengkaji argumentasi negara terkait ini dan menentukan 
apakah argumentasi relevan dengan fakta yang ada.250 
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Akhirnya, pengecualian ini tidak terbatas pada perlindungan 
hidup dan kesehatan manusia, tapi termasuk juga hewan dan 
tumbuhan.251 
- Perlindungan Peninggalan Nasional Memiliki Nilai Artistik, 
Sejarah atau Arkeologis: Sejauh ini, Pengadilan belum pernah 
memutuskan kasus berdasarkan landasan ini. Namun landasan 
ini telah dikodifikasi aturan teknisnya dalam sumber hukum 
sekunder yakni, Regulasi Dewan Uni Eropa no. 3911/92 
tengang ekspor dan benda budaya dari Uni Eropa252 dan 
Direktif Dewan Uni Eropa no. 93/7 tentang pengembalian objek 
budaya yang diambil secara tidak sah dari wilayah negara 
anggota.253 
- Perlindungan properti Industri dan Komersil: Pasal 36 
TFEU memberikan landasan pembelaan atas perlindungan 
properti industri dan komersial. Perlindungan properti industri 
dan komersial berlaku untuk semua hak kepemilikan industrial, 
dan hak kekayaan intelektual yang termasuk hak cipta, paten, 
merek dagang, desain dan model dan indikasi asal.254 
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252 Lihat EU, Council Regulation 3911/92 on the export of cultural goods from the 
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Selain menjadi salah satu dasar pengecualian berdasarkan Pasal 
36, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) secara lebih eksplisit 
disebut dalam Pasal 114 dan 118 TFEU. Ada dua prinsip yang perlu 
diterapkan jika menggunakan pengecualian ini, yaitu prinsip 'eksistensi 
hak' (existence of the right) dan ‘penggunaan hak' (exercise of the right). 
Terkait prinsip eksistensi hak, segala aturan nasional negara anggota 
yang mengatur penerimaan, perpindahan dan berakhirnya HKI harus 
diakui keabsahannya oleh negara anggota lain.255 Untuk prinsip 
penggunaan hak, setelah pemasaran pemasaran pertama dari produk 
tersebut, pemilik HKI atas produk tersebut tidak dapat mengajukan 
keberatan terhadap proses impor daripada barang tersebut ke negara Uni 
Eropa lainnya. Prinsip penggunaan hak juga berlaku untuk semua bentuk 
hak kepemilikan industri. 
4) Dasar Pembenar di luar Lingkup Pasal 36 – Doktrin Kenentuan-
Ketentuan Wajib 
Jika landasan pengecualian pada Pasal 36 TFEU hanya 
memungkinkan penggunaan landasan yang termuat dalam Pasal tersebut. 
Melalui perkembangan kasus hukum Uni Eropa, negara anggota dapat 
mengandalkan doktrin persyaratan wajib (mandatory requirement) 
terhadap segala landasan pengecualian di luar Pasal 36 TFEU. Asal 
muasal doktrin ini dapat ditelusuri melalui putusan Mahkamah Keadilan 
Eropa di kasus Cassis De Dijon pada tahun 1976. 
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"Hambatan pergerakan (pergerakan bebas barang) dalam 
masyarakat (Masyarakat Ekonomi Eropa) yang diakibatkan oleh 
perbedaan hukum nasional yang berkaitan dengan pemasaran 
produk tersebut haruslah diakui kepentingannya untuk memenuhi 
persyaratan wajib terkait dalam hal ini efektivitas pengawasan 
fiskal, perlindungan kesehatan masyarakat, keadilan dalam 
transaksi komersial dan perlindungan bagi konsumen." 256 
Alasan di balik doktrin persyarakatan wajib ini adalah bahwa 
terdapat banyak aturan perdagangan yang berpotensi membatasi 
perdagangan barang, namun aturan ini memiliki alasan-alasan objektif 
yang dapat dibenarkan. Doktrin ini mencakup landasan-landasan 
pengecualian yang tidak disebutkan dalam Pasal 36 TFEU, seperti 
efektivitas pengawasan fiskal, perlindungan kesehatan masyarakat, 
keadilan dalam transaksi komersial, dan perlindungan konsumen.257 
Tidak seperti Pasal 36, substansi landasan pengecualian yang 
didasari persyaratan wajib bersifat terbuka (non-exhaustive). Terlepas 
apakah ini merupakan sesuatu yang baik atau buruk, Melalui doktrin ini 
negara anggota berpotensi untuk menggunakan landasan-landasan baru 
yang tidak terdapat dalam pasal 36 bahkan yang belum di identifikasi oleh 
kasus hukum Uni Eropa untuk membenarkan tindakan pembatasannya di 
masa mendatang. Penulis tidak akan membahas doktrin ini lebih lanjut 
dan begitu pula dengan kumpulan pengecualian yang diakui doktrin ini, 
mengingat bahwa Skripsi secara khusus terfokus kepada pembahasan 
pasal-pasal TFEU semata. 
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2. Analisis Arus Bebas Barang Perdagangan ATIGA 
Inisiatif atas arus bebas barang perdagangan ASEAN merupakan 
ujung tombak dalam implementasi ATIGA. Pada bagian ini, kita akan 
mengulas semua ketentuan-ketentuan strategis terkait arus bebas barang 
perdagangan yang ditawarkan ATIGA. 
a. Ketentuan Umum ATIGA Terkait Arus Bebas Barang 
Perdagangan 
Seperti telah dibahas sebelumnya, Ketentuan Umum biasanya 
mengandung pedoman penting tentang bagaimana suatu perjanjian harus 
dibaca, ditafsirkan serta diterapkan. Pasal 1 hingga 18 dicantumkan 
sebagai Bab I 'Ketentuan Umum' ATIGA. Agar mencapai tujuan dari 
rumusan masalah skripsi ini, maka sejumlah pasal dalam Bab tersebut 
akan ditinggalkan di mana penulis hanya akan focus menguraikan 3 aspek 
ketentuan umum yaitu 1) mendefinisikan ruang lingkup barang; 2) Tujuan 
dari arus bebas barang 3) panduan penerapan ketentuan ATIGA. 
1) Penafsiran ATIGA terkait ruang lingkup ‘Barang’ 
Meskipun telah memiliki Bab terkait Ketentuan Umum, ATIGA tidak 
mendefinisikan benda apa sajakah yang merupakan 'barang' berdasarkan 
ATIGA. Pasal 3 hanya menegaskan bahwa barang diklasifikasian 
berdasarkan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN), sementara 
Pasal 4 menegaskan bahwa semua produk yang terdaftar dalam AHTN 





AHTN merupakan daftar tingkat tarif (tariff rates) yang didasarkan 
oleh pembagian klasifikasi barang dengan menggunakan beberapa 
kriteria deskriptif seperti pemakaiannya, fungsi gunanya atau berdasarkan 
ukurannya.258 Sehingga, agar suatu produk untuk dapat dianggap sebagai 
barang yang terlindungi oleh aturan arus bebas barang ATIGA, produk 
tersebut paling tidak harus tercantum di dalam daftar AHTN yang 
berjumlah 98 Bab banyaknya. 
Tabel 2: Contoh Daftar Barang-Barang berdasarkan AHTN 
 
Sumber: ASEAN, Harmonisation of Tariff Nomenclature, Customs Valuation and 
Procedures, Website ASEAN, http://www.asean.org/communities/asean-economic-
community/item/harmonisation-of-tariff-nomenclature-customs-valuation-and-procedures, 
Diakses 25/03/2015. 
Selain itu, untuk suatu produk dapat menerima perlindungan aturan 
arus bebas barang, produk tersebut harus berasal dari negara anggota 
ASEAN. ATIGA mengadopsi ketentuan asal barang CEPT-AFTA yang 
mengatur bahwa, “suatu produk akan dianggap berasal dari negara-
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negara anggota ASEAN, jika setidaknya 40% dari kontennya berasal dari 
salah satu negara anggota".259 Berdasarkan batasan ini, Pasal 28(1)(a) 
ATIGA pun mengatur sebagai berikut:  
"Barang akan dianggap berasal dari negara anggota di mana 
pembuatan atau pengolahan barang itu terjadi... jika barang 
tersebut memiliki kandungan nilai kawasan (selanjutnya disebut 
sebagai "ASEAN Value Content” atau “Regional Value Content”) 
tidak kurang dari empat puluh persen (40%)." 
Untuk menentukan apakah barang itu berasal dari ASEAN, ATIGA 
menetapkan formula yang dapat ditemukan dalam Pasal 29 untuk 
menghitung ASEAN Value Content atas barang tersebut. 
Gambar 4: Rumus Perhitungan ASEAN Value Content 
 
Sumber: ASEAN, ATIGA, Psl. 29. 
2) Tujuan ATIGA dalam Arus Bebas Barang Perdagangan 
                                                          





Tidak diperlukan penafsiran luas untuk dapat memahami tujuan 
dari ATIGA. Tujuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 dari Perjanjian 
ini, yang mana tertulis sebagai berikut: 
"Tujuan dari Persetujuan ini (ATIGA) adalah untuk mencapai arus 
bebas barang di ASEAN sebagai salah satu sarana utama untuk 
mendirikan pasar tunggal dan basis produksi untuk pendalaman 
proses integrasi ekonomi di kawasan ini, menuju terwujudnya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.” 
Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur arus bebas 
barang di antara negara-negara anggota tetapi juga untuk mendukung 
terciptanya pasar tunggal dan basis produksi ASEAN, sesuai visi daripada 
AEC Blueprint. AEC Blueprint dengan jelas menggambarkan bahwa aliran 
bebas barang adalah salah satu dari 5 (lima) unsur-unsur inti dalam 
menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang diikuti pula dengan 
dengan aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang lebih 
bebas; dan arus bebas tenaga kerja terampil.260 
3) Panduan Penerapan Aturan Arus Bebas Barang Perdagangan 
dalam ATIGA 
Bersama dengan tujuan utama ATIGA di Pasal 1, Perjanjian ini 
menambahkan tujuan-tujuan khusus untuk 1) aturan bea masuk dan bea 
cukai;261 2) standarisasi, regulasi teknis dan prosedur uji kesesuaian 
(conformity assessment procedure);262 dan 3) pemeriksaan sanitasi dan 
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phytosanitary.263 Keberadaan tujuan-tujuan khusus ini hampir sama 
fungsinya dengan Pasal 32 TFEU yang mana ketentuan ini bertindak 
sebagai panduan agar pasal-pasal yang berkaitan dengan tujuan khusus 
tersebut berjalan sesuai ekpektasi daripada Perjanjian itu sendiri.  
Melalui Ketentuan Umum di Pasal 8 hingga 10, kita dapat 
mengetahui bahwa negara-negara anggota tidak sepenuhnya dilarang 
untuk mengadopsi tindakan yang dapat membatasi arus bebas 
pergerakan barang, selama tindakan tersebut dibenarkan oleh 
‘Pengecualian Umum’,264 ‘Pengecualian Keamanan’265 atau merupakan 
'langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran’ 
negara.266 Penjelasan terkait landasan pengecualian Ini akan selanjutnya 
di bahas pada bagian “Landasan Pengecualian ATIGA”. 
b. Kekuatan Mengikat Hukum ATIGA 
Ketiadaan hukum khusus antarnegara anggota ASEAN serta 
lembaga supra-ASEAN tentu saja akan mempengaruhi proses 
implementasi ATIGA. Bagian ini mencoba menjelaskan bagaimana ATIGA 
dapat diimplementasikan sebagai aturan yang mengikat terkait posisinya 
sebagai sumber hukum, sebagai aturan yang mendistribusikan 
kewenangan pada lembaga-lembaga pendukung ASEAN dan ikatan 
hukumnya dengan hukum nasional negara anggota. 
                                                          
263 ASEAN, ATIGA, Psl. 79. 
264 ASEAN, ATIGA, Psl. 8. 
265 ASEAN, ATIGA, Psl. 9. 





1) ATIGA Sebagai Sumber Hukum 
Dengan tidak adanya rezim hukum antarnegara seperti hukum Uni 
Eropa, maka tidak terdapat hirarki khusus atas kekuatan instrumen-
instrumen hukum ASEAN. Bahkan ketika terdapat hal semacam itu, 
ATIGA bukanlah sumber hukum primer seperti yang kita kenali pada 
hukum Uni Eropa. Adalah ASEAN Charter yang paling layak dianggap 
sebagai sumber hukum primer jika hirarki semacam ini benar adanya di 
ASEAN, atas pertimbangan bahwa isi daripada ASEAN Charter yang 
bersifat konstitutif.  
Aturan aliran bebas barang ATIGA berakar dari aturan CEPT-
AFTA. Instrumen ini cukup bermasalah penerapannya dikarenakan isi 
teksnya yang singkat, tanpa memberikan klarifikasi dan panduan jelas 
yang membuat penerapannya sulit dan berbeda-beda antarnegara 
anggota ASEAN.267 ATIGA mencoba untuk mengakomodasi masalah 
tersebut dengan menjadi layaknya sumber hukum sekunder Uni Eropa 
yang mengkonsolidasikan dan mengefisienkan semua ketentuan dalam 
CEPT-AFTA serta meresmikan beberapa keputusan menteri-menteri 
negara ASEAN di bidang terkait.268 
2) Kompetensi Lembaga-Lembaga ASEAN dalam Penerapan Arus 
Bebas Barang Perdagangan 
Tidak seperti Uni Eropa, negara-negara anggota ASEAN tidak 
menyerahkan sebagian kecil dari kedaulatan mereka kepada lembaga 
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supra-nasional. Ini dikarenakan salah satu prinsip dasar ASEAN, yaitu 
prinsip non-interferensi, melarang ASEAN untuk turun campur dengan 
masalah internal negara anggotanya.269 
Sehingga tidak mengejutkan bila ATIGA hanya memberikan 
Sekretariat ASEAN wewenang pendukung seperti: 1) bertindak sebagai 
pusat pendaftaran (central registry) bagi segala bentuk pemberitahuan 
negara anggota yang berencana untuk memberlakukan pembatasan 
perdagangan270 yang dibenarkan oleh landasan pengecualian umum,271 
pengecualian keamanan,272 pengecualian darurat273 dan sebagai langkah-
langkah untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran negara; 2) 
Mengolah ASEAN Trade Repository;274 3) bekerja sama dengan ASEAN 
Consultative Committees untuk memberikan masukan dan saran secara 
rutin kepada negara-negara anggota terhadap pelaksanaan ATIGA;275 dan 
4) Melaporkan hasil pelaksanaan ATIGA kepada Dewan AFTA (AFTA 
Council) dan Kementrian-Kementrian Ekonomi (ASEAN Economic 
Ministeries).276 
                                                          
269 ASEAN, Charter of ASEAN, 2007, Psl. 2(e). 
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Negara-negara Anggota memperoleh kebebasan dalam memilih 
metode yang paling tepat di dalam melaksanakan aturan ATIGA, Pasal 18 
mengakui ini ketika mendelegasikan implementasi lebih lanjut aturan-
aturan ATIGA kepada negara anggota beserta komponennya (antara lain 
pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun NGO). Dengan demikian, 
adalah wajar untuk menafsirkan bahwa pengaturan teknis lapangan 
aturan-aturan aliran bebas barang ATIGA sepenuhnya diberikan kepada 
negara anggota. 
3) Hubungan Hukum ATIGA dan Hukum Nasional Negara 
Anggota 
Baik hukum tingkat regional maupun badan supra-nasional diakui 
keberadaannya di ASEAN. Ini berarti segala instrumen ASEAN bekerja di 
bawah platform hukum internasional. Akibatnya, ATIGA berfungsi 
layaknya perjanjian internasional biasa di mana Perjanjian ini harus 
melewati proses penandatangan277 dan ratifikasi278 perjanjian sebelum 
sepenuhnya dapat berlaku di tingkat nasional negara penandatangan. 
Diketahui bahwa semua negara anggota ASEAN telah meratifikasi ATIGA 
di akhir April 2010,279 sehingga demikian, aturan-aturan ATIGA telah 
dianggap berlaku dan mengikat di tingkat nasional negara anggota. 
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March 2012, Publikasi ASEAN, hlm. 25-26, 
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Perlu diketahui bahwa meskipun telah mengikat di tingkat nasional, 
perlindungan ATIGA terhadap entitas privat, seperti individu dan badan 
usaha swasta, masih sangatlah sempit ditafsirkan. Jika ditafsirkan secara 
literal, wujud proses hukum yang dapat berlandaskan aturan ATIGA 
sangatlah terbatas bagi entitas privat, seperti permintaan advance 
ruling280 dan tinjauan administrative atas putusan atau kebijakan Pabean 
yang melanggar ATIGA.281, Proses hukum ini hanya terbatas untuk 
melindungi perdagangan intra-ASEAN terhadap hambatan tarif namun 
tidak untuk hambatan fiskal maupun hambatan bukan tarif. 
Pasal ‘penyelesaian sengketa’ dalam perjanjian ini hanya 
menerima sengketa yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan 
penerapan ATIGA.282 Ditambah lagi, tidak terdapat indikasi apakah negara 
anggota dapat mewakili warga negaranya dalam proses hukum tingkat 
ASEAN, terutama jika mereka dirugikan atas tindakan-tindakan terkait 
pasar tunggal ASEAN yang disebabkan oleh negara lain, entitas privat 
negara lain atau bahkan lembaga ASEAN itu sendiri. 
c. Aturan ATIGA terkait Hambatan Tarif 
Sebelum melangkah pada bagian ini, perlu dicatat bahwa salah 
satu perbedaan utama antara ATIGA dan TFEU adalah bahwa ATIGA 
                                                          
280 Advance rulings adalah keputusan mengikat yang dikeluarkan Otoritas 
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for Europe, Advance Ruling, Trade facilitation and Implementation Guide, 
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ATIGA terkait Advance Rulings, lihat ASEAN, ATIGA, Psl. 62(1). 
281 ASEAN, ATIGA, Psl. 69(1). 





tidak pernah mendukung penciptaan Serikat Pabean. Huynh berpendapat, 
ini karena tujuan akhir daripada Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 
2020 bukanlah untuk mendirikan Serikat Pabean seperti Masyarakat 
Ekonomi Eropa dari tahun 1950-an.283 Sehingga, pembahasan terkait 
dengan komponen Serikat Pabean beserta penerapan tarif bea bersama 
akan penulis hilangkan pada bagian. 
Bab 2 ATIGA tentang ‘Pembebasan Tarif’ di dedikasikan untuk 
mengatur hal-hal yang teknis dam substansial terkait penghapusan bea 
masuk. Bagian ini akan fokus mengulas Pasal-Pasal dalam Bab ini.  
1) Pengurangan atau Penghapusan Bea Masuk 
Bea masuk didefinisikan di Pasal 1 ATIGA sebagai "... setiap bea 
atau bea masuk impor dan biaya apapun yang dikenakan sehubungan 
dengan impor terhadap barang".284  Pasal ini selanjutnya mengecualikan 
beberapa biaya dari bea masuk dari definisinya, antara lain: 
- Biaya yang setara dengan pajak internal yang dikenakan sesuai 
dengan ketentuan Pasal III(2) GATT, sehubungan dengan 
barang-barang domestik atau terhadap barang impor yang 
mana barang tersebut telah dikelola atau diproduksi secara 
keseluruhan atau sebagian;285 
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- Bea masuk atas anti-dumping atau countervailing duty yang 
diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal VI GATT, 
Agreement on Implementation of Article VI of GATT tahun 
1994, dan Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures yang merupakan Lampiran 1A dalam World Trade 
Organization (WTO) Agreement;286 atau 
- Upah atau biaya yang sepadan atas biaya jasa yang diberikan 
terkait pergerakan barang tersebut.287 
Ketentuan utama terkait penghapusan bea masuk diatur dalam 
Pasal 19(1) ATIGA. Pasal tersebut mengatur bahwa, "Kecuali ditentukan 
lain dalam Perjanjian ini, Negara-negara Anggota wajib menghilangkan 
bea masuk impor untuk semua produk yang diperdagangkan antara 
negara-negara aggota pada tahun 2010 bagi ASEAN-6 dan tahun 2015, 
dengan fleksibilitas untuk 2018, bagi CLMV".  
Pasal 19 (1) ATIGA tidak hanya mencerminkan kewajiban untuk 
menghapuskan bea masuk antara negara anggota, tetapi juga 
memberikan batasan waktu untuk mencapainya. Selain itu, kalimat 
"Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini ..." menyiratkan bahwa 
penghapusan bea masuk memiliki beberapa klausul pengecualian di 
dalam Perjanjian ini. 
Kekhususan daripada Pasal 19(1) ATIGA adalah paragraf 
selanjutnya dari Pasal ini secara tidak langsung memberikan negara-
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negara anggota keleluasaan untuk memutuskan apakah bea masuk 
terhadap barang impor negara anggota lain haruslah ‘dihilangkan’ atau 
cukup ‘dikurangi’ saja.288  Ketika negara-negara anggota memutuskan 
untuk mengurangi tarif bea masuk dan bukan menghilangkannya, tarif 
tersebut harus diturunkan dengan persentase minimum yang 
diperbolehkan oleh Perjanjian ini (Yang umumnya tidak lebih tinggi dari 
5%).  
2) Jadwal Pembebasan Tarif atas Bea Impor 
Jadwal pembebasan tarif dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yang 
pertama 6 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, 
Filipina dan Brunei Darussalam atau ASEAN-6; dan negara anggota baru 
yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau CLMV. Setiap kelompok 
ini memiliki tenggat waktu yang berbeda-beda. 
Perbedaan jadwal tersebut dikarenakan ketika AFTA Agreement 
(instrumen pertama ASEAN terkait perdagangan bebas) pertama kali di 
tandatangani, ASEAN hanya memiliki 6 (enam) negara anggota (Brunei, 
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand). Vietnam baru 
bergabung di tahun 1995, disusul dengan Laos dan Myanmar di tahun 
1997, dan akhirnya Kamboja di tahun 1999.  
Ketika kelompok CLMV baru bergabung di ASEAN, negara-negara 
ini belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AFTA, tetapi 
mereka tetap dianggap sebagai bagian dari AFTA, sebab mereka 
                                                          





diharuskan menandatangani AFTA Agreement ketika masuk menjadi 
anggota ASEAN. Sehingga, mereka diberikan jangka waktu yanga lebih 
lama untuk memenuhi kewajiban pengurangan tarif mereka berdasarkan 
ketentuan AFTA. 
Berdasarkan ATIGA, ada 5 (lima) kategori jadwal pembebasan 
tarif. Kategori-kategori ini tercantum berdasarkan abjad, di mulai dari 
jadwal 'A' hingga ke jadwal 'H'. Perjanjian ini tidak menjelaskan alasan di 
balik pembagian tersebut. Namun, jika membaca CEPT-AFTA maka dapat 
disimpulkan bahwa kategori ini didasarkan oleh penentuan apakah produk 
yang bersangkutan merupakan produk manufaktur, barang modal, produk 
olahan pertanian atau produk yang berada di luar definisi produk 
pertanian, sebagaimana telah didefinisikan dalam CEPT-AFTA.289 Semua 
jadwal yang berbeda ini dapat ditemukan pada Lampiran 2 dalam 
Perjanjian ini. 
3) Kebijakan Perlindungan Pasar Negara Anggota 
ATIGA mengakui wewenang negara anggota ASEAN untuk 
mengambil langkah-langkah perlindungan perdagangan (trade defence 
measures) untuk melindungi negaranya atas perkembangan tak terduga 
yang diakibatkan aktivitas perdagangan internasional. Namun tidak seperti 
Uni Eropa, tidak ada lembaga ASEAN yang bertindak sebagai penyelidik 
ataupun pembuat keputusan terkait apakah boleh atau tidaknya 
mengambil langkah perlindungan perdagangan terhadap praktek 
                                                          





perdagangan tidak adil yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. 
Sebaliknya, setiap negara anggota sepenuhnya independen bebas dalam 
menentukan tindakan perlindungan perdagangan sejauh tindakan tersebut 
konsisten dengan ATIGA beserta instrumen-instrumen lain yang menjadi 
rujukannya. 
Di bawah ini adalah tindakan-tindakan perlindungan perdagangan 
yang diperkenankan berdasarkan ATIGA: 
- Tindakan Terkait Anti-dumping (Anti-dumping Measures):  
Pasal 87 (1) ATIGA menegaskan negara-negara anggota 
mengakui dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain 
terkait penerapan bea masuk anti-dumping sesuai Pasal VI 
GATT dan Agreement on Implementation of Article VI GATT 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A pada WTO 
Agreement. Ketika menafsirkan Pasal 87(1) ATIGA, Pasal ini 
harus dibaca bersama dengan instrumen GATT yang relevan. 
Oleh karena itu, berdasarkan dengan Agreement on 
Implementation, tindakan merespon anti-dumping hanya dapat 
diterapkan jika penyelidikan telah dilakukan dan terbukti terjadi 
praktek anti-dumping290 sesuai dengan keadaan yang 
ditentukan dalam Pasal VI GATT.291 
                                                          
290 World Trade Organization [WTO], Agreement on Implementation of Article VI 
of the General Agreement on Tariffs and Trade [GATT], Annex 1A to the WTO 
Agreement, 1994, Psl. 1. 
291 Agreement on Implementation mendeskripsikan bahwa suatu produk impor 
akan dianggap sebagai produk dumping apabila  diperjual-belikan di negara lain kurang 





- Tindakan Terkait Subsidi dan Countervailing Measures: 
Sesuai dengan Pasal 1 pada Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures yang terdapat dalam Lampiran 1A 
WTO Agreement, subsidi dianggap ada jika ada “kontribusi 
keuangan oleh pemerintah atau badan publik dalam wilayah 
Negara yang bersangkutan”. ATIGA bergantung pada 
pengertian tersebut serta mengakui hak dan kewajiban negara 
anggotanya terkait subsidi atas barang.292 Sebagai instrumen 
rujukan ATIGA, GATT sendiri tidak melarang negara 
anggotanya untuk memberikan bantuan subsidi kepada 
eksporter barangnya.293 Namun di sisi lain ternyata Agreement 
on Subsidies and Countervailing Measures mengizinkan negara 
pengimpor untuk memberlakukan countervailing duty untuk 
merespon efek negatif dari subsidi-subsidi barang tersebut. 294 
- Tindakan Pengaman (Safeguard Measures): Berdasarkan 
GATT, sebagai akibat dari perkembangan yang tak terduga 
dalam kegiatan ekspor-impor, negara (dalam hal ini negara 
anggota GATT) diperkenankan secara sementara menerapkan 
safeguard measures yang berupa penarikan atau modifikasi 
kebijakan konsesi tarif barang negara tersebut. Kebijakan ini 
                                                                                                                                                               
Implementation of Article VI of the GATT, Lampiran 1A dalam WTO Agreement, 1994, 
Psl. 2; Lihat juga WTO, GATT, 1948, Psl. VI. 
292 ASEAN, ATIGA, Psl. 87(2). 
293 WTO, GATT, Psl. XVI(1). 
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hanya boleh diterapkan jika terbukti setelah dilakukannya 
investigasi bahwa produk barang yang diimporkan merupakan 
ancaman atau penyebab kerugian berat bagi produsen 
domestik atau terhadap produk-produk kompetitif serupa di 
negara importir.295 Serupa dengan tindakan-tindakan 
perlindungan sebelumnya, Pasal 86 ATIGA mengijinkan negara 
anggota untuk menerapkan tindakan ini selama tetap konsisten 
dengan hak-hak dan kewajiban mereka.296 Hak dan kewajiban 
tersebut dapat lebih lanjut ditemukan dalam Pasal XIX GATT, 
dan Agreement on Safeguards atau Pasal 5 daripada 
Agreement on Agriculture yang terlampir pada WTO 
Agreement. 
d. Aturan ATIGA terkait Perlindungan atas Hambatan Bukan Tarif 
Menurut Búrca, ada (2) dua teknik utama yang dapat digunakan 
untuk mencapai pasar tunggal. Pertama, dengan menggunakan 
pendekatan negatif yaitu deregulasi (de-regulation), di mana hukum yang 
tertinggi bisa melarang berlakunya aturan hukum nasional yang dapat 
menghambat perdagangan lintas negara, karena aturan tersebut berlaku 
diskriminatif atas barang ataupun tenaga kerja, atau karena berpotensi 
menyulitkan akses pasar tunggal. Kedua, dengan menggunakan 
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pendekatan integrasi positif (positive integration), yang mana menyadari 
bahwa banyak hambatan sebenarnya disebabkan oleh keragaman 
peraturan nasional dan hanya dapat benar-benar di atasi melalui proses 
harmonisasi hukum nasional negara anggota dengan berlandaskan 
hukum yang lebih tinggi.297 
Seperti yang dipaparkan sebelumnya, ASEAN tidak mengakui 
keberadaan hukum khusus di antara negara anggotanya. Pada bagian ini, 
kita akan mencoba mengambil pola pendekatan Búrca untuk menjawab 
bagaimanakah ATIGA dapat melarang pemerintah negara anggota untuk 
mengadopsi segala bentuk tindakan yang berupa hambatan bukan tarif 
namun di saat yang bersamaan juga mendorong proses harmonisasi 
kebijakan perdagangan antarnegara anggota ASEAN. 
1) Larangan Penerapan Hambatan Bukan Tarif dan Segala 
Aktivitas yang Berdampak Setara dengan Hambatan Bukan 
Tarif  
Berdasarkan ATIGA, hambatan bukan tarif berarti "kebijakan-
kebijakan selain kebijakan tarif yang secara efektif melarang atau 
membatasi impor atau ekspor barang dalam negara-negara anggota".298 
Terkecuali diperbolehkan oleh hak dan kewajiban mereka berdasarkan 
WTO, atau merupakan pengecualian sesuai ketentuan ATIGA, negara-
negara anggota dilarang untuk mengadopsi kebijakan maupun tindakan 
yang mengakibatkan timbulnya hambatan bukan tarif. 299  
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Lebih khususnya, ATIGA melarang tindakan pembatasan 
kuantitatif, 300 tindakan yang menurut ATIGA sendiri dimaksudkan untuk 
melarang atau membatasi kuantitas perdagangan dengan negara-negara 
anggota lainnya, baik berupa kuota, lisensi atau tindakan lain yang 
berdampak setara, termasuk kebijakan administratif maupun kebijakan 
persyaratan yang dapat membatasi perdagangan.301 
2) Identifikasi Hambatan Bukan Tarif 
Perjanjian ini tidak memiliki daftar tetap untuk mengidentifikasi 
tindakan-tindakan apa saja yg dapat dianggap sebagai hambatan bukan 
tarif. Beruntung, pada pertemuan Dewan AFTA yang ke-4, Dewan AFTA 
meminta negara-negara anggota untuk memberikan informasi mengenai 
tindakan-tindakan apa sajakah yang dapat menimbulkan hambatan 
perdagangan. Berdasarkan informasi ini, Dewan AFTA menemukan 
bahwa kebijakan bea tambahan (custom surcharges)302 dan ketentuan 
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teknis (technical measures)303 sebagai hambatan bukan tarif utama yang 
mempengaruhi perdagangan antarnegara ASEAN.304 
3) Jadwal Penghapusan Hambatan Bukan Tarif 
Setelah mendefinisikan dan mengidentifikasi hambatan bukan tarif, 
negara-negara anggota diminta untuk menghapuskan semua hambatan 
tarif melalui 3 (tiga) tahapan,305 yang tahapannya terbagi sebagai 
berikut:306 
- Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yaitu 
pada bulan Januari tahun 2008, tahun 2009 hingga tahun 2010; 
- Filipina yaitu pada bulan Januari tahun 2010, tahun 2011, 
hingga tahun 2012; dan 
- Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada bulan Januari 
tahun 2013, tahun 2014 hingga tahun 2015 dengan fleksibilitas 
sampai dengan tahun 2018. 
Melalui pertemuan Dewan AFTA yang diadakan tiap tahun sebelum 
tahapan-tahapan ini dijalankan, Dewan AFTA akan menyepakati 
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hambatan bukan tarif apa saja yang terlebih dahulu perlu dihapuskan oleh 
negara-negara anggota berdasarkan tahapan mereka masing-masing.307 
4) Program Harmonisasi pada Sistem Pendagangan Antar-
ASEAN: Ketentuan atas Fasilitasi Perdagangan, Kesepakatan 
Pengakuan Bersama dan ASEAN Trade Repository Program 
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan 
Thailand telah menghilangkan bea masuk mereka sebanyak 99,65% dari 
pos tarif (tarif lines)308 yang diperdagangkan sejak 1 Januari 2010, 
sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam telah mengurangi 
tarifnya sebanya 98,86% dari pos tarif mereka. Dengan pencapaian ini, 
fokus ASEAN akan beralih dari upaya deregulasi menuju upaya 
peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggotanya.309 
Bahkan sebelum ASEAN memutuskan ini, ATIGA yang berlaku pada 
tahun 2009, telah merumuskan 3 (tiga) program kunci  untuk 
meningkatkan harmonisasi perdagangan antarnegara ASEAN. Program 
tersebut antara lain: 
- Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation): Fasilitasi 
perdagangan dapat diartikan sebagai penyederhanaan dan 
harmonisasi prosedur perdagangan internasional seperti 
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308 Pos Tarif merupakan satuan barang yang disusun di dalam jadwal 
penghapusan tarif suatu negara. Lihat Tariff Lines, Termwiki, 2015, 
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prosedur impor dan ekspor barang.310  ATIGA mendedikasikan 
Bab 5 secara khusus untuk mengatur fasilitasi perdagangan 
antarnegara. Bab ini dimulai dengan menginstruksikan semua 
negara anggota untuk mengembangkan dan menerapkan 
Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN secara 
komprehensif.311 Program Kerja inilah yang selanjutnya 
menetapkan langkah dan tindakan fasilitasi perdagangan di 
dalam beberapa bidang kerja312 yang akan diterapkan baik di 
tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN.313 ATIGA juga 
menguraikan beberapa prinsip yang akan memandu negara 
anggota di dalam mempromosikan arus bebas barang, 
kelancaran komoditas rantai pasokan barang beserta 
peningkatan konektivitas internasional ASEAN. 314 
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- Aturan Pengakuan Bersama (Mutual Recognitions 
Arrangements): Untuk setiap barang yang diimpor ke dalam 
suatu negara, barang tersebut harus melalui prosedur penilaian 
kesesuaian (conformity assessment procedure).315 Prosedur 
yang berbeda dari satu negara ke negara lain umumnya 
merupakan hambatan teknis yang tidak perlu karena hanya 
memberikan jeda waktu yang lebih lama hingga barang 
tersebut bisa diimpor masuk ke negara tujuan.316 Untuk 
mengatasi ini, ATIGA mendesak negara-negara anggota untuk 
mengadopsi prosedur kesesuaian yang konsisten dengan 
standar internasional317  serta mendorong negara anggotanya 
untuk saling menyapakati ‘aturan pengakuan bersama’ (mutual 
recognition arrangements)318 yang sesuai dengan ASEAN 
                                                          
315 Prosedur penilaian kesesuaian adalah prosedur untuk menentukan, secara 
langsung atau tidak langsung, bahwa produk, atau jasa memenuhi standar teknis atau 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut, seperti prosedur 
sampling, testing, dan inspeksi barang. Contoh penjelasan lain prosedur penilaian 
kesesuaian, lihat Annex 1.3 Technical Barriers to Trade Agreement on conformity 
assessment procedures on WTO Agreement. 
316 ATIGA sendiri tidak melarang prosedur penilaian kesesuaian selama, “1) tidak 
disusun, diadopsi atau diterapkan dengan tujuan atau menyebabkan terciptanya 
hambatan teknis yang tidak perlukan di dalam perdagangan dan 2) Prosedur yang harus 
dipatuhi oleh pemasok produk impor haruslah tidak lebih memberatkan daripada yang 
diberikan kepada pemasok produk seruapa yang berasal dari negara tersebut”. Lihat 
ASEAN, ATIGA, Psl. 76(1). 
317 ASEAN, ATIGA, Psl. 76(2). 
318 Aturan pengakuan bersama merupakan perjanjian yang disusun antara dua 
negara atau lebih yang setuju untuk sama-sama mengakui atau menerima keseluruhan 
atau beberapa aspek dari proses penilaian kesesuaian masing-masing. Aturan ini tidak 
berlaku untuk semua jenis barang melainkan hanya untuk barang atau jasa yang 
disepakati bersama dalam perjanjian ini. Simon Pettman, 2013, Standards Harmonisation 
in ASEAN: Progress, Challenges and Moving Beyond 2015, Eria Discussion Paper 
Series, November 2013, ERIA-DP-2013-30, hlm. 9. Bandingkan dengan prinsip 





Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements.319 
Melalui aturan pengakuan bersama, produk ekspor yang telah 
diuji dan disertifikasi oleh negara pengekspor dapat langsung 
memasuki wilayah negara pengimpor tanpa harus menjalani 
prosedur penilaian kesesuaian yang serupa di negara 
pengimpor barang.320 Sejak ditandatanganinya ASEAN 
Framework Agreement on Mutual Recognition Agreements 
pada tahun 1998, negara-negara ASEAN telah menyepakati 
aturan pengakuan bersama di 3 (tiga) sektor barang dan jasa, 
yaitu, produk kosmetik, listrik dan elektronik serta 
telekomunikasi.321   
- ASEAN Trade Repository: ASEAN bekerja keras untuk 
merintis ASEAN Trade Repository [ATR]322 di tahun 2015. ATR 
ini nantinya akan berfungsi sebagai gerbang informasi untuk 
segala aturan perdagangan di tingkat nasional dan regional 
ASEAN.323 Muatan informasi ATR antara lain; informasi tentang 
tariff nomenclature; keringanan tarif atau tarif preferensial 
(preferential tariffs) yang ditawarkan negara berdasarkan 
                                                          
319 ASEAN, ATIGA, Psl. 76(3). 
320 Simon Pettman, 2013, Op. Cit., hlm. 9. 
321 Simon Pettman, 2013, Op.Cit. 
322 ASEAN Trade Repository [ATR] merupakan gudang catatan yang 
mengandung informasi perdagangan dan kepabeanan hukum serta prosedur distribusi 
barang dari semua negara anggota. Negara anggota ASEAN diwajibkan untuk masing-
masing membuat trade repository nasional yang dapat diakses oleh publik luas melalui 
internet. Lihat ASEAN, ATIGA, Psl. 13(1). 





ATIGA; ketentuan asal barang (rule of origin); hambatan-
hambatan bukan tarif di tiap negara; aturan-aturan hukum 
perdagangan dan kepabeanan nasional negara anggota; 
persyaratan dokumenter; serta daftar pedagang resmi 
(authorized trader) negara-negara anggota.324 Setelah dibentuk 
dan berfungsi penuh, ATR dan segala informasi di dalamnya 
akan dapat diakses melalui internet oleh pelaku ekonomi 
seperti eksportir, importir, pedagang, instansi pemerintah, 
peneliti ataupun masyarakat tertarik untuk mengetahuinya.325 
Sekretariat ASEAN bertugas untuk menjaga dan memperbarui 
informasi ATR berdasarkan pemberitahuan negara-negara 
anggota. 326 Berdarkan Laporan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
tahun 2015, ASEAN dan negara-negara anggotanya sedang 
mengembangkan desain dan mekanisme ATR tersebut. 327 
e. Landasan Pengecualian ATIGA Terkait Pembatasan Arus 
Bebas Barang 
Terdapat 3 (tiga) Pasal utama dalam ATIGA yang secara eksplisit 
memberikan pengecualian di dalam penerapan arus bebas barang, yaitu 
Pasal 8 tentang 'pengecualian umum’, Pasal 9 tentang ‘pengecualian 
'keamanan’ dan Pasal 10 tentang 'langkah-langkah untuk menjaga 
                                                          
324 ASEAN, ATIGA, Psl. 13(2). 
325 ASEAN, ATIGA, Psl. 13(1). 
326 ASEAN, ATIGA, Psl. 13(3). 





keseimbangan neraca pembayaran’. Menarik untuk diketahui bahwa 
ketentuan-ketentuan dari ketiga Pasal ini sangatlah mirip dengan klausul 
landasan pengecualian pada GATT tahun 1994.328   
1) Pengecualian Umum (General Exceptions) 
Selama tidak diterapkan dengan cara-cara yang dianggap 
diskriminatif atau sewenang-wenang yang tidak dapat dibenarkan di 
antara negara-negara anggota ASEAN, tidak ada ketentuan di dalam 
ATIGA yang bila ditafsirkan, mencegah negara-anggota untuk 
mengadopsi ataupun menerapkan tindakan-tindakan: 
- Yang dianggap perlu untuk melindungi moral publik; 
- Yang dianggap perlu untuk melindungi dan menjaga kesehatan 
manusia, hewan atau tumbuhan hidup; 
- Yang berkaitan dengan impor dan ekspor emas atau perak; 
- Yang dianggap perlu untuk menjamin kepatuhan terhadap 
undang-undang atau peraturan nasional yang tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ATIGA; 
- Yang berkerkaitan dengan produk buatan narapidana; 
- Yang diterapkan untuk melindungi harta peninggalan nasional 
yang memiliki nilai artistik, bersejarah atau arkeologis; 
- Yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam terbatas 
terutama jika tindakan-tindakan tersebut diberlakukan 
                                                          






berhubungan dengan pembatasan produksi serta konsumsi 
dalam negeri atas sumber daya alam tersebut; 
- Yang diterapkan berdasarkan adanya kewajiban terkait 
kesepakatan komoditas barang antar pemerintah 
(intergovernmental commodity agreement) yang sesuai dengan 
kriteria  ditetapkan pada WTO Agreement; 
- Yang melibatkan pembatasan ekspor atas bahan dalam negeri 
sebagai bagian daripada rencana stabilisasi pemerintah 
tersebut; dan 
- Yang diterapkan sebagai tindakan sementara untuk mencegah 
rendahnya pasokan suatu barang di pasar ekonomi nasional;  
Ketika Pasal XX GATT ditafsirkan, Badan Banding WTO (WTO 
Appellate Body) melaporkan bahwa landasan-landasan pengecualian ini 
dibenarkan sebab kepentingan domestik yang tertuang dalam kebijakan 
ini telah diakui penting dan sah oleh WTO.329 Karena kemiripan Pasal XX 
GATT dengan Pasal 8 ATIGA serta kecenderungan ATIGA untuk merujuk 
pada WTO Agreement, maka cukup tepat untuk menyimpulkan bahwa 
kedua pasal ini memiliki maksud dan tujuan yang hampir sama.  
2) Pengecualian Keamanan (Security Exceptions) 
Serupa dengan Pasal XXI GATT, ATIGA mengatur bahwa negara-
negara anggota ASEAN dikecualikan atas tindakannya yang menghambat 
arus bebas barang apabila dilandasi oleh kepentingan keamanan negara. 
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Berdasarkan Pasal 9 ATIGA, Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini tidak boleh 
ditafsirkan sebagai berikut: 
- Untuk mengharuskan negara anggota menyerahkan atau 
mengungkap informasi yang dianggap bertentangan dengan 
kepentingan keamanan yang esensial; atau 
- Untuk mencegah Negara Anggota dalam mengambil tindakan 
yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan 
esensial yang berkaitan dengan: 
 Peredaran material-material fisi (fissionable materials)330 
atau produk darimana material ini berasal;  
 Peredaran senjata api, amunisi dan perlengkapan perang 
untuk memasok militer;  
 Perlindungan atas infrastruktur publik kritis seperti 
infrastruktur komunikasi, listrik dan air, dari upaya-upaya 
disengaja yang dimaksudkan untuk menonaktifkan atau 
melemahkan infrastruktur tersebut; 
 Perlindungan di saat darurat negara, atau perang atau 
situasi darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau 
- Untuk mencegah negara anggota dalam mengambil tindakan 
sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (United Nations Charter) dalam menjaga 
perdamaian dan keamanan internasional. 
                                                          
330 Material fisi merupakan material yang berpotensi atau memiliki unsur nucleus 
atau nuklir aktif. Lihat dalam Bahasa Inggris, Fissionable Material, Dictionary.com, 2015, 





3) Langkah-Langkah untuk Menjaga Keseimbangan Neraca 
Pembayaran 
Ketidakseimbangan neraca pembayaran negara331 berakibat atas 
terjadinya krisis neraca pembayaran yang mempengaruhi perekonomian 
negara terutama bagi kekuatan mata uangnya. Situasi ini terjadi ketika 
sebuah negara tidak mampu membayar utang atas impor dan atau 
jasanya. Biasanya situasi ini disusul oleh penurunan drastis nilai mata 
uang negara tersebut. 
Untuk mengatasi masalah di atas, Pasal 10 ATIGA memungkinkan 
anggota untuk mengambil langkah-langkah yang dapat membatasi 
aktivitas ekspor dan impor barang namun dianggap penting di dalam 
menanggulangi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Langkah-
langkah tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan pengaturan harga 
(price based measures)332 seperti pajak impor tambahan,333 syarat 
deposito impor,334 atau kebijakan perdagangan lainnya yang berdampak 
                                                          
331 Neraca pembayaran negara merupakan catatan transaksi ekonomi penduduk 
suatu negara dengan negara lainnya di seluruh Dunia. Lihat Robert Carbanaugh, 2008, 
International Economics, 4th Ed., South-Western, Amerika Serikat: Cengage Learning, 
hlm. 336. 
332 WTO, Understanding on Balance of Payments Provisions of the GATT, Annex 
1A to the WTO Agreement, 1994, Psl. 2. 
333 Pajak impor tambahan adalah pajak tambahan yang dikenakan atas barang 
yang berasal dari negara di mana pajak tambahan itu diberlakukan. lihat Import 
Surcharge, 2015, Cambridge Dictionary Online, 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/import-surcharge, 
diakses pada 31/03/2015. 
334 Syarat deposito impor merupakan syarat dimana importir harus menyetorkan 
sejumlah uang dalam suatu rekening dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah 
untuk menjamin bahwa bea masuk impor barang tersebut akan terbayar nantinya. Syarat 
ini dianggap sebagai hambatan bukan tarif karena berdampak minat pasar dalam 
mengadakan impor. Lihat Import Deposit, 2015 Investor Words Online, 






setara dengan pengaturan harga barang impor. Bahkan dalam situasi 
darurat, negara anggota dapat diperkenankan menerapkan pembatasan 
kuantitatif terhadap arus bebas barang dari negara anggota lainnya.335 
B. TFEU dan ATIGA – Kajian Perbandingan 
Bagian ini mencoba mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan 
antara TFEU dan ATIGA, yang selanjutnya akan saling diperbandingkan 
keunggulan dan kelemahannya masing-masing.  
1. Persamaan 
Kedua perjanjian, TFEU dan ATIGA, memiliki beberapa kesamaan 
dalam mengatur pergerakan bebas barang di kawasannya masing-
masing. Kesamaan pertama terletak pada status keduanya yang 
merupakan instrumen hukum internasional, yaitu perjanjian internasional. 
Seperti yang kita ketahui, kedua perjanjian ini sama-sama disepakati oleh 
beberapa negara dan disusun secara tertulis.336  
Selain daripada persyaratan tertulis di atas, agar perjanjian 
internasional untuk dianggap sesuai dengan VCLT 1969 maupun VCLT 
1986, perjanjian tersebut haruslah berdasarkan hukum internasional.337 
Dalam hal ini, TFEU mengadopsi prosedur ratifikasi (yang merupakan 
salah satu aturan dasar di dalam bidang hukum perjanjian internasional) 
                                                          
335 WTO, Understanding on Balance of Payments Provisions of the GATT, Annex 
1A to the WTO Agreement, 1994, Psl. 3. 
336 UN, VCLT 1969, Psl. 2(1)(a). 





sebelum dapat mengikat di tingkat nasional negara-negara anggotanya,338 
dan begitu pula dengan ATIGA.339   
Dan walaupun memiliki tatanan hukum sendiri,340  TFEU dalam hal 
ini hukum Uni Eropa secara keseluruhan menganggap hukum 
internasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sumber 
hukumnya. Hal ini terlihat dalam putusan Racke v Hauptzollamt Mainz, di 
mana Mahkamah Keadilan Eropa menegaskan keberadaan hubungan 
antara Uni Eropa dan hukum internasional dengan menyatakan bahwa 
"kebiasaan hukum internasional merupakan bagian daripada sumber 
hukum Serikat ini".341 Di sisi lain, ATIGA juga menunjukkan kaitannya 
yang kuat kepada sumber hukum internasional dengan menunjukkan 
dukungannya atas kepatuhan negara-negara anggota terhadap UN 
Charter,342  yang merupakan instrumen dasar milik Perserikatan Bangsa-
Bangsa. 
Dalam hal tujuannya, baik TFEU dan ATIGA memiliki satu misi 
yang sama, yakni menciptakan ‘pasar tunggal' (umumnya disebut ‘pasar 
internal’ di Uni Eropa) bagi negara-negara anggotanya. Pasal 26(1) TFEU 
menetapkan bahwa, “pasar internal akan terdiri atas wilayah internal tanpa 
batas di mana pergerakan bebas atas barang, orang, jasa dan modal 
                                                          
338 EU, TFEU, Psl. 357. 
339 ASEAN, ATIGA, Psl. 96(2). 
340 Lihat ECJ, Case 26/62, Op.Cit, para.12; Lihat juga ECJ, C-6/64, Op.Cit., para. 
4. 
341 Lihat ECJ, Case C-162/96, Op. Cit., para. 7. 





akan terjamin sesuai dengan ketentuan Perjanjian.” Lebih lanjut, tujuan ini 
dikembangkan dalam pasal 26(2) TFEU yang menekankan bahwa, 
“Perhimpunan (Uni Eropa) akan mengadopsi langkah-langkah dengan 
tujuan untuk membangun atau menjamin keberlangsungan pasar internal 
...." 
Untuk ASEAN sendiri, Klausul mukadimah ATIGA mencoba 
menjelaskan tujuan pasar tunggal dan juga posisi ASEAN terkait dengan 
ini. Dituliskan dalam ATIGA bahwa negara-negara anggota, “akan 
bertekad untuk mewujudkan tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar 
tunggal serta basis produksi yang ditandai dengan aliran bebas barang, 
jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih 
bebas...." 
Kedua instrumen ini secara eksplisit mengekspresikan tujuan dasar 
mereka yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasannya 
masing-masing. Menurut Warleigh-Lack, “untuk mencapai tujuan ini…, 
negara-negara beranggapan bahwa bahwa kunci daripada pertumbuhan 
ekonomi itu sendir adalah pembebasan pasar dan bukanlah perlindungan 
proteksionisme”.343 Berdasarkan penemuan di atas, maka dapat kita 
simpulkan bahwa, Kedua perjanjian memiliki premis yang sama yaitu misi 
untuk membebaskan pasar dipandang perlu untuk mencapai tujuan yakni 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Terkait penghapusan hambatan tarif, kedua perjanjian sepakat 
bahwa penghapusan bea masuk sangatlah diperlukan untuk perdagangan 
                                                          





kawasan mereka masing-masing. Pasal 28 dan 30 TFEU melarang 
negara-negara anggota Uni Eropa untuk menerapkan bea masuk ataupun 
biaya lain yang berdampak setara bea masuk. Di sisi lain, Pasal 19(1) 
ATIGA menginstruksikan negara-negara anggota ASEAN untuk 
mengurangi (apabila dikurangi maka pengurangan bea masuk harus 
memenuhi persentase minimum yang diperbolehkan oleh ATIGA) atau 
menghilangkan bea masuk impor untuk semua produk yang 
diperdagangkan antaranegara anggotanya dengan batas waktu 
pencapaian tahun 2010 bagi kelompok ASEAN-6 dan tahun 2015 dengan 
fleksibilitas hingga tahun 2018 untuk kelompok CLMV. Menariknya, ATIGA 
bahkan lebih komprehensif dibandingkan TFEU dengan melarang 
penerapan tariff rate quotas344 dalam upaya pembebasan tarifnya.345 
Para penyusun TFEU maupun ATIGA juga menyadari bahwa 
penghapusan bea masuk saja hanya akan menghapus hambatan tarif 
namun tidak akan meredam keberadaan hambatan bukan tarif. Sehingga, 
Pasal 34 dan 35 TFEU melarang semua pembatasan kuantitatif dan juga 
semua tindakan-tindakan yang berdampak setara dengan pembatasan 
kuantitatif terhadap dan ekspor barang. Senada dengan TFEU, Pasal 41 
ATIGA menginstruksikan negara anggota untuk tidak memberlakukan 
                                                          
344 Tariff Rate Quota adalah kombinasi kebijakan yang menggabungkan 
pemberlakuan bea masuk impor dan kuota impor. Kebijakan ini akan mengindikasikan 
bahwa barang-barang yang masuk ke suatu negara dan dianggap belum melewati batas 
kuota impor yang ditentukan negara akan menerima tarif bea masuk impor yang rendah 
atau tidak sama sekali, sedangkan barang impor yang masuk melewati batas kuota 
tersebut harus membayar bea masuk impor dengan tarif yang lebih tinggi. Tarif Rate 
Quota tidak dianggap sebagai pembatasan kuantitif karena pada dasarnya kebijkakan ini 
tidak membatasi kuota dari impor itu sendiri. Lihat David W. Skully, 1983, Economics of 
Tariff-Rate  Quota Administration, Technical Bulletin No. 1893, Publikasi Departemen 
Agrikultur Amerika Serikat, hlm. 1.  





pembatasan kuantitatif atas impor dan ekspor barang yang berasal dari 
negara anggota ASEAN lainnya. 
Aturan pergerakan bebas barang dalam kedua perjanjian ini juga 
sama-sama diseimbangi dengan adanya pasal-pasal pengecualian. Pasal 
36 TFEU membenarkan pembatasan atas impor dan ekspor barang yang 
dilandasi dengan kepentingan moralitas publik, kebijakan publik atau 
keamanan publik, perlindungan kesehatan dan kehidupan untuk manusia, 
hewan atau tanaman; perlindungan harta peninggalan nasional; serta 
perlindungan properti industri dan komersil. Ketentuan pengecualian 
ATIGA didasari oleh 3 (tiga) pasal utama, yaitu: Pasal 8 terkait 
‘pengecualian umum’, Pasal 9 terkait ‘pengecualian keamanan’ dan Pasal 
10 terkait ‘langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan neraca 
pembayaran negara’. 
2. Perbedaan TFEU dan ATIGA Beserta Nilai-Nilai yang Dapat 
Diterapkan Di antara Keduanya  
Pada bagian ini, penulis akan menguraikan perbedaan umum pada 
TFEU dan ATIGA sekaligus juga menutup keseluruhan Bab Pembahasan 
dengan memberikan analisis kritis terhadap kelemahan dalam aturan-









a. Perbedaan Umum 
Penulis telah menyusun tabel perbandingan khusus untuk 
membantu mengidentifikasikan perbedaan umum pasal-pasal yang 
terdapat di antara TFEU dan ATIGA. 
Tabel 3: Tabel Perbandingan Aturan Pergerakan Bebas Barang 
Perdagangan dalam TFEU dan ATIGA 
Konten TFEU ATIGA 
Definisi Barang Mahkamah Keadilan Eropa, 












Penerapan Umum Pasal 32 Pasal 1: Umum 
Pasal 51: Pabean 
Pasal 71: Standarisasi, Aturan 
Teknis dan Prosedur Penilaian 
Kesesuaian 
Pasal 79: Uji Sanitasi dan 
phytosanitary 
 





Masuk dan Segala Biaya 
yang Berdampak Setara 
Bea Masuk 
 
Pasal 28 dan 30 Pasal 19(1): Penghapusan Bea 
Masuk 
Pasal 19(2): Jadwal 




Pasal 110: Penghapusan Pajak 












Pasal 201: Safeguard measures 
Pasal 207: Anti-subsidy and 
Anti-dumping measures 
Pasal 86: Safeguard measures 
Pasal 87(1): Antidumping 
measures 





Mahkamah Keadilan Eropa, 






dan Segala Tindakan 
yang Berdampak Setara 
Pembatasan Kuantitatif 
 
Pasal 34: Impor 









Dalam deskripsi sederhana Van, model aliran bebas barang 
ASEAN tidak akan sama dengan model Uni Eropa, yang mana barang 
dapat bergerak sebebas-bebasnya di kawasan mereka tanpa harus 
mengurus pembayaran bea masuk, surat deklarasi impor (import 
declarations) ataupun surat keterangan asal (certificates of origin). Di 
bawah rezim hukum ATIGA, hal ini tidak akan sepenuhnya terjadi. 
Perusahaan masih harus menyetorkan bukti deklarasi impor atau surat 
keterangan asal untuk dapat mengklaim penghapusan atau pengurangan 
tarif bea masuk. Selain itu pajak impor tertentu atas barang mungkin saja 
masih berlaku di antara negara-negara ASEAN bahkan setelah melewati 
tahun 2015 (yang merupakan target tahun perintisan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN). Sehingga pada akhirnya, tidak ada arus pergerakan barang 
yang betul-betul ‘bebas’ menurut ASEAN.346 
b. Tingkatan Integrasi Ekonomi yang Bebeda 
Integrasi ekonomi dipahami sebagai proses di mana blok-blok 
pembatas atas kegiatan perekonomian dihapuskan di antara negara-
negara dan atau kawasan suatu perkumpulan negara dengan 
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Speak, The Nation Multimedia, dipublikasikan pada 29/05/2012, 
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Will-there-be-free-flow-of-goods-across-the-





memberikan wadah untuk kebebasan pergerakan barang, jasa, dan 
faktor-faktor produksi lainnya.347 
Perbandingan yang ditunjukkan sebelumnya di Tabel 3 secara 
tidak langsung menggambarkan tingkatan integrasi ekonomi yang 
berbeda antara Uni Eropa dan ASEAN. Keinginan Uni Eropa untuk 
mengembangkan sesuatu yang lebih dari sekedar kawasan perdagangan 
bebas tercermin dalam Pasal 28 TFEU, yang menuntut didirikannya 
Serikat Pabean serta diterapkannya tarif bea bersama. Dari Pasal 28 
hingga Pasal 37 TFEU, Uni Eropa meletakkan landasan hukum dasar 
untuk berdirinya Serikat Pabean dengan memberikan mandat badan 
tersebut untuk menbantu penghapusan bea masuk serta dan membentuk 
tarif bea bersama untuk kawasan Uni Eropa. 
Sebaliknya, ATIGA tidak menyinggung apapun terkait rencana 
pendirian Serikat Pabean, Perjanjian ini lebih terfokus pada pengaturan 
unsur-unsur strategis untuk merealisasikan aliran bebas barang,348  
seperti pembebasan tarif,349 penghapusan hambatan bukan tarif,350 
pengaturan ketentuan asal barang,351 fasilitasi perdagangan,352  
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harmonisasi pabean353  dan harmonisasi standar prosedur kesesuaian354 
serta uji sanitasi dan phytosanitary.355 
Tabel oleh Ballasa di bawah ini, yang dibuat berdasarkan 
pembagian tingkatan integrasi ekonomi, akan menjawab pertanyaan di 
posisi manakah tingkat integrasi masing-masing organisasi regional 
tersebut. 
Tabel 4: Tabel Perbandingan Tingkatan Intergrasi Ekonomi Uni Eropa 
dan ASEAN 
Level of Integration EU ASEAN 
Preferential trading area ✔ ✔ 
Free trade area ✔ ✔ 
Single market ✔ ✔ 
Customs union ✔ x 
Economic union ✔ x 
Economic and monetary union ✔ x 
Political integration x x 
Sumber: Bela Balassa, 2012, The Theory of Economic Integration, New York, Amerika 
Serikat: Routledge Revivals, hlm. 2. 
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Chia berpendapat bahwa terdapat alasan logis dibalik mengapa 
hanya terdapat sedikit Serikat Pabean jika dibandingkan dengan 
proliferasi kawasan perdagangan bebas di dalam perekonomian global. 
Pertama, pendirian Serikat Pabean memaksa negara-negara anggota 
untuk menyerahkan sekian porsi kedaulatannya di bidang kebijakan 
komersial. Ini tentu saja berdampak dengan mengecilnya ruang kebijakan 
nasional negara.356 Walaupun inisiasi Serikat Pabean diperkirakan tidak 
akan mengambil porsi yang cukup besar bagi kedaulatan negara, tetapi 
konsep ini tentu saja akan bertentangan langsung dengan nilai-nilai dasar 
ASEAN, terutama terkait prinsip dasar ‘non-interferensi’ di dalam 
permasalahan dalam negeri negara anggota ASEAN. 
Alasan kedua adalah kenyataan bahwa sulit bagi negara-negara 
anggota ASEAN untuk mencapai kesepakatan terkait tarif bea bersama di 
dalam ASEAN, mengingat luasnya perbedaan tarif bea masuk antara 
negara-negara ASEAN terhadap barang-barang yang bukan berasal dari 
ASEAN. Berdasarkan penerapan prinsip most favoured nations (MFN),357  
Singapura dan Brunei Darussalam diketahui menerapkan tarif serendah 
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0%, sedangkan tarif yang diterapkan kelompok CLMV relatif lebih tinggi 
dibandingkan tarif Singapura dan Brunei.358 
Lebih lanjut Chia menambahkan bahwa Serikat Pabean akan lebih 
nyata pendiriannya jika penerapan keseluruhan tarif eksternal ASEAN 
yang sesuai dengan prinsip MFN dapat dikurangi hingga 0% atau 
mendekati persentase tersebut. Bukan hanya itu, pemberian kewenangan 
negara kepada Serikat Pabean di bidang komersial bukan hanya 
mencakup kebijakan penghapusan tarif namun juga mengikutsertakan 
kebijakannya atas hambatan bukan tarif. Pada kenyataannya, masih 
banyak negara anggota ASEAN yang belum siap untuk menyerahkan 
kedaulatan nasional mereka kepada badan seperti Serikat Pabean.359 
Dengan segala kekhawatiran bahwa integrasi ekonomi mendalam 
akan berakibat melemahnya kedaulatan negara, maka cukup rasional bagi 
penulis untuk menyimpulkan bahwa ASEAN memang belum siap dengan 
gagasan penguatan kelembagaan seperti pendirian Serikat Pabean 
ataupun pemberian mandat supra-nasional kepada badan-badannya 
layaknya seperti Uni Eropa di masa lalu hingga di masa kini.  
Dengan demikian, selain daripada diresmikannya Masyarakat 
Ekonomi ASEAN dan juga pasar tunggal ASEAN di akhir tahun 2015,360 
penduduk ASEAN sebenarnya tidak akan merasakan dampak arus bebas 
barang yang signifikan seperti yang banyak di gambarkan oleh media 
massa karena pada dasarnya ASEAN dan negara anggotanya di 
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sepanjang tahun 2015 akan memiliki tugas yang hampir sama di tahun-
tahun sebelumnya, yakni berusaha mencapai target tahunan mereka 
masing-masing dalam penghapusan hambatan dan diskriminasi ekonomi. 
c. Penyelesaian Sengketa 
Tidak seperti proses hukum yang berlandaskan prinsip 'efek 
langsung' di Mahkamah Keadilan Eropa, sengketa lintas negara terkait 
masalah distribusi barang di ASEAN, terutama yang melibatkan pihak 
swasta, seperti individu dan perusahaan, haruslah diselesaikan di 
pengadilan nasional negara di mana hak-hak pihak yang berperkara 
merasa dirugikan ataupun berdasarkan forum negara yang disepakati 
dalam ketentuan choice of laws para pihak yang bersengketa. Apabila 
perselisihan hukum ternyata disebabkan oleh kebijakan atau keputusan 
badan Pabean negara tersebut, ATIGA hanya mengusulkan agar 
sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur tinjauan administratif 
(administrative review) oleh badan adjudikasi berwenang di mana putusan 
atau kebijakan itu dikeluarkan.361 
Untuk penyelesaian sengketa antaranegara anggota ASEAN, 
negara-negara yang berselisih pertama-tama disarankan untuk mencari 
masukan serta berkonsultasi pada badan Konsultasi ASEAN untuk 
Penyelesaian Permasalahan Perdagangan dan Investasi (ASEAN 
Consultations to Solve Trade and Investment Issues) dan juga Badan 
Pemantau Kepatuhan ASEAN (ASEAN Compliance Monitoring Body).362 
                                                          
361 ASEAN, ATIGA, Psl. 69(1). 





Prosedur ini tidak menjadi masalah pada saat ini ataupun di masa yang 
lalu mengingat negara-negara ASEAN cenderung untuk menyelesaikan 
sengketa mereka dengan bernegosiasi.363 
Masalah yang terbesar sesungguhnya terletak pada penyelesaian 
sengketa di tingkat nasional. Perlu diingat bahwa konsep ‘aliran bebas 
barang’ di ATIGA cukup berbeda dengan konsep ‘pergerakan bebas 
barang’ di TFEU di mana ATIGA tidak memberikan hak dan kewajiban 
pergerakan barang bebas kepada warga negara ASEAN seperti yang 
diberikan oleh TFEU.364 Akibatnya, tidak ada penjaminan hukum bahwa 
peradilan nasional, ketika dihadapkan dengan sengketa atas barang lintas 
negara, bisa membangun hubungan hukum secara vertikal, antara 
lembaga pemerintahan dengan badan swasta, maupun hubungan hukum 
secara horizontal, antara badan swasta dengan badan swasta lainnya. 
Tanpa adanya pola perlindungan hukum bagi penduduk ASEAN 
yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota, maka setiap 
peradilan nasional di negara-negara ASEAN berpotensi untuk 
menghasilkan keputusan merugikan yang tidak dapat terduga bagi 
pengusaha lokal maupun asing, apalagi mengingat lemahnya kinerja 
lembaga peradilan di sejumlah negara ASEAN.  
Sebagai contoh adalah kinerja lembaga peradilan di Indonesia, 
Sophar Maru Hutagalung menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia 
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khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sering sengaja atau 
tidak mengabaikan isi kontrak asing yang berlaku di antara pihak terkait, 
termasuk dalam sejumlah kasus di mana transaksi sudah dilaksanakan.365  
Dia lebih jauh menyimpulkan bahwa bila kita mengamati hasi keputusan 
sejumlah kasus yang melibatkan perusahaan asing seperti, Manulife, 
Prudential, PT Danareksa Jakarta, PT Tripolyta dan Asia, Pulp and Paper 
serta anak perusahaannya, dapat disimpulkan bahwa lembaga peradilan 
Indonesia memiliki ketidakpeduliaan terhadap legitimasi transaksi 
komersial yang dibuat berdasarkan perjanjian internasional.366   
Meskipun contoh di atas berhubungan erat dengan perselisihan 
terkait kontrak asing, sangatlah besar kemungkinan fenomena di atas 
berlaku pararel dengan proses peradilan nasional terkait sengketa ekspor 
dan impor barang ASEAN.  
Dengan kesadaran bahwa semua negara anggota ASEAN telah 
meratifikasi dan juga memasukkan beberapa muatan pasal-pasal ATIGA 
ke dalam kebijakan komersial mereka, adalah wajar bagi penulis untuk 
merekomendasikan negara-negara ASEAN untuk mengamandemen isi 
ATIGA yang sekarang ataupun menyuplai Perjanjian tersebut dengan 
instrumen pendukung lain, terutama terkait pemberian hak dan kewajiban 
kepada entitas privat seperti yang telah dikembangkan oleh TFEU dan 
yurisprudensinya. Pada akhirnya, memberikan kepastian hukum terhadap 
keberlangsungan pasar tunggal ASEAN merupakan salah satu tolak ukur 
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kesuksesan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam mencapai tujuannya 
seperti, tingkat dinamisme ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran yang 
berkelanjutan, pertumbuhan yang inklusif serta pembangunan terpadu 
untuk ASEAN.367 
d. Penafsiran Perjanjian 
Meskipun dianggap sebagai perjanjian paling komprehensif yang 
mengatur perdagangan barang di ASEAN, ada beberapa ketentuan di 
dalam ATIGA, yang bahkan ketika menggunakan penafsiran tekstual 
sederhana, terlalu luas atau samar untuk dipahami. 
Sebagai contoh yaitu Pasal 19 ATIGA. Walaupun Pasal yang 
menghendaki penghapusan bea masuk ini telah dilengkapi dengan jadwal 
penghapusan tarif, Pasal ini ternyata masih kurang jelas mengindikasikan 
garis pemisah antara kewajiban negara untuk mengurangi atau 
menghilangkan tarif bea masuk, sehingga sangatlah sulit untuk 
memahami ‘bagaimanakah landasan’ atau ‘dalam situasi apa sajakah’ 
negara anggota dapat dibenarkan untuk sekedar mengurangi tarif bea 
masuk dan bukan untuk menghapusnya. Ditambah lagi, terdapat 
beberapa istilah-istilah teknis seperti, pos tarif (tariff lines), sektor integrasi 
prioritas (priority integration sectors), daftar negatif (negative list), yang 
tidak dijelaskan pengertiannya baik di Bab tentang ‘Ketentuan Umum’ 
ataupun Bab yang khusus menggunakan istilah-istilah tersebut. 
                                                          





Contoh lainnya adalah Pasal 8 ATIGA tentang ‘Pengecualian 
Umum’. Konteks pengecualian pada Pasal 8 yang berlandaskan alasan 
moral publik, perlindungan hidup dan kesehatan manusia, hewan atau 
tumbuhan, sangatlah kurang dielaborasikan. Tidak ada batasan objektif 
untuk mengkaji batas-batas penggunaan landasan tersebut. Tanpa 
batasan yang jelas, negara-negara anggota tidak dapat dicegah untuk 
setiap saat dengan mudahnya mengandalkan Pasal tersebut untuk 
menghambat arus bebas barang di ASEAN.  
Tindakan-tindakan pembatasan pergerakan barang yang 
berlebihan tentu saja mengakibatkan melonjaknya biaya barang bagi 
produsen dan importir, yang pada akhirnya ditanggung pula oleh 
konsumen, pihak yang sebenarnya haruslah diuntungkan dari adanya 
Perjanjian ini.368 
Untuk mengatasi hal ini, ATIGA perlu didukung oleh draf persiapan 
(travaux préparatoires) ataupun otoritas yang memiliki kewenangan untuk 
menafsirkan Perjanjian ini. Sangatlah disayangkan, ATIGA tidak memiliki 
draf persiapan yang bisa dijadikan acuan penafsiran. Sebagai 
alternatifnya, segala pertanyaan terkait penafsiran ATIGA dapat dirujuk 
kepada Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN Yang Ditingkatkan 
(ASEAN Enhanced Dispute Resolution Mechanism). Berdasarkan ATIGA, 
Ketika timbul suatu sengketa terkait perbedaan penafsiran atau 
                                                          





penerapan ATIGA, maka sengketa tersebut harus diselesaikan 
berdasarkan ASEAN-PEDSM.369 
Sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam ASEAN-PEDSM 
agaklah rumit untuk dijelaskan. Pertama-tama, ASEAN-PEDSM hanya 
berlaku untuk sengketa antara negara-negara anggota terkait perselisihan 
atas segala perjanjian ekonomi ASEAN. Kedua, mekanisme terdiri dari 
mekanisme non-adjudikasi seperti konsultasi (consultation), jasa-jasa baik 
(good office), konsiliasi (conciliation) dan mediasi (mediation); dan 
rangkaian prosedur dalam mekanisme adjudikasi yaitu Panel proceedings 
dan tinjauan hasil laporan Panel proceeding oleh Badan Banding 
(Appellate Body). Agar dapat ditafsirkan perjanjiannya, sengketa 
perjanjian ekonomi tersebut haruslah melalui mekanisme adjudikasi dan 
mencapai tahapan peninjauan hasil laporan Panel proceeding oleh Badan 
Banding ASEAN-PEDSM.370 
Protokol ini memiliki 2 (dua) titik masalah. Pertama, seluruh proses 
mekanisme dianggap sangat memakan dana dan waktu negara yang 
bersengketa. Coba lihatlah tabel di bawah ini yang mendeskripsikan 
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Tabel 5: Tabel Proses, Aksi dan Jangka Waktu Penyelesaian 
Sengketa ASEAN-PEDSM 
 
Sumber: Michael Ewing Chow dan Ranyta Yusran, 2014, Op. Cit., hlm. 7. 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya untuk 
meminta satu atau beberapa pasal ATIGA agar ditafsirkan oleh Badan 
Banding ASEAN-PEDSM, negara-negara ASEAN yang bersengketa 
haruslah melewati prosedur penyelesaian sengketa yang panjang dan 
berbelit-belit. 
Faktor yang kedua atau sebagai akibat dari faktor pertama, 
ASEAN-PEDSM tidak seperti sistem penyelesaian sengketa internasional 
lainnya yang telah membuktikan pencapaiannya dalam menyelesaikan 
sengketa di ranah hukum internasional. 371  ASEAN-PEDSM memiliki track 
record penyelesaian sengketa serta hasil penafsiran perjanjian ekonomi 
ASEAN yang sangat lemah. Perselisihan antar sesama negara ASEAN 
tentu saja sering terjadi, namun tabel di bawah akan memberikan kita 
kesimpulan yang mengejutkan, kesimpulan bahwa ternyata negara-
                                                          





negara anggota ASEAN memiliki kecenderungan kuat untuk memilih 
penyelesaian sengketa di luar mekanisme ASEAN EDSM.372 
Tabel 6: Tabel Catatan Sejarah Sengketa Antarnegara Anggota 
ASEAN (1959 – 2013) 
 
Sumber: Michael Ewing Chow dan Ranyta Yusran, 2014, Op.Cit, hlm. 11. 
Padahal jika dibandingkan kejelasan teksnya, TFEU bahkan lebih 
lemah dibandingkan ATIGA, karena sejumlah pasal-pasal dianggap terlalu 
singkat dan tidak lengkap, terkadang tidak jelas, bahkan tidak relevan 
dengan perkembangan zaman. Namun TFEU mampu menanggulangi 
semua itu dengan mempersingkat prosedur penyelesaian sengketanya 
dan juga memberikan peran adjudikasi yang dominan kepada kekuasaan 
kehakiman Uni Eropa, yaitu Mahkamah Keadilan Eropa. Uni Eropa 
memberikan Mahkamah Keadilan Eropa posisi sebagai otoritas penafsir 
satu-satunya untuk menafsirkan atau menguji kesesuaian penerapan 
                                                          





aturan hukum Uni Eropa melalui putusan yurisprudensi373 ataupun 
putusan awal (preliminary rulings).374 Pengadilan ini juga bertindak 
sebagai pengadilan administrasi bagi lembaga Uni Eropa375 serta dapat 
menjatuhkan sanksi fiskal bagi negara-negara anggota yang melanggar 
atau tidak mematuhi putusan Pengadilan ini. 
Pencapaian Uni Eropa dengan memberikan wewenang dominan 
kepada Mahkamah Keadilan Eropa cukuplah mengagumkan. Terhitung 
bulan Mei tahun 2009, Mahkamah Keadilan Eropa telah mengeluarkan 
putusan sebanyak 7.968 putusan, yang kemudian disusul oleh cabang 
pengadilannya yakni, Pengadilan Tingkat Pertama (Court of First Instance) 
sebanyak 2354 putusan. Selain itu, Secara keseluruhan, pembagian 
bidang hukum Uni Eropa (acquis communautaire) telah dilengkapi dengan 
10.322 vonis putusan pengadilan, yang dalam memutuskan vonis-
vonisnya, Pengadilan telah dibantu dengan 3326 laporan awal 
(preliminary statements)376 yang dikeluarkan oleh  Advocates-General.377 
penulis berpandangan bahwa gagasan penyelesaian sengketa 
TFEU, yakni dengan memberikan mandat kepada suatu lembaga untuk 
memberikan ‘putusan awal’ yang dapat menafsirkan aturan-aturan ATIGA 
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seyogyanya bukanlah suatu bentuk pelanggaran prinsip non-interferensi 
ASEAN. Keyakinan ini didasari oleh 2 (dua) pertimbangan. 
Pertama, aturan aliran bebas barang ATIGA merupakan aturan 
yang tanpa disadari telah secara pararel mengikat ke seluruh negara 
ASEAN melalui hukum nasional mereka masing-masing sejak 
diratifikasinya Perjanjian ini oleh negara-negara anggota ASEAN. Kedua, 
adanya prosedur seperti ‘putusan awal’ tidak akan mengurangi wewenang 
pengadilan nasional dalam memutuskan perkaranya.  
Perlu diingat bahwa Badan Banding ASEAN-PEDSM sejauh ini 
hanya bisa memberikan penafsiran yang bersifat sugestif. Adalah 
pengadilan nasional yang tetap menjadi penentu keputusan akhir di dalam 
sengketa ATIGA yang melibatkan entitas-entitas privat sebagai pihaknya.  
Kalaupun terdapat implikasi dalam gagasan ini, putusan awal ini nantinya 
hanya akan membantu mencegah pengadilan lokal untuk mengeluarkan 
putusan-putusan ATIGA yang sangat tidak relevan dengan tujuan, istilah, 
konteks atau bahkan niat para perancang Perjanjian ini. 
Akhirnya, penerapan usulan ini tidak hanya akan mengatasi 
kurangnya penafsiran pasal-pasal di dalam ATIGA namun sekaligus juga 
menjadi momentum untuk merebut kembali kepercayaan negara-negara 












1. Walaupun ATIGA dirancang untuk mendorong terciptanya integrasi 
ekonomi mendalam di ASEAN, Perjanjian ini, layaknya seperti instrumen 
ASEAN lainnya, enggan menuangkan gagasan penguatan kelembagaan 
di ASEAN. Rancangannya berbeda dengan TFEU yang secara terbuka 
memberikan wewenang supra-nasional kepada lembaga-lembaga Uni 
Eropa sesuai dengan prinsip ‘penganugerahan’ (conferral) yang 
berkembang di dalam hukum Uni Eropa. Kuatnya kekhawatiran para 
penyusun kebijakan ASEAN terhadap gagasan penguatan kelembagaan 
adalah salah satu alasan utama mengapa ATIGA tidak memiliki ketentuan 
terkait pendirian lembaga supra-nasional seperti Serikat Pabean, Komisi 
Regional ataupun lembaga peradilan yang secara khusus dapat 
menanggulangi sengketa hukum atas pasar tunggal ASEAN. 
2. Berdasarkan perkembangan yurisprudensi hukum Uni Eropa, hak-hak dan 
kewajiban yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan TFEU bukan hanya 
berlaku bagi negara anggota tetapi juga kepada warga negaranya. Jika 
dibandingkan, ATIGA sendiri hanya mengatur hubungan hukum horizontal 
antar sesama negara penandatangannya dan tidak menciptakan hak dan 
kewajiban langsung kepada penduduknya. Sehingga, setiap badan 
swasta yang dirugikan akibat dilanggarnya ATIGA saat ini hanya dapat 





berdasarkan mekanisme choice of law yang disepakati para pihak yang 
bersengketa. 
B. Saran 
1. Sekalipun ASEAN tidak menginginkan berdirinya lembaga supra-nasional, 
masalah penafsiran ATIGA dapat diselesaikan dengan menambahkan 
mandat kerja otoritas penafsir Perjanjian ini, yaitu Badan Banding ASEAN-
PEDSM. Mandat tersebut akan memberi wewenang kepada Badan 
Banding untuk menghasilkan ‘putusan awal’ yang fungsi dan tujuannya 
hampir serupa dengan ketentuan TFEU. 
2. Pergerakan bebas barang yang efektif tidak hanya akan ‘meningkatkan 
pendapatan per-kapita’ negara-negara ASEAN tetapi juga ‘menciptakan 
hak dan kewajiban serta kepastian hukum’ bagi para penduduknya. 
Konsep hak dan kewajiban warga negara serta prinsip hukum yang mirip 
dengan prinsip 'penerapan langsung' Uni Eropa perlu diadaptasikan di 
tingkat ASEAN untuk mendukung pelaksanaan hukum ATIGA. ASEAN 
dapat mengkodifikasi konsep ini dengan mengamandemen ATIGA 
ataupun melengkapinya dengan instrumen tambahan yang relevan 
dengan konsep ini. Dengan prinsip ini, individu maupun badan usaha 
dapat berlindung pada ATIGA sebagai dasar hukumnya, ketika mereka 
menjadi korban atas hambatan tarif, fiskal maupun hambatan bukan tarif 
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